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ABSTRAK 
 
RAMDAN DWITAMA ILYAS B111 12 007, Peranan INTERPOL Dalam 
Ekstradisi Tersangka Korupsi (Studi Kasus Penangkapan Muhammad 
Nazaruddin di Cartagena, Colombia). Di bombing oleh, S.M. Noor dan 
Maskun. 
Tujuan dari penelitian ini adalah ; (1) untuk mengetahui bagaimana 
kedudukan deportasi dan ekstradisi dalam proses pemulangan 
Muhammad Nazaruddin sesuai UNCAC. (2) untuk mengetahui peran 
Interpol dalam proses pemulangan Muhammad Nazaruddin. 
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu 
metode dengan cara mengumpulkan data kemudian disusun, 
diinterpretasikan, dan analisis sehingga memberikan gambaran yang 
lengkap bagi pemecahan masalah.  
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kedudukan Deportasi 
dan Ekstradisi dalam mekanisme proses pemulangan Muhammad 
Nazaruddin di Cartagena, menggunakan sarana deportasi disebabkan 
tidak adanya pengaturan didalam UNCAC tentang ekstradisi. Sedangkan 
praktik deportasi yang dilaksanakan atas kerjasama NCB Indonesia 
dengan NCB – Bogota dilakukan dengan cara deportasi dalam bentuk 
pengusiran. (2) Peran NCB - Interpol Indonesia dalam melakukan proses 
pemulangan tersangka korupsi Muhammad Nazaruddin yaitu dengan cara 
penerbitan  Red Index Wanted Notices oleh Interpol pusat di Lyon, 
Perancis untuk menyebar perintah penangkapan ke 190 negara anggota 
ICPO – Interpol untuk mempermudah proses pencarian buronan. 
Meskipun dalam kasus Muhammad Nazaruddin kenyataannya Indonesia 
diharuskan memenuhi syarat tertentu oleh pemerintah Kolombia. karena 
tidak adanya perjanjian ekstradisi. 
Kata Kunci : Peran dan Fungsi Interpol Indonesia, Deportasi, Ekstradisi. 
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ABSTRACT 
 
Ramdan DWITAMA ILYAS 12 007 B111, INTERPOL Role In Suspect 
Extradition Corruption (Case study Catching Muhammad Nazaruddin in 
Cartagena, Colombia). Supervised by S.M. Noor and Maskun. 
The purpose of this study is; (1) to determine how to position 
deportation and extradition in the return of Muhammad Nazaruddin 
according UNCAC. (2) to determine the role of Interpol in the return of 
Muhammad Nazaruddin. 
The method used is descriptive analysis method by collecting data 
is then compiled, interpreted, and analysis so as to provide complete 
information for troubleshooting. 
The results showed that: (1) The position Deportation and 
Extradition within the mechanism of the process of repatriation of 
Muhammad Nazaruddin in Cartagena, by means of deportation due to the 
lack of regulation in the UNCAC on extradition. While the practice of 
deportations carried out in cooperation with NCB NCB Indonesia - Bogota 
done by deportation in the form of expulsion. (2) The role of NCB - Interpol 
Indonesia in the process of repatriation of graft suspect Muhammad 
Nazaruddin is by way of the issuance of Red Notices Index Wanted by 
Interpol center in Lyon, France for spreading orders arrest of all 190 
member countries of ICPO - Interpol to facilitate the process of finding the 
fugitive. Although in the case of Muhammad Nazaruddin fact Indonesia is 
required to meet certain requirements by the Colombian government. in 
the absence of an extradition treaty. 
 
Keywords: Role and Functions of Interpol Indonesia, Deportation, 
Extradition. 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Korupsi terjadi baik di negara-negara miskin maupun negara kaya. 
Korupsi merupakan respon atas kebutuhan hidup manusia, namun 
seringnya merupakan keserakahan. Korupsi berimbas pada kelompok-
kelompok paling miskin dan paling rentan dalam sebuah masyarakat, dan 
ketika menyebar luas, korupsi akan mengurangi investasi dan 
memperlemah pertumbuhan ekonomi. Jika sistem integritas tampak 
meragukan, maka aturan hukum tidak bisa dipertahankan. Perang 
terhadap korupsi memilki tingkat keberhasilan beragam. 
Kriminalisasi terhadap pelaku korupsi tidak selalu merupakan 
langkah efektif. Pendekatan-pendekatan global mencakup Konvensi PBB 
melawan korupsi, sementara pendekatan-pendekatan lokal meliputi 
statute, kode perilaku, penyelidikan, dan penangkapan1. 
Banyak negara juga memiliki lembaga-lembaga anti korupsi, dan 
beberapa lembaga tersebut bekerja dengan sangat baik, seperti 
Singapura dan HongKong, sementara itu di beberapa negara justru 
lembaga anti korupsi tersebutlah yang menjadi persoalan dan tidak 
memberikan solusi. Solusi terkadang menjadi reformasi struktural-
menjadikan layanan sipil lebih akuntabel, berasas manfaat, diorganisasi 
secara formal, dan yang paling penting ialah para petugas digaji dengan 
layak. Kultur masyarakat sipil yang kuat, kelompok advokasi yang vokal, 
                                                          
1 Mangai Natarajan, Kejahatan dan Pengadilan Internasional, Bandung, Nusa Media, 2015, hlm. 
222. 
2 
pendidikan sipil, kampanye informasi dan edukasi dengan sasaran 
generasi muda, media terbuka, dan mobilisasi publik merupakan faktor-
faktor yang mendukung serangkaian strategi tersebut. Salah satu strategi 
ialah dengan adanya suatu kerja sama internasional merupakan bagian 
integral dan kebijakan luar negeri Indonesia sebagai salah satu jembatan 
untuk membangun suatu kepercayaan dengan negara-negara lain. Dalam 
pelaksanaannya harus didasari oleh prinsip-prinsip universalitas, 
resiprokal, ekualitas, supremasi hukum, saling menguntungkan dan 
adanya penghormatan kedaulatan negara, untuk memelihara keamanan 
internasional dan regional2. 
Seiring semakin berkembangnya kejahatan internasional, maka 
kepolisian di berbagai belahan dunia tidak dapat bekerja sendiri, oleh 
karena itu kerjasama antara kepolisian harus lebih ditingkatkan dan 
dioptimalkan sehingga tujuan bersama untuk menciptakan dunia yang 
aman dapat tercapai, semboyan organisasi International Criminal Police 
Organizational (ICPO – INTERPOL) yaitu “collectively fight crime for a 
safer world” (bersama-sama memerangi kejahatan demi mewujudkan 
dunia yang lebih aman)3. 
Kata ‘Interpol’ belakangan ini cukup sering terdengar dan 
diperbincangkan oleh publik di tanah air. Pasalnya, sejumlah buronan 
kasus korupsi di Indonesia seperti Nunun Nurbaeti dan Muhammad 
Nazaruddin, kabur ke luar negeri dan masuk red notice Interpol. 
                                                          
2Iskandar Hassan dan Nina Naramurti, 2013, Kerjasama Kepolisian dan Penegakan Hukum 
Internasional, PT. Firris Bahtera Perkasa,Jakarta Barat , hlm. 3. 
3lbid., hlm.  4.  
3 
Muhammad Nazaruddin di Situs Interpol Internasional (Situs 
Interpol Internasional) Tersangka suap wisma atlet SEA Games, 
Muhammad Nazaruddin, resmi menjadi buronan polisi internasional. Foto 
bekas Bendahara Umum Partai Demokrat itu pun kini sudah terpampang 
di situs interpol sebagai buronan. Di bagian identitas, Nazaruddin disebut 
lahir di Bangun, 26 Agustus 1978. Permohonan buron ini diajukan Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Dalam situs itu pula, Interpol meminta kepada 
siapapun yang mengetahui keberadaan orang seperti ciri-ciri yang tertera 
tersebut, untuk melaporkan ke kepolisian nasional atau polisi lokal 
setempat4. 
Proses penangkapan Nazaruddin merupakan hasil kerja keras 
anggota Polri yang membuntutinya, bekerjasama dengan Interpol dan 
polisi Kolombia. Sebelum penangkapan, Kapolri Jenderal Timur Pradopo 
telah mengirimkan surat permohonan bantuan penangkapan Nazaruddin 
ke Kepala Interpol di Prancis. Setelah berkoordinasi dengan Interpol, tim 
Polri kemudian berkoordinasi dengan polisi Kolombia untuk memastikan 
bahwa orang yang dimaksud adalah Nazaruddin. Buronan itu akhirnya 
ditangkap di sebuah kafe di Kartagena, sebuah kota wisata terkenal 
sekitar satu jam perjalanan dengan pesawat komersial dari Bogota. 
Polri yakin bahwa orang yang ditangkap oleh polisi Kolombia itu 
adalah Nazaruddin berdasarkan 12 titik kesamaan sidik jari. Selanjutnya 
Polri akan melakukan tes DNA untuk memastikan bahwa orang tersebut 
adalah Muhammad Nazaruddin. Tim gabungan dari Polri, KPK, 
                                                          
4Diakses dari http://nasional.news.viva.co.id/news/read/231164-laman-interpol--wanted-
muhammad-nazaruddin, Arry Anggadha,  12 Maret 2016. Pkl 01.00 
4 
Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri telah 
berangkat ke Kolombia. Tim yang dipimpin oleh Direktur V Tindak Pidana 
Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Anas Yusuf itu mendapatkan mandat 
untuk memproses pemulangan Nazaruddin ke Tanah Air dengan selamat. 
Polri berharap pemerintah Kolombia segera mengusir Nazaruddin dengan 
proses deportasi. Sebab, proses deportasi lebih cepat dibandingkan 
proses ekstradisi. Apalagi antara Indonesia dan Kolombia tidak memiliki 
perjanjian ekstradisi5. 
Disisi lain misi Interpol adalah mendukung kerja polisi di 188 
negara di seluruh dunia. Interpol bekerja sama dengan kepolisian di ke-
188 negara itu, dan mempermudah kerja mereka satu sama lain untuk 
menangkap buron. Ke-188 negara yang masuk jaringan Interpol cukup 
beragam, baik negara bersistem kediktatoran maupun demokrasi. Iran 
dan Libya misalnya, mereka adalah anggota Interpol, dan red 
notice mereka diperlakukan sama dengan red notice lain yang berasal dari 
Kanada, Inggris, atau Prancis. 
Adapun jenis kejahatan internasional/ transnasional menurut 
Interpol, sebagaimana pengertian tentang kejahatan internasional yaitu : 
drugs, terrorism, war crime, genocide, children and human trafficking, 
enviroment crime, information technology crime, financial crime, 
corruption, property crime, intellectual property crime, vehicle crime, 
organized, dan lain-lain6. 
                                                          
5 Diakses dari, http://www.antikorupsi.org/en/content/membuntuti-nazaruddin-hingga-
cartagena, Suara Merdeka, 10 Agustus 2011,05 April 2016, Pkl 02.56 
6 Iskandar Hassan dan Nina Naramurti, Op.cit., hlm. 6. 
5 
Dalam pelaksanaan kerja sama internasional, Indonesia harus 
mengacu kepada Konvensi-konvensi internasional yang telah dikeluarkan 
PBB sebagai hasil kesepakatan dalam setiap Sidang Umum. Berdasarkan 
Konvensi PBB No.4 /Res/55/2S tanggal 8 Januari 2001 (UN Convention 
Againts Trans Organized Crime) bentuk bentuk kerja sama internasional 
antara lain: 
a) Extradition (Ekstradisi), 
b) Mutual Legal Assistance In Criminal Matters / MMLA (Bantuan 
Timbal Balik dalam Masalah Pidana), 
c) Transfer of Criminal Proceeding (Pemindahan Proses Hukum 
Suatu Perkara Pidana), 
d) Transfer of Setenced Person (Pemindahan Narapidana), 
e) Exchange of Criminal Information and Intelligence (Pertukaran 
Informasi dan Intelijen mengenai Kejahatan), 
f) Joint Law Enforcement (Kerjasama Penegakan Hukum) 
g) Bantuan Perlindungan terhadap saksi 
h) Pengembalian hasil kejahatan 
i) Pelatihan  
j) Bantuan teknis7. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah Kedudukan Deportasi dan Ektradisi dalam 
mekanisme  Proses Pemulangan Muhammad Nazaruddin sesuai 
UNCAC (United Nations Conventions  Againts Corrupttion) ? 
                                                          
7 Ibid., hlm. 13-14. 
6 
2. Bagaimanakah Peran INTERPOL  dalam Proses Pemulangan 
Muhammad Nazaruddin ? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penellitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme proses pemulangan 
INTERPOL dalam kasus Muhammad Nazaruddin sesuai UNCAC 
(United Nations Conventions Againts Corrupttion). 
2. Untuk mengetahui peran INTERPOL  melakukan proses 
pemulangan Muhammad Nazaruddin. 
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BAB II 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. INTERPOL 
 
1. Sejarah Singkat ICPO – INTERPOL 
Sejak awal abad ke XIX, kerjasama antar negara dalam hal 
penyidikan kejahatan mulai dirintis, mengingat modus operandi yang 
sangat berkembang sebagai dampak dari kemajuan teknologi khususnya 
bidang transportasi dan komunikasi, dimana tindakan kejahatan telah 
melampaui batas wilayah negara, sehingga menyulitkan proses 
penangkapan. Untuk mengatasi hal tersebut negara-negara eropa 
mempunyai suatu ide untuk membentuk adan kepolisian internasional 
pada Kongres I di Monaco tahun 1914. Pada Kongres II di Wina tahun 
1923 telah disahkan International Criminal Police Comission (ICPC) dan 
Wina ditetapkan sebagai Markas Besar8.  
Pada tahun 1956 ada pergantian nama dari ICPC berubah menjadi 
Internatioal Criminal Police Organization (ICPO), mempunyai kata sandi 
(alamat telegrafis) “INTERPOL” nama tersebut dipergunakan dalam 
komunikasi negara anggota.  Pada tahun 1966, Sekretariat jenderal ICPO 
kembali dipindahkan dari Paris ke Saint Cloud dan pada tahun 1989, 
tepatnya pada tanggal 27 November 1989 Markas Besar ICPO – 
INTERPOL ditempatkan di Lyon9. 
 
                                                          
8 Ibid., hlm. 19. 
9Anonim,  Annual Report of Interpol Tahun 2009, hlm. 12. 
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2. Visi & Misi ICPO – INTERPOL 
INTERPOL dibentuk untuk membantu dan meciptakan dunia yang 
aman dan bertujuan untuk memberikan pelayanan khusus bagi para 
penegak hukum dalam upaya menciptakan kerjasama internasional dalam 
memerangi kejahatan internasional/trasnasional. 
Menjadi organisasi anggota terbesar kedua setelah PBB, dalam hal 
mencegah dan memberantas kejahatan internasional dengan cara:  
a. Mengadakan kerjasama baik secara global maupun regional. 
b. Mengadakan pertukaran informasi secara tepat waktu, akurat, 
relevan dan lengkap. 
c. Menyediakan fasilitas kerjasama internasional. 
d. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan operasional bersama 
dari negara-negara anggota 
e. Menyediakan petunjuk praktis tentang cara pencegahan dan 
penanganan kejahatan internasional10.  
Adapun tujuan ICPO-INTERPOL adalah: 
a. Menjamin dan mengembangkan kerjasama yang seluas-
luasnya antara semua Kepolisian, atas undang-undang suatu 
negara dan dengan semangat hak asasi manusia (Declaration 
of Human Rights) yang universal. 
Membangun dan mengembangkan lembaga-lembaga yang 
memberikan kontribusi efektif dalam pencegahan dan 
pemberantasan kejahatan11. 
                                                          
10Iskandar Hassan dan Nina Naramurti, Op.cit., hlm. 20. 
9 
3. Fungsi Utama ICPO – INTERPOL 
Gambar 1 
Interpol Core Function 
 
Sumber data : BAG JATINTER NCB – Interpol Indonesia 2016. 
 
a. Pelayanan komunikasi global kepolisian yang cepat dan 
aman. ICPO-INTERPOL telah membangun INTERPOL Global 
Communication System (IGCS) yang lebih dikenal dengan 
sebutan I-24/7 yaitu sistem INTERPOL 24 jam 7 hari, yaitu 
sistem pertukaran informasi yang on-line secara terus 
menerus tanpa henti yang terhubung ke seluruh negara 
anggota ICPO-INTERPOL.  
b. Pelayanan data operasional dan database kepolisian. 
Gambar 2 
Database Pelayanan Kepolisian 
 
Sumber data : BAG JANTITER NCB – Interpol Indonesia 2016. 
                                                                                                                                                               
11 lbid., hlm. 20. 
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ICPO-INTERPOL juga menyediakan database yang meliputi: 
pelaku kejahatan yang dicari atau ditangkap, modus operandi, 
jenis kejahatan, paspor yang hilang atau dicuri, kendaraan 
bermotor yang dicuri, benda antik, DNA, teroris, dan lain-lain 
yang dapat diakses melalui I-24/7 oleh seluruh negara 
anggota. 
c. Pelayanan dukungan operasional kepolisian.  
Gambar 3 
Interpol Notices 
 
 Sumber data : BAG JATINTER NCB – Interpol Indonesia 2016. 
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ICPO-INTERPOL juga memberikan bantuan tenaga ahli dan 
peralatan yang diperlukan negara anggota dalam 
menanggulangi kejahatan internasional/ transnasional, 
penerbitan dan publikasi “INTERPOL notices” serta 
memberikan juga bantuan kepada negara anggota yang 
dalam keadaan darurat/ krisis, termasuk bencana alam seperti 
gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. 
d. Training/ Capacity Building. 
Gambar 4 
Teknologi Sistem I-24/7 
 
Sumber data : BAG JATINTER NCB – Interpol Indonesia 2016. 
Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia 
dalam menangani kejahatan internasional/ transnasional dan 
kemampuan terkait lainnya, ICPO-INTERPOL membangun 
Akademi Anti Korupsi di Wina, Austria, mengadakan NCB-
Officer Training, I-24/7 user training, workshop dan pertemuan 
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tentang penanggulangan kejahatan internasional, seperti 
terorisme, narkotika, cyber crime, perdagangan manusia dan 
lain-lain12. 
4. Prinsip Kerjasama ICPO-INTERPOL : 
a. Kedaulatan nasional, kerjasama didasarkan kepada tindakan 
yang diambil oleh kepolisian negara anggota, dilaksanakan 
dalam batas dan udang-undang negara masing-masing.   
b. Penegakan hukum, bidang kegiatan organisasi dibatasi pada 
pencegahan kejahatan dan penegakkan hukum yang 
berhubungan dengan kejahatan hukum, yang merupakan 
satu-satunya dasar perjanjian di antara semua negara 
anggota. 
c. Universal, setiap negara dapat bekerjasama dengan negara 
anggota lainnya dan faktor geografi atau bahasa tidak boleh 
merintangi kerjasama. 
d. Fleksibel, walaupun telah diatur oleh prinsip-prinsip untuk 
menjamin keteraturan dan kelanjutan kerjasama, metode kerja 
adalah kenyal dengan memperhitungkan perbedaan-
perbedaan  struktur dan situasi suatu negara anggota.  
e. Persamaan hak, semua negara anggota diberikan pelayanan 
yang sama dan mempunyai hak yang sama tanpa 
mengindahkan kontribusi keuangan kepada organisasi.  
                                                          
12 lbid.,hlm.20. 
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f. Tidak melibatkan/tidak termasuk kegiatan politik, militer, 
agama dan rasial13. 
5. Nilai-nilai ICPO-INTERPOL 
Adapun nilai yang begitu dihoramti dan dijunjung tinggi oleh seluruh 
anggota ICPO – INTERPOL di berbagai negara meliputi : 
a. Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), 
b. Integritas Moral, 
c. Menjaga Kualitas Kerja, 
d. Siap Melayani, 
e. Semangat Kerjasama, 
f. Efisiensi Dan, 
g. Akuntabilitas14. 
6. Struktur Organisasi ICPO – INTERPOL  
Organisasi ICPO-INTERPOL terdiri dari : 
a. General Assembly dan Executive Committee 
1. General Assembly (Sidang Umum) 
Sidang umum merupakan badan tertinggi dalam organisasi ICPO-
INTERPOL yang diselenggarakan setiap tahun dan dihadiri oleh - seluruh 
negara anggotanya. Sidang umum dilaksanakan dengan tujuan untuk: 
a. menetapkan dasar-dasar dan membuat aturan-aturan umum 
yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. 
b.  meneliti dan mengesahkan rencana program kegiatan 
tahunan berikutnya yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal. 
                                                          
13Ibid., hlm. 21. 
14 Ibid., hlm. 22. 
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c. menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan. 
d. memilih pejabat-pejabat organisasi. 
e. mengadopsi resolusi-resolusi dan membuat rekomendasi-
rekomendasi kepada negara anggota mengenai masalah-
masalah yang berkaitan dengan organisasi. 
f. menetapkan kebijaksanaan keuangan organisasi. 
g. meneliti dan mengesahkan perjanjian-perjanjian yang dibuat 
dengan organisasi lain. 
2. Executive Committee (Komite Eksekutif) 
Komite eksekutif terdiri dari: seorang Presiden, tiga Wakil Presiden 
dan 9 anggota yang semuanya dipilih dalam Sidang Umum tahunan. 
Pejabat komite eksekutif berasal dari negara yang dipilih dan mewakili 
beberapa wilayah berdasarkan geografi. Presiden diplih setiap 4 tahun, 
sedangkan wakil dan anggota setiap 3 tahun. 
Presiden ICPO – INTERPOL  mempunyai tugas : 
a. Sebagai Ketua Pertemuan Sidang Umum dan Sidang Komite 
Eksekutif dan mengarahkan diskusi. 
b. Menjami bahwa kegiatan Organisasi adalah sesuai dengan 
keputusan Majelis umum dan Komite Eksekutif. 
c. Memelihara sebaik mungkin hubungan secara langsung dan 
konstan dengan Sekretaris Jenderal ICPO –INTERPOL . 
Sedangkan tugas Komite Eksekutif yaitu: 
1. Mengawasi pelaksanaan keputusan Majelis Umum. 
2. Menyiapkan Agenda Sidang Umum. 
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3. Mengajukan Program Kerja atau Proyek kepada Majelis 
Umum. 
4. Mengawasi pelaksanaan tugas Sekretaris Jenderal. 
5. Melaksanakan semua kewenangan yang didelegasikan 
kepadanya oleh Majelis Umum15. 
b. General Secretariat (Sekretariat Jenderal) 
Sekretariat Jenderal terdiri dari Sekretaris Jenderal dan staf teknis 
dan administratif yang dipercayakan untuk melaksanakan pekerjaan-
pekerjaan organisasi ICPO – INTERPOL .   
Setiap lima tahun Eksekutif Komite memilih dan mengajukan calon 
kepada Majelis Umum untuk diangkat dan disyahkan menjadi Sekretaris 
Jenderal. 
Tugas Sekretaris Jenderal: 
1. Melaksanakan keputusan-keputusan Sidang Umum dan 
Komite Eksekutif. 
2. Melaksanakan tugas sebagai pusat internasional untuk 
memerangi kejahatan. 
3. Melaksanakan tugas sebagai pusat teknis dan informasi. 
4. Menjamin administrasi organisasi yang efisien. 
5. Memelihara hubungan dengan lembaga-lembaga nasional 
dan internasional sedangkan untuk pencarian pelaku 
kejahatan harus melalui “National Central Bureau (NCB)”. 
6. Menerbitkan publikasi-publikasi yang berguna. 
                                                          
15 Ibid., hlm. 22. 
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7. Mengorganisir dan melaksanakan tugas-tugas administrasi 
pada Sidang Umum dan Komite Eksekutif serta badan ICPO – 
INTERPOL lain. 
8. Menyiapkan draft program kerja tahun berikutnya untuk 
diajukan dan disahkan oleh Majelis Umum dan Komite 
Eksekutif. 
9. Memelihara sebaik mungkin hubungan secara langsung dan 
konstan dengan Presiden ICPO – INTERPOL16. 
c. National Central Bureau (NCB) 
National Central Bureau selanjutnya disebut NCB adalah institusi 
yang mewakili negara anggota dalam keanggotaan ICPO –INTERPOL 
sebagai pelaksana kerjasama internasional kepolisian di setiap negara 
anggota dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan. 
Dengan dibentuknya NCB tersebut diharapkan dapat menghindari 
permasalahan mengenai perbedaan organisasi kepolisian setiap negara 
(sentralisasi, desentralisasi, kewenangan, dan sebagainya), perbedaan 
bahasa yang dapat menghalangi kelancaran komunikasi dan perbedaan 
hukum serta prosedurnya.  
Adanya organisasi / badan yang permanen seperti NCB, personil-
personilnya dapat dipilih yang mempunyai pengetahuan dalam bidang 
yang berkaitan dengan kerjasama INTERPOL, organisasi tugas dan 
tanggung jawab keppolisian negaranya, peraturan perundang-undangan 
yang terkait, seperti: KUHAP, ekstradisi, Mutual Legal Assistance in 
                                                          
16 Ibid., hlm. 24. 
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Criminal Matters (MLA), perjanjian antar negara, dan peraturan 
perundang-undangan  nasioal mengenai berbagai tindak pidana, 
konvensi-konvensi internasional dan kesepakatan-kesepakatan antar 
negara dan sebagainya, serta mampu menggunakan 4 bahasa resmi 
INTERPOL secara aktif yaitu bahasa inggris, bahasa Perancis, bahasa 
Spanyol dan bahasa Arab17. 
Gambar 5 
Tugas NCB – Interpol Indonesia 
 
Sumber data : BAGJATINTER  NCB – Interpol Indonesia 2016. 
 
Tugas Pokok NCB adalah: 
1. Mengumpulkan semua informasi kriminil yang ada kaitannya 
dengan kerjasama INTERPOL dari sumbernya dan 
menyampaikan/ mengedarkan informasi tersebut ke NCB 
negara lain, Sekjen ICPO – INTERPOL, instansi terkait dalam 
negeri. 
                                                          
17 Ibid., hlm. 25. 
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2. Menjamin bawa permintaan bantuan dari NCB negara lain 
dapat terpenuhi. 
3. Memenuhi permintaan-permintaan NCB negara lain sesuai 
derajat surat permintaan. 
4. Membantu instansi penegak hukum dalam negerinya untuk 
mendapatkan data, informasi, dokumen, penjelasan dan 
sebagainya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan 
kejahatan di dalam negeri. 
5. Kepala NCB menyiapkan bahan dan anggota delegasi dari 
negaranya untuk menghadiri Sidang Umum Interpol yang 
diselenggarakan setiap tahun serta menjamin bahwa 
keputusan-keputusan sidang tersebut dilaksanakan di 
negaranya. 
6. Aktif dalam setiap kegiatan organisasi ICPO –INTERPOL . 
Memfasilitasi agar dapat terjamin kerjasama antara kepolisian 
negaranya dengan kepolisian negara lain dan Sekjen ICPO – 
INTERPOL18. 
Sedangkan peran NCB sebagai berikut: 
1. Sesuai fungsi utama yaitu untuk menjamin efisiensi pertukaran 
informasi kriminil secara internasional baik untuk pencegahan 
maupun penyidikan/ penyelidikan tindak pidana, maka NCB 
merupakan mata rantai yang penting dalam kegiatan 
operasioal antara negara anggota. 
                                                          
18 Ibid., hlm. 26-27. 
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2. NCB dapat mengambil tindakan demi kepentingan peradilan 
sesuai dengan Undang-undang nasional suatu negara, 
misalnya melaksanakan penangkapan dengan tujuan untuk 
diekstradisikan. Walaupun permintaan tersebut berkaitan 
dengan kerjasama dan peradilan, beberapa konvensi seperti 
Konvensi Eropa tentang Ekstradisi, mengijinkan permintaan 
yang mendesak untuk disalurkan melalui jalur INTERPOL . 
3. Berdasarkan pertukaran informasi rutin, NCB dapat 
mengembangkan databasenya seperti: data bentuk, jenis dan 
pelaku kejahatan internasional. 
4. NCB harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk 
menjamin keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh 
organisasi. 
5. NCB dapat melaksanakan peranan penting dalam 
memastikan para polisi, pembentuk opini dan pengambil 
keputusan (politisi) untuk selalu mendapatkan informasi 
dengan baik tentang peranan dan kontribusi INTERPOL di 
bidang preventif dan penyidikan tindak pidana. 
6. NCB harus mengikuti media massa dan berbagai kepentingan 
dalam kegiatan organisasi untuk menjamin ulasan yang adil 
(fair) dan akurat serta mengambil langkah yang tepat terhadap 
komentar yang tidak sesuai. 
7. NCB harus mengembangkan persyaratan dalam kerjasama 
kepolisian internasional. 
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8. NCB harus merupakan perwakilan negaranya dalam Sidang 
Umum ICPO – INTERPOL. 
9. NCB bertujuan untuk mengembangkan suatu hubungan kerja, 
tidak hanya dengan unit/ departemen pada lingkup instansinya 
tetapi juga dengan instansi lain yang berkaitan dengan 
kerjasama internasional Kepolisian. 
10. NCB harus selalu siap menjembatani hubungan dan 
membantu Setjen ICPO – INTERPOL dalam mengadakan 
hubungan tersebut. NCB diberikan kewenangan untuk 
mengadakan hubungan dengan instansi lain atas nama Setjen 
ICPO – INTERPOL, bila diperlukan. 
11. NCB dapat bertindak sebagai koordinator dalam memenuhi 
permintaan kerjasama internasional dan sekaligus 
melaksanakan upaya hukum sesuai permintaan, seperti: 
penangkapan, penggeledaan, penyitaan, pemeriksaan saksi19. 
d. Advisers/ Comissin for the Control of INTERPOL’s Files 
Comission for the Control of INTERPOL’s Files adalah suatu unit 
pada ICPO-INTERPOL yang mempunyai tanggung jawab dalam 
mengontrol dokumen-dokumen ICPO – INTERPOL, dengan tugas 
sebagai berikut: 
1. Memastikan bahwa pengolahan informasi sesuai dengan 
peraturan Organisasi, 
                                                          
19 Ibid., hlm. 27.  
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2. Memberikan saran untuk setiap kegiatan INTERPOL baik 
untuk kegiatan suatu proyek operasi maupun, perangkat atau 
materi lain yang memerlukan pengolahan informasi, 
3. Memproses permintaan informasi yang terdapat dalam file-file 
INTERPOL. 
e. INTERPOL Global Communication System (IGCS) – I-24/7 
Gambar 6 
IGCS – I-24/7  
Sumber data : BAG JATINTER NCB – Interpol Indonesia 2016 . 
ICPO – INTERPOL sebagai organisasi internasional dalam 
meningkatkan kerjasama antara negara-negara anggotanya dalam 
“Sharing information” (pertukaran informasi) dengan dibangunnya 
INTERPOL Global Communication System (IGCS) yang lebih dikenal 
dengan istilah “I-24/7” yaitu suatu jaringan komunikasi INTERPOL yang 
modern yang mempunyai jangkauan sangat luas (global), cepat, 
tepat,aman dan permanen, yang terhubung keseluruh negara anggota 
ICPO – INTERPOL on-line selama 24 jam sehari 7 hari seminggu terus- 
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menerus tanpa berhenti. Sistem “I-24/7” ini merupakan “state-of-the-art-
weapon”-nya INTERPOL dalam rangka kerjasama antar negara anggota 
memerangi kejahatan dan menanggulangi kejahatan internasional 
lainnya20. 
f. Strukur Organisasi NCB Interpol Indonesia 
 
Gambar 7 
Strukur Organisasi NCB Interpol Indonesia 
Sumber data : Bagjatinter NCB – Interpol Indonesia 2016. 
  
Dalam melaksanakan tugasnya NCB – INTERPOL Indonesia 
dibantu oleh Bagian Kejahatan Internasional (Bagjatinter), Bagian 
Komunikasi Internasional (Bagkominter), Bagian Konvensi Internasional 
(Bagkonvinter), dan Bagian Liaison Officer dan Perbatasan (Baglotas). 
                                                          
20 Ibid., hlm. 28. 
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1. BAGIAN KEJAHATAN lNTERNASIONAL (BAGJATINTER) 
 Bagian Kejahatan Internasional (Bagjatinter) bertugas 
melaksanakan kegiatan kerjasama antar anggota NCB – INTERPOL 
dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional / 
transnasional serta pelayanan umum internasional dalam  kaitannya 
dengan kejahatan termasuk pelaku, buronan dan bantuan hukum 
internasional serta orang yang hilang yang diduga berada di luar negeri. 
Bagjatinter juga melaksanakan penyelidikan dan penyidikan awal 
terhadap suatu pelanggaran / tindak pidana yang terjadi di perwakilan RI, 
pesawat dan kapal berbendera RI guna mewujudkan perlindungan, 
pelayanan WNI di luar negeri. 
Bagjatinter menyelenggarakan Tugas Pokok dan fungsi : 
a. Penyiapan produk-produk internasional.  
misalnya : penyebarluasan DPO Internasional, modus 
operandi yang terjadi di negara lain, pemmbuatan country 
paper, dan lain – lain. 
b. Penanggulangan kejahatan umum yang terkait dengan negara 
lain. 
c. Penanggulangan kejahatan ekonomi khusus yang terkait 
dengan negara lain. 
d. Pemberian bantuan hukum internasional yang terkait 
Ekstradisi, MLA dan pencarian buronan / penerbitan Notices. 
Misalnya penangkapan buronan KPK a.n. Nazaruddin di 
Kolombia tahunn 2012 (kasus korupsi), pemulangan Umar 
24 
Patek tahun 2011 dari Pakistan (kasus terorisme), 
pemulangan Nunun Nurbaeti tahun 2012 dari Thailand (kasus 
korupsi) dan lain – lain. 
 Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagjatinter dibantu oleh: 
1. Subbagjatum, bertugas : 
a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanggulangan 
kejahatan umum yang terkait dengan negara lain. 
b. Melaksanakan korespondensi melalui sistem jaringan 
INTERPOL dan ASEANAPOL. 
c. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kewilayahan 
terhadap permasalahan baik yang diminta oleh negara 
sesama anggota NCB – INTERPOL maupun dari satuan 
kewilayahan. 
2. Subbagjateksus, bertugas : 
a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanggulangan 
kejahatan ekonomi khusus yang terkait dengan negara lain. 
b. Melaksanakan korespondensi melalui sistem jaringan NCB 
– INTERPOL terkait kejahatan ekonomi khusus. 
c. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kewilayahan 
terhadap permasalahan baik yang diminta oleh negara 
sesama anggota NCB – INTERPOL maupun dari satuan 
kewilayahan terkait kejahatan ekonomi khusus. 
3. Subbagkuminter, bertugas : 
a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas 
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Ekstradisi dan MLA; 
b. Memfasilitasi penerbitan daftar pencarian orang (red 
notice). 
c. Melakukan pencarian buronan atas permintaan negara 
sesama  anggota NCB – INTERPOL. Misalnya : Adrian Kiki 
Ariawan (kasus perbankan), Hesam AL Waraq (kasus 
korupsi), Very Riang Hepat (kasus penipuan), Denley Wono 
(kasus penipuan) dan lain – lain21.  
2. BAGIAN KOMUNIKASI INTERNASIONAL (BAGKOMINTER) 
Dalam aspek keamanan, era globalisasi telah mendorong 
meningkatnya kejahatan internasional / transnasional dengan modus 
operandi dan penggunaan teknologi canggih oleh sindikat – sindikat 
kejahatan internasional baik secara individu maupun terorganisir. Salah 
satu upaya dalam meningkatkan kerjasama internasional adalah melalui 
pertukaran dan sharing informasi yang dilakukan secara global, terpadu 
dan aman. Disamping itu ketersediaan data dan informasi sangat 
diperlukan dalam rangka pertukaran informasi tersebut.  
Namun sistem database yang terkomputerisasi dan terintegrasi 
perlu didukung dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang 
modern, yang dapat digunakan secara cepat, tepat, akurat dan aman, 
sehingga akses  data / informasi ke database dapat dilakukan secara 
langsung (real time) oleh petugas di lapangan ( front – line officer). 
Sebagai salah satu bagian dari NCB – INTERPOL Indonesia, 
                                                          
21 Ibid., hlm. 38. 
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Bagian Komunikasi Internasional atau disingkat Bagkominter mempunyai 
tugas pokok sebagai berikut : 
a. Melaksanakan kerjasama internasional dalam 
penyelenggaraan dan pengembangan sistem pertukaran 
informasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 
kejahatan internasional / transnasional melalui sarana sistem 
jaringan INTERPOL dan ASEANAPOL. 
b. Mengumpulkan informasi dan pengolahan data, publikasi serta 
dokumentasi kerjasama internasional Polri. 
       Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, 
Bagkominter menyelenggarakan fungsi : 
1. Pertukaran informasi intelijen kriminal melalui sistem jaringan 
INTERPOL, ASEANAPOL dan jaringan komunikasi lainnya. 
2. Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sistem 
jaringan INTERPOL, ASEANAPOL dan jaringan komunikasi 
lainnya. 
3. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi 
dan dokumentasi kegiatan Divhubinter serta kegiatan 
internasional lainnya; 
4. Sebagai National Security Officer (NSO) jaringan I – 24/7 
Interpol di Indonesia. 
5. Sebagai fasilitator dalam sharing dan pertukaran informasi 
internasional pada satuan kerja Polri, seperti: CTINS, SDWAN, 
G8 – 24/7, TNCC (CMIS), NCIC (Pusiknas). 
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagkominter 
melakukan peran sebagai regulator, fasilitator dan controller dalam 
mendukung pelaksanaan tugas Divhubinter Polri terutama dalam 
teknoologi informasi, data dan informasi serta publikasi dan dokumentasi 
internasional. Pelaksanaan peran tersebut dilaksanakan oleh : 
a. Sub Bagian Teknologi Komunikasi atau Subbagtekkom : 
1. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan 
pengembangan sistem jaringan I – 24/7 INTERPOL, 
ASEANAPOL dan jaringan komunikasi internasional lainnya 
ke fungsi Mabes Polri dan kewilayahan. 
2. Melaksanakan kerjasama dengan instansi penegak hukum 
terkait dalam pemanfaatan sistem jaringan INTERPOL dan 
ASEANAPOL, termasuk wilayah lintas batas seperti: 
(bandara, pelabuhan dan pos perbatasan). 
3. Melaksanakan pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan website / webmail, database dan jaringan 
Local Area Network (LAN) Divhubinter Polri serta TV 
Monitoring. 
4. Pengembangan jaringan Wide Area Network (WAN) 
mencakup akses dari perwakilan Polri yang berada di luar 
negeri dan pengembangan Business Intelligence (BI) 
Divhubinter Polri. 
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b. Sub Bagian Informasi dan Data atau Subbaginfodata : 
1. Membangun dan mengembangkan aplikasi serta 
melaksanakan pengelolaan database Divhubinter Polri. 
2. Melakukan pertukaran informasi melalui I – 24/7 
INTERPOL, ASEANAPOL, internet, faksimil dan perangkat 
komunikasi lain. 
3. Mengumpulkan data dan pengolahan data dalam rangka 
kerjasama internasional kepolisian dan penegak hukum. 
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisa data 
kriminal serta sistem pelaporan. 
c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi atau Subbagpubdok : 
1. Melaksanakan kerjasama dalam rangka pengelolaan 
publikasi dan dokumentasi kegiatan – kegiatan yang 
berkaitan dengan kerjasama internasional Polri. 
2. Menerbitkan dan mengedarkan informasi – informasi yang 
bermanfaat melalui media cetak dan elektronik, termasuk 
website INTERPOL Indonesia dan portal Divhubinter Polri 
(intranet cloud), serta  TV Monitoring. 
3. Melaksanakan dokumentasi kegiatan Divhubinter Polri. 
4. Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan  Dokumentasi 
(PPID) Divhubinter Polri. 
d. Sistem Pertukaran Informasi pada Divhubinter Polri. 
1. Mengelola peralatan komunikasi dan informasi publik, yang 
meliputi : 
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a. Jaringan komunikasi I – 24/7 INTERPOL, digunakan 
untuk melakukan pertukaran informasi dengan seluruh 
Negara anggota ICPO – INTERPOL. 
b. Jaringan database ASEANAPOL (e – ADS) digunakan 
untuk melakukan pertukaran informasi dengan seluruh 
Negara anggota ASEANAPOL. 
c. Website dan Webmail Divhubinter Polri: 
Website Divhubinter Polri sebagai sarana informasi 
publik secara elektronik dari kegiatan kerjasama 
internasional Polri dapat diakses melalui URL http:/ / 
www.Interpol.go.id. Sedangkan Webmail Divubinter 
dengan domain Interpol.go.id digunakan untuk 
memfasilitasi personel Divhubinter Polri serta user 
jaringan I -24/7 INTERPOL dan e – ADS dalam 
melakukan pertukaran informasi secara cepat dan 
aman. 
d. Local Area Network (LAN) dan database Divhubinter 
Polri, merupakan fasilitas jaringan Divhubinter Polri 
dalam pertukaran informasi serta pengumpulan dan 
pengelolaan data secara terintegrasi. Disamping itu 
juga menyediakan Wide Area Network (WAN) unuk 
memfasilitasi akses Perwakilan Polri yang berada di 
luar negeri. 
e. TV Monitoring sebagai sarana media informasi 
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elektronik di lingkungan Divhubinter Polri. 
f. Faksimil merupakan fasilitas pertukaran informasi 
dengan instansi / organisasi terkait di dalam dan di luar 
negeri yang belum terkoneksi dengan sistem jaringan 
INTERPOL. 
g. Majalah INTERPOL yaitu media cetak yang 
dimaksudkan sebagai sarana informasi publik yang 
memuat tentang kegiatan kerjasama internasional Polri, 
baik dalam rangka ke–INTERPOL–an, penegakan 
hukum, misi internasional maupun pengembangan 
kapasitas Polri.    
2. Memfasilitasi bantuan teknlogi komunikasi dari negara mitra 
dialog kepada Polri untuk mendukung satuan kerja lain di 
lingkungan Polri, seperti: 
a. Cybercrime Technology Information Network System 
(CTINS), yaitu sistem database tentang 
penanggulangan cyber crime yang merupakan bantuan 
dari negara Jepang. Alat ini digunakan di Pusiknas 
Bareskrim Polri. 
b. G8 – 24/7, yaitu sistem database yang dibangun atas 
inisiatif negara anggota G8 High-tech Crime Subgroup 
yaitu Canada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Rusia, 
Inggris dan Amerika Serikat yang memuat data tentang 
Hig-tech Crime. Alat ini digunakan di Pusiknas 
31 
Bareskrim Polri. 
c. Shared Database of Website related to terrorism for 
ASEANAPOL members’ countries and NPA Japan 
(SDWAN), yaitu sistem database yang memuat website 
terkait terorisme yang merupakan kerjasama Jepang 
dengan negara anggota ASEANAPOL. Di Indonesia, 
alat ini digunakan di Densus 88 Polri untuk mendukung 
upaya pemberantasan terorisme. 
d. CMIS (Case Management and Intelligences System) 
yaitu sistem pengolahan kasus dan analisa informasi 
kejahatan transnasional yang dibangun atas bantuan 
Kepolisian Australia untuk mendukung pelaksanaan 
tugas Bareskrim Polri. Alat ini digunakan di 
Transnaional Crime Center (TNCC) Pusiknas Bareskrim 
Polri22. 
3. Mendukung sistem database Satuan Kerja di lingkungan 
Polri sebagai user dalam sistem PID yang dikelola 
Divhumas Polri dan sistem NCIC yang dikelola Pusiknas 
Mabes Polri.  
4. Manfaat Sistem I – 24/7 
Sistem I – 24/7 disebut sebagai “state -of- the- art- 
weapon”  - nya INTERPOL, karena sistem ini sangat 
penting untuk digunakan dalam menanggulangi kejahatan 
                                                          
22 Ibid., hlm. 52. 
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internasional dan terorisme, khususnya sebagai alat 
pertukaran dan sharing informasi antar negara anggotanya. 
NCB dapat melakukan search and cross-check data, 
mengakses langsung ke database yang memuat informasi 
tentang para tersangka teroris, pencarian orang, sidik jari, 
profil DNA, dokumen perjalanan yang hilang atau dicuri, 
kendaraan bermotor yang dicuri, benda seni yang dicuri dan 
lain-lain. Penting bagi kepolisian dalam memfasilitasi 
investigasi kriminal. 
 Meskipun Sistem I - 24/7 dipasang di NCB, Sekretariat 
Jenderal ICPO – INTERPOL  menganjurkan negara – 
negara anggota unuk mengembangkan koneksi I – 24/7 ke 
instansi penegak hukum nasional lainnya, seperti: 
kepolisian perbatasan, Bea Cukai, Imigrasi dan lain – lain. 
NCB mengawasi tingkatan akses para user yang 
mempunyai akses layanan INTERPOL dan dapat meminta 
untuk diinformasikan ke database nasionalnya ole negara 
lain.   Secara opersional sistem I – 24/7 mempunyai 
manfaat sebagai berikut: 
a. Komunikasi yang Aman 
Salah satu fungsi utama INTERPOL adalah 
memungkinkannya kepolisian di dunia melakukan 
pertukaran informasi secara aman dan cepat. I – 24/7 yang 
aman untuk mengkoneksikan para pejabat penegak hukum 
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di negara anggotanya dan memberikan kewenangan user 
untuk membagi data kepolisian yang penting kepada pihak 
terkait lain, terutama dalam penegakan hukum. 
b. Alat utama untuk Kerjasama Kepolisian 
Sistem I – 24/7 secara fundamental telah merubah para 
penegak hukum di dunia dalam melakukan kerjasama. 
Dengan sistem  ini, para penyidik dapat membuat dan 
menganalisa hubungan antara informasi yang tidak 
berkaitan sehingga dapat memfasilitasi penyelidikan dan 
membantu dalam memecahkan masalah kejahatan. 
Para user dapat melakukan search and cross check 
data dalam masalah yang lain dengan mengakses secara 
langsung ke database yang memuat tentang data tersangka 
atau orang yang dicari (wanted person), dokumen 
perjalanan yang hilang atau dicuri (SLTD), kendaraan 
bermotor yang dicuri (SMV), sidik jari, profil DNA, dokumen 
administratif yang dicuri dan benda seni yang dicuri. 
I – 24/7 telah dilengkapi pula dengan fasilitas dimana 
user dapat menyesuaikan bahasa yang digunakan melalui 
olah “interface” ke dalam bahasanya sendiri. Sistem ini juga 
memberikan otoritas kepada personil NCB untuk 
menambah dan memodifikasi datanya sendiri dalam 
database INTERPOL. 
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c. Perluasan Akses ke layanan INTERPOL 
Pada saat ini hampir semua NCB telah memperluas 
akses system I – 24/7 ke penegak hukum nasional masing-
masing, terutama instansi yang strategis, seperti pos 
perbatasan, bandara udara, pelabuhan laut, Bea Cukai dan 
Imigrasi. Ekspansi melalui sistem nasional ini memberikan 
fasilitas bagi petugas garis depan untuk mengakses secara 
langsung ke 3 (tiga) database utama sistem INTERPOL 
yaitu data nominal, dokumen perjalanan yang hilang / dicuri 
(SLTD), dan kendaraan bermotor curian (SMV). Sangat 
membantu kepolisian dalam upaya memerangi kejahatan.  
Tujuan dari perluasan akses ke sistem I – 24/7 sebagai 
berikut: 
1. Membantu petugas imigrasi bandara untuk 
mendeteksi paspor yang dilaporkan telah dicuri 
(SLTD) dan paspor yang terkait NOTICE (TDAWN). 
2. Memungkinkan petugas perbatasan atau petugas 
Bea Cukai untuk melakukan pencarian nomor 
identifikasi kendaraan yang dilaporkan telah dicuri 
(SMV); 
3. Memberikan peringatan kepada petugas yang 
berwenang tentang buronan yang akan memasuki 
suatu negara melalui udara maupun laut. 
d. Layanan INTERPOL untuk suatu tindakan kepolisian23. 
                                                          
23 Ibid., hlm.  57. 
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3. BAGIAN KONVENSI INTERNASIONAL (BAGKONVINTER) 
Konvensi umumnya memberikan kesempatan kepada masyarakat 
internasional untuk berpartisipasi secara luas. Konvensi biasanya bersifat 
law – making artinya merumuskan kaidah – kaidah hukum bagi 
masyarakat internasional. Perangkat – perangkat internasional yang 
dirundingkan atas prakarsa / naungan organisasi internasional umumnya 
juga menggunakan istilah konvensi. 
Bagkonvinter bertugas mempersiapkan pelaksanaan perjanjian 
internasional dan penyelenggaraan pertemuan internasional baik 
dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri dalam rangka 
penanggulangan kejahatan internasional / transnasional dan 
pembangunan kapasitas baik sumber daya manusia maupun sarana 
prasarana. Dalam menjalankan fungsinya, Bagkonvinter 
menyelenggarakan berbagai kegiatan yaitu mengkaji perlunya kerjasama 
dengan negara lain dan organisasi / badan internasional, menyiapkan 
draft naskah perjanjian internasional; melaksanakan pertemuan 
internasional, regional, bilateral dan multilateral, menyelenggarakan 
Working Group Meeting guna merumuskan perjanjian dan kerjasama 
internasional, melaksanakan monitoring kerjasama, serta melakukan 
analisa dan evaluasi mengenai efektifitas kerjasama yang dilakukan 
dengan kepolisian / penegak hukum negara lain dan organisasi / badan 
internasional. 
Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Bagkonvinter dibantu 
oleh 4 (empat) Subbag yaitu: 
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a. Subbag Amerika dan Eropa (Amerop), bertugas : 
1. Mengkaji pentingnya kerjasama negara-negara di 
kawasan Amerop. 
2. Melaksanakan monitoring kerjasama yang dilakukan 
dengan negara-negara di kawasan Amerop. 
3. Melakukan analisa dan evaluasi efektifitas kerjasama 
dengan negara-negara di kawasan Amerop. 
4. Menyelenggarakan rapat internal Polri guna membahas 
kerjasama antara Polri dengan negara-negara di kawasan 
Amerop. 
5. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
Kementerian Luar Negeri RI terkait kerjasama dengan 
negara-negara di kawasan Amerop. 
6. Menyelenggarakan Working Group Meeting dengan 
negara-negara di kawasan Amerop. 
7. Menyiapkan materi / bahan pertemuan bilateral dengan 
Negara di kawasan Amerop baik yang dilaksanakan di 
Indonesia maupun di luar negeri. 
b. Subbag Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf), bertugas : 
1. Mengkaji pentingnya kerjasama negara-negara di 
kawasan Aspasaf. 
2. Melaksanakan monitoring kerjasama yang dilakukan 
dengan negara-negara di kawasan Aspasaf. 
3. Melakukan analisa dan evaluasi efektifitas kerjasama 
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dengan negara-negara di kawasan Aspasaf. 
4. Menyelenggarakan rapat internal Polri guna membahas 
kerjasama antara Polri dengan negara-negara di kawasan 
Aspasaf. 
5. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
Kementerian Luar Negeri RI terkait kerjasama dengan 
negara-negara di kawasan Aspasaf. 
6. Menyelenggarakan Working Group Meeting dengan 
negara-negara di kawasan Aspasaf. 
7. Menyiapkan materi / bahan pertemuan bilateral dengan 
Negara di kawasan Aspasaf baik yang dilaksanakan di 
Indonesia maupun di luar negeri. 
c. Subbag Organisasi Internasional (OI), yang bertugas : 
1. Mengkaji peningnya kerjasama dengan organisasi / badan 
internasional, dan forum regional. 
2. Melaksanakan monitoring kerjasama yang dilakukan 
dengan organisasi / badan internasional, dan forum 
regional. 
3. Melakukan analisa dan evaluasi efektifitas kerjasama 
dengan organisasi / badan internasional, dan forum 
regional. 
4. Menyelenggarakan rapat internal Polri guna membahas 
kerjasama antara Polri dengan organisasi / badan 
internasional, dan forum regional. 
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5. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
Kementerian Luar Negeri RI terkait kerjasama dengan 
organisasi / badan internasional, dan forum regional. 
6. Menyelenggarakan pertemuan internasional yang 
dilaksanakan di Indonesia. 
7. Menyiapkan materi / bahan pertemuan dalam forum 
regional / internasional  baik yang dilaksanakan di 
Indonesia maupun di luar negeri. 
d. Subbag Perjanjian Internasional (PI), bertugas : 
1. Menyusun naskah perjanjian internasional, antara Polri 
dengan Kepolisian / Penegak Hukum negara lain atau 
antara Polri dengan Badan / Organisasi Internasional 
lainnya; 
2. Melaksanakan rapat internal Polri dalam membahas draft 
awal naskah perjanjian internasional baik initial draft 
maupun counter draft; 
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian 
Luar Negeri RI terkait dengan naskah perjanjian 
internasional; 
4. Melaksanakan Working Group Meeting dengan melibatkan 
berbagai instansi yang berkompeten; 
5. Mengirimkan baik initial draft maupun counter draft naskah 
perjanjian internasional kepada Kepolisian / Penegak 
Hukum negara lain atau Badan / Organisasi Internasional 
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lainnya; 
6. Mengkoordinasikan waktu dan tempat penandatanganan 
naskah perjanjian internasional; 
7. Melakukan analisa dan evaluasi mengenai efektifitas 
naskah perjanjian internasional yang ada.  
4. BAGIAN LIAISON OFFICER DAN PERBATASAN (BAGLOTAS) 
Bagian Liaison Officer dan Perbatasan (baglotas) merupakan 
salah satu bagian yang signifikan dalam menjalankan roda dan sistem 
organisasi pada Divisi Hubungan Internasional Polri. Sejalan dengan 
dinamika dunia atau global trend yang perlu dicermati secara cerdas, 
mengingat perkembangan peradaban manusia (human civilization) yang 
semakinn maju dan kompleks, terutama ditandai dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, demikian juga kejahatan transnasional 
terorganisasi (transnational organized crime) yang tidak mengenal batas 
(borderless). Sebagai negara kepulauan (archipelago country) 
menghadapi berbagai tantangan (challengers) bagi para key actors ( 
kuhususnya Atase / SLO Polri, Staf Teknis / LO Polri ) dalam memainkan 
peran / interaksi dalam lingkungan strategis demi kepentingan negara 
(national interest). Baglotas sebagai key element dalam mengantisipasi 
tantangan tersebut menjadi peluang yakni salah satunya adalah 
profesionalisme tugas dan optimalisasi fungsi yang mengarah pada 
outcome pelayanan prima masyarakat. 
Baglotas bertugas melaksanakan pembinaan teknis Atase Polri / 
SLO dan Staf Teknis Polri / LO di luar negeri termasuk sumber daya 
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manusia Polri dan sarana prasarana tugas Polri di perbatasan.  
Dalam melaksanakan tugas, Baglotas menyelenggarakan fungsi : 
a. Pembinaan Atase Polri / SLO dan Staf Teknis Polri / SLO. 
b. Pembinaan teknis Polri termasuk sumber daya manusia dan 
sarana prasarana tugas di wilayah perbatasan. 
c. Pelaksanaan koordinasi dengan penegak hukum atau LO 
negara lain di Indonesia. 
Dalam melaksanakan tugas, Baglotas dibantu oleh: 
1. Subbag LO, yang bertugas : 
a. Membina para Atase Polri / SLO dan Staf Teknis Polri / 
LO. 
b. Melaksanakan supervisi para Atase Polri / SLO dan Staf 
Teknis Polri / LO. 
c. Melaksanakan rapat koordinasi tahunan Atase Polri / SLO 
dan Staf Teknis Polri / LO. 
d. Membangun jaringan dan kerjasama dengan para 
penegak hukum atau LO negara lain yang ditugaskan di 
Indonesia. 
e. Melaksanakan analisis dan evaluasi tentang pelaksanaan 
tugas Atase Polri / SLO dan Staf Teknis Polri / LO. 
2. Subbagbatas, yang bertugas : 
a. Melaksanakan pembinaan teknis Polri termasuk sumber 
daya manusia dan sarana prasarana tugas di wilayah 
perbatasan. 
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b. Melaksanakan supervisi ke wilayah perbatasan. 
c. Melaksanakan rapat koordinasi perbatasan secara 
periodik. 
d. Melaksanakan analisis dan evaluasi tentang pelaksanaan 
Brigadir Polri perbatasan.  
Perwakilan polri adalah Petugas Kepolisian Polri yang 
melaksanakan tugas dan berkedudukan di luar negeri yang terdiri dari 
Atase Polri, Staf Teknis Polri, Senior Liaison Officer (SLO) Polri, Liaison 
Officer (LO) Polri. Disamping menjalankan kerjasama dalam 
penanggulangan kejahatan transnasional para perwakilan Polri tersebut 
juga berkewajiban memberikan perlindungan terhadap Warga Negara 
Indonesia yang berada di negara penugasan, Property (hak milik) dan 
Policy (kebijakan NKRI di luar negeri. Kedudukan Atase Polri / SLO dan 
Staf Teknis / LO pada struktur organisai Polri adalah sebagian unsur 
pelaksana utama Divhubinter Polri di luar negeri yang berada di bawah 
pengawasan Kadivhubinter Polri dan dalam pelaksanaan tugasnya 
sehari-hari bertanggung jawab kepada Kadivhubinter Polri.  
Sejak tahun 1977, Polri telah menempatkan LO pada perwakilan 
RI di Malaysia (Penang, Kuching dan Tawau) selanjutnya pada tahun 
2003 menempatkan SLO Polri di 4 (empat) negara yaitu Australia, 
Malaysia, Thailand dan Saudi Arabia. Pada tahun 200, ditempatkan SLO 
di Philipina dan Timor Leste, kemudian, pada tahun 2009 ditempatkan 
Atase Polri / SLO di Amerika Serikat dan pada tahun 2011 telah 
ditempatkan Atase Polri / SLO pada negara Singapura dan Belanda serta 
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penempatan Staf Teknis Polri / LO pada 3 (tiga) kantor Konjen RI di 
Johor Baru, Davao City dan Hongkong. Sampai saat ini Polri telah 
menempatkan 9 (sembilan) Atase / SLO Polri (Bangkok, Canberra, Dili, 
Kuala Lumpur, Manila, Riyadh, Washington D.C., Den Haag City, 
Hongkong dan Johor Bahru).   
Adapun dasar Hukum dadripada pembentukan Atase Polri / SLO 
dan Staf Teknis Polri / LO: 
a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4925). 
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4168). 
c. Konvensi Tahun 1891, 1912 dan 1925 tentang pembagian 
wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris di Kalimantan 
(Pulau Borneo). 
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 
2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Kerjasama 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910). 
e. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang 
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Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
f. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang 
Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. 
g. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 360 / VI / 2005 
tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategi Polri Tahun 
2005-2025. 
h. Resolusi ICPO – Interpol No. 9 pada Sidang Umum ICPO – 
Interpol ke-57 Tahun 1988 perial penempatan LO di sesama 
Negara anggota ICPO – Interpol. 
i. Perkap No.21 tahun 2010 Keputusan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep / 26 / VI / 2008 
tanggal 10 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Set 
NCB-Interpol Indonesia. 
Jenis Penugasan, berdasarkan Surat Menlu RI Nomor 297 / KP / 
III / 2009 / 19 / 01 tentang Perubahan Nomenklatur Pejabat Polri di luar 
negeri, Perwakilan Polri di luar negeri terdiri dari: 
a. Atase Polri adalah Pejabat Polri yang ditempatkan pada 
Perwakilan Diplomatik (KBRI). 
b. Staf Teknis Polri adalah Pejabat Polri yang ditempatkan pada 
Perwakilan  Konsuler (KJRI). 
c. Senior Liaison Officer (SLO) Polri adalah Pejabat Polri yang 
ditempatkan pada Kantor Pusat Kepolisian sesama negara 
anggota Organisasi Internasional. 
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d. Liaison Officer (LO) Polri adalah Pejabat Polri yang 
ditempatkan pada Kantor Provinsi / Negara Bagian sesama 
negara anggota Organisasi Internsaional. 
Terdapat Pejabat Polri yang ditempatkan pada Kantor / Badan-
Badan Internasional dan Regional terkait lainnya, maka disebut juga 
sebagai Liaison Officer (LO) Polri. 
Tugas Atase Polri dan Staf Teknis Polri: 
1. Melaksanakan kerjasama internasional dalam 
penanggulangan kejahatan internasional / transnasional. 
2. Melaksanakan perlindungan terhadap WNI di negara 
penugasan. 
3. Membangun jaringan dengan kepolisian negara penugasan. 
4. Membantu KBRI / KJRI dalam memberikan solusi pemecaan 
masalah yang menyangkut tugas Kepolisian. 
 SLO Polri dan LO Polri bertugas: 
1. Melaksanakan kerjasama internasional dalam 
penanggulangan kejahatan internasional / transnasional; 
2. Membangun jaringan dengan Kepolisian negara penugasan 
dan organisasi internasional.  
Sebagaimana diketahui atau dipahami di dalam konstitusi Interpol 
untuk menindak lanjuti adanya red notice yang diminta oleh lembaga 
negara secara internal dalam arti permintaan KPK (Komisi 
Pemberantasan Korupsi) pada tanggal 4 Juli 2011, Interpol tetap 
mengacu pada langkah-langkah yang secara garis besar dapat 
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dibedakan permintaan pelaksanaan diterbitkannya red notice terhadap 
seorang tersangka yang berada di luar yurisdiksi Indonesia dalam hal ini 
negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dan yang tidak memiliki 
perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. 
Terhadap negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan 
Indonesia secara umum dengan langkah-langkah dimana harus 
memenuhi beberapa asas dalam ekstradisi sebagai berikut: 
1. Ekstradisi wajib ditolak (Mandatory) 
Apabila berkaitan dengan : 
a. Tidak memenuhi prinsip kejahatan ganda (double 
criminality). 
b. Non bis in idem, yaitu telah melaksanakan putusan 
pengadilan di Indonesia untuk kejahatan yang sama. 
c. Orang yang dimintakan ekstradisinya telah diadili dan 
dibebaskan atau telah selesai menjalani pidananya di 
negara lain mengenai kejahatan yang dimintakan 
ekstradisinya. 
d. Hak untuk menuntut atau melaksanakan putusan pidana 
telah kadaluarsa; 
e. Kejahatan politik, militer, agama, dan ras. 
f. Pengekstradisian seseorang untuk diserahkan ke negara 
ketiga bukan ke negara peminta. 
g. Kejahatan lain selain yang dimintakan ekstradisinya. 
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2. Ekstradisi dapat ditolak (diskresi) apabila berkaitan dengan : 
a. Warga negara Indonesia. 
b. Kejahatan yang dituduhkan dilakukan seluruhnya atau 
sebagiannya dalam wilayah negara Republik Indonesia. 
c. Orang yang diminta sedang diproses di negara Republik 
Indonesia untuk kejahatan lain. 
d. Ancaman dengan pidana mati menurut hukum negara 
peminta, sedangkan menurut hukum negara Republik 
Indonesia kejahatan itu tidak diancam dengan pidana mati.  
 Adapun persyaratan pengajuan permintaan dari negara yang 
memiliki perjanjian ekstradisi: 
1. Bagi terpidana harus disertai: 
a. Lembaran asli atau salinan otentik dari putusan 
pengadilan yang berupa pemidanaan yang sudah 
mempunyai kekuatan hukum yang pasti. 
b. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas 
dan kewarganegaraan orang yang dimintakan 
ekstradisinya. 
c. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah 
penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang di negara peminta. 
2. Bagi tersangka / terdakwa harus disertai: 
a. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah 
penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
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berwenang dari negara peminta. 
b. Uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan 
menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan 
dengan disertai bukti tertulis yang  diperlukan. 
c. Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang 
dilanggar atau jika hal demikian tidak mungkin, isi dari 
hukum yang diterapkan. 
d. Keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah mengenai 
pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan. 
e. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan idenitas 
dan kewarganegaraan orang yang dimintakan 
ekstradisinya. 
f. Permohonan penyitaan barang-barang bukti, bila ada dan 
diperlukan.  
Dilain hal tugas Polri dalam memenuhi permintaan dari negara 
lain: 
a. Divhubinter Polri meminta kepada penyidik untuk melakukan 
pencarian, penangkapan dan penahanan tersangka / 
terpidana berdasarkan permintaan dari negara lain yang 
disampaikan melalui saluran diplomatik dan atau NCB – 
INTERPOL. 
b. Penyidik melakukan pemeriksaan teradap termohon ekstradisi 
baik identitasnya maupun tentang tuduhan tindak pidana yang 
dilakukan di negara peminta. 
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c. Divhubinter Polri menyampaikan perihal penangkapan dan 
penahanan terhadap termohon ekstradisi ke negara peminta 
dan Kemenkuham. 
d. Penyidik memberkas perkara ekstradisi. 
e. Penyidik mengirim Berkas Perkara ke Jaksa Penuntut Umum. 
f. Divhubinter Polri memonitor dan melaporkan perkembangan 
proses ekstradisi kepada Kapolri. 
g. Divhubinter Polri atas nama Kapolri memberikan pertimbangan 
bersama Kemenkuam, Kemlu dan Kejagung dalam 
pembuatan Keppres ekstradisi.  
 Tugas Polri dalam mengajukan permintaan: 
a. Penyidik menyampaikan permintaan eksradisi kepada 
Divhubinter Polri dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana 
ketentuan yang diatur dalam UU Ekstradisi No. 1 Tahun 1979. 
b. Divhubinter Polri melakukan pemeriksaan kelengkapan 
dokumen permintaan ekstradisi. 
c. Divhubinter Polri berkoordinasi dengan penegak hukum 
negara yang diminta setelah Kemenkuham menyampaikan 
permintaan esktradisi kepada negara yang diminta. 
d. Divhubinter Polri memonitor perkembangan permintaan 
ekstradisi. 
e. Setelah ada konfirmasi dari Kemenkuham mengenai 
penyerahan termohon ekstradisi, pemegang otoritas 
menyiapkan administrasi, dan dukungan transportasi serta 
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akomodasi bagi Tim Polri yang akan menjemput dan sarana 
transportasi bagi termohon ekstradisi.  
Prosedur Pengajuan Permintaan Ekstradisi. Yang mempunyai 
kewenangan untuk mengajukan permintaan ekstradisi sesuai UU No. 1 
Tahun 1979 adalah Kapolri dan Kejagung. Permintaan ekstradisi 
disampaikan kepada Kemenkuham sebagai Central Authority, kemudian 
Kemenkuham mengajukan permintaan ekstradisi kepada Central Authority 
negara yang diminta melalui saluran diplomatik (Kementerian Luar Negeri) 
dengan persyaratan yang harus disesuaikan ketentuan perundang-
undangan negara yang diminta. 
Terdapat 6 (enam) perjanjian ekstradisi yang telah diratifikasi yaitu: 
1. Malaysia telah diratifikasi dengan UU No. 9 Tahun 1974. 
2. Filipina telah diratifikasi dengan UU No. 10 Tahun 1976. 
3. Thailand telah diratifikasi dengan UU No. 2 Tahun 1978. 
4. Australia telah diratifikasi dengan UU No. 8 Tahun 1994. 
5. Hongkong telah diratifikasi dengan UU No. 1 Tahun 2001. 
6. Korea Selatan tela diratifikasi dengan UU No. 42 Tahun 2007. 
Sedangkan 3 (tiga) perjanjian bilateral ekstradisi yang belum 
diratifikasi adalah perjanjian ekstradisi dengan Singapura, India dan RRC. 
Sementara dengan UEA (Uni Emirat Arab), Vietnam dan Brasil masih 
dalam proses negosiasi. 
Secara umum permintaan ekstradisi didasarkan pada perundang-
undangan nasional, perjanjian ekstradisi, perluasan konvensi dan tata 
krama internasional. Tetapi bila terjadi permintaan ekstradisi diluar aturan-
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aturan tersebut, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan 
baik antara suatu negara dengan negara lain, baik untuk kepentingan 
timbal balik maupun sepihak. 
 
B. Ekstradisi 
1. Pengertian dan ruang lingkup ekstradisi 
Ekstradisi menurut UU RI No. 1 tahun 1979 adalah penyerahan 
oleh suatu negara yang meminta penyerahan yang disangka atau 
dipidana karena melakukan sesuatu kejahatan di luar wilayah negara 
yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta 
penyerahan tersebut karena berwenang mengadili hukumannya. 
Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu “perjanjian” (treaty) antara 
Indoneia dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan Undang-
undang. Jika belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan atas 
dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia 
menghendakinya (Pasal 2 ayat 1 dan 2).  
Perlu ditegaskan disini, bahwa kehadiran atau masuknya orang 
asing ke dalam wilayah suatu negara dapat dibedakan dalam dua 
kelompok. Kelompok pertama, adalah mereka yang benar-benar tidak 
mempunyai latar belakang yang tidak baik di negara dari mana dia berasal 
/ datang. Kelompok kedua, adala mereka yang berlatar belakang tidak 
baik misalnya telah melakukan kejahatan di negara asalnya atau di 
negara dimana semula dia datang24.  
                                                          
24 I. Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam  Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Bandung, 
Penerbit Alumni, 1983, hlm. 7. 
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Asas-asas Umum Ektradisi : 
a. Asas Double Criminality (asas kejahatan rangkap), Maksud 
azas ini adalah perbuatan yang dilakukan baik oleh negara 
peminta maupun negara yang diminta dianggap sebagai 
kejahatan. Asas ini tercantum dalam daftar kejahatan yang 
dapat diekstradisikan. Namun demikian, ekstradisi terhadap 
kejahatan yang tidak tersebut dalam daftar kejahatan dapat 
juga dilakukan atas dasar “kebijaksanaan” oleh negara 
Diminta (Pasal 4 ayat 1 dan 2). 
b. Penolakan terhadap permohonan Ekstradisi. 
c. Asas bahwa jika kejahatan tertentu oleh negara diminta 
dianggap sebagai kejahatan politik maka permintaan 
ekstradisi ditolak. Namun terhadap kejahatan politik tertentu 
pelakunya dapat juga diekstradisikan sepanjang diperjanjikan 
antara Negara Republik Indonesia dengan negara yang 
bersangkutan (Pasal 5 ayat 1 dan 3). 
d. Asas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak 
menyerahkan warga negaranya sendiri. Penyimpangan 
terhadap azas ini dapat dilakukan apabila orang yang 
bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili ditempat 
dilakukannya kejahatan (Pasal 7 ayat 1 dan 2). 
e. Asas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan semuanya 
atau sebagian di wilayah yang termasuk atau dianggap 
termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta, maka negara 
ini dapat menolak permintaan ekstradisi (Pasal 8). 
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f. Asas bahwa suatu permintaan ekstradisi dapat ditolak jika 
pejabat yang berwenang dari negara diminta sedang 
mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang bersangkutan 
mengenai kejahatan yang dimintakan penyerahannya (Pasal 
9). 
g. Asas bahwa apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, suatu 
keputusan yang telah mempunyai kekuatan pasti telah 
dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang dari negara yang 
diminta, permintaan ekstradisi ditolak (Non bis in idem) (Pasal 
10). 
h. Asas bahwa seseorang tidak diserahkan karena hak untuk 
menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah 
kedaluwarsa (Pasal 12). 
i. Asas bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, 
dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan 
sebelumnya yang besangkutan diekstradisikan selain 
daripada untuk kejahatan maka ia diserahkan, kecuali bila 
negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujui 
(Pasal 15). 
2. Prosedur Ekstradisi 
Terdapat 2 (dua) aspek dalam ekstradisi yaitu : 
a. Adanya tindakan suatu pemerintah yang melepaskan 
wewenang atas seseorang dengan menyerahkan kepada 
pemerintah negara lain. 
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b. Langkah-langkah yang telah diambil yang membuktikan 
bahwa si pelanggar ditahan baik untuk dituntut maupun untuk 
menjalani hukuman merupakan tanggung jawab badan 
peradilan dan menunjukkan bahwa orang tersebut memang 
sah menurut hukum yang berlaku di negara pemberi 
ekstradisi25. 
Yang dapat diesktradisi hanya dapat diminta terhadap seseorang 
yang telah melakukan pelanggaran dalam wilayah suatu negara yang 
bukan negara dimana orang tersebut ditemukan, dengan syarat 
tambahan: 
a. Orang tersebut harus dalam pencarian oleh petugas hukum 
dari suatu negara, baik karena tuduhan melakukan suatu 
pelanggaran dan belum diadili atau karena orang tersebut 
telah terbukti bersalah tetapi belum menjalani hukuman yang 
dijatuhkan kepadanya. 
b. Orang tersebut harus bukan waraganegara dari negara yang 
diminta untuk mengesktradisi. 
Bagaimana ekstradisi dapat diberikan terhadap pelanggaran hukum 
sebagai berikut: 
a. Suatu Kejahatan Biasa. 
b. Pelanggaran fiskal, militer dan politik tidak termasuk dalam 
tipe pelanggaran hukum dimaksud. 
                                                          
25 Iskandar Hassan dan Nina Naramurti, Op.cit., hlm.  83. 
54 
c. Suatu pelanggaran hukum baik oleh negara peminta atau 
yang diminta. 
d. Asas warganegara tidak dapat diekstradisikan. 
e. Pelanggaran sebelumnya tidak terlebih dahulu dari 
pelanggaran hukum yang sama. 
f. Tidak kedaluwarsa menurut ketentuan undang-undang negara 
peminta atau yang diminta. 
g. Khusus untuk Indonesia, berdasarkan pasal 2 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1979 RI tentang Ekstradisi, kejahatan 
tersebut harus merupakan “Serious enough to warrant”. 
h. Asas penolakan permintaan ekstradisi bila perkara sedang 
dalam pemeriksaan26.  
 Menurut Iskandar Hassan (2013: 86) ,Tahapan Dalam Ekstradisi 
sebagai berikut: 
1. Pra Ekstradisi. Sebelum diajukan permintaan ekstradisi 
biasanya langkah awal dilakukan adalah mendapatkan 
informasi mengenai keberadaan pelaku kejahatan yang dicari. 
Setelah mengetahui keberadaannya baru diajukan permintaan 
penangkapan dan penahanan sementara (provisional arrest). 
Untuk pencarian, penangkapan dan penahanan pelaku 
kejahatan pada umumnya dilakukan kerjasama melalui 
Interpol tetapi ada juga negara, sesuai dengan ketentuan 
hukum di negaranya mengharuskan penyampaian permintaan 
penangkapan dan penahanan melalui saluran diplomatik. 
Setelah orang yang dicari dapat ditangkap dan ditahan baru 
Negara Peminta mengajukan permintaan ekstradisi. 
2. Proses Ekstradisi.  Setelah Negara Diminta menerima 
permintaan ekstradisi dari Negara Peminta, proses ekstradisi 
baru Negara Diminta memproses permintaan ekstradisi 
tersebut sesuai dengan ketentuan hukum atau Undang-
Undang yang berlaku di Negra Diminta. Hasil akhir dari proses 
ekstradisi tersebut adalah untuk menentukan apakah 
                                                          
26Ibid.,  hlm. 82.  
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seseorang dapat/ tidak diesktradisikan atau apakah 
permintaan ekstradisi dari Negara Peminta dikabulkan/ ditolak. 
Dilihat dari proses ekstradisi di beberapa negara, yang 
berwenang memutuskan permintaan dikabulkan atau ditolak 
ada badan yudikatif (Hakim/Pengadilan) dan ada juga badan 
eksekutif (Raja/Presiden/Menteri). Di Indonesia yang 
memutuskan seseorang dapat diekstradisikan atau tidak 
adalah badan eksekutif yaitu : Presiden. Penetapan 
Pengadilan hanyalah sala satu pertimbangan bagi Presiden.   
3. Pelaksanaan Ekstradisi. Setelah diputuskan bahwa 
Permintaan ekstradisi dikabulkan, dengan demikian berarti 
Keputusan tersebut harus dilaksanakan atau dieksekusi. 
Untuk kelancaran pelaksanaan ekstradisi atau penyerahan 
pelaku kejahatan dari pihak Negara Diminta kepada Negara 
Peminta perlu pengaturan mengenai tempat, tanggal dan 
waktunya dilaksanakan penyerahan, siapa pejabat yang 
menyerahkan dan menerima serta saksi, pengamanan dan 
administrasi pelaksanaan. Setiap pejabat atau petugas yang 
terlibat dalam pelaksanaan tersebut harus dikonfirmasikan 
terlebih dahulu mengenai kesiapan dan kesediaannya. 
 
 Dalam UU Ekstradisi No. 1 Tahun 1979 telah diatur mengenai 
prosedur permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Indonesia dan 
prosedur ekstradisi dari Pemerintah Indonesia. 
1. Permintaan Ekstradisi Kepada Pemerintah Indonesia. 
Prosedur berarti urutan-urutan yang harus ditempuh apabila 
negara lain mengajukan permintaan ekstradisi kepada 
Pemerintah Indonesia. Sebagaimana telah di kemukakan 
pada butir 2 di atas, bahwa proses ekstradisi ada tiga tahap 
setiap tahap telah ditentukan prosedur yang dapat atau harus 
ditempuh. Sesuai dengan tahapan tersebut dalam Undang-
Undang Ekstradisi telah diatur mengenai prosedur permintaan 
penahanan, permintaan ekstradisi dan prosesnya serta 
prosedur penyerahan sebagai berikut: 
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a. Permintaan Penahanan (Provisional Arrest). Permintaan 
penahanan atas seseorang dari pejabat yang berwenang 
negara lain disampaikan kepada Kapolri atau Jaksa 
Agung melalui Interpol atau saluran diplomatik atau 
langsung dengan pos atau telegram (Pasal 19 ayat 1). 
Selanjutnya atas dasar tersebut, Kapolri atau Jaksa 
Agung dapat memerintahkan bawahannya untuk 
melakukan penahahan (Pasal 18 ayat 1). Jika penahanan 
telah dilakukan maka segera diberitahukan kepada 
Negara Peminta (Pasal 20). 
b. Permintaan Ekstradisi. Negara Peminta segera 
mengajukan permintaan ekstradisi melalui saluran 
diplomatik kepada Menteri Kehakiman RI. Dalam hal 
belum ada Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan 
Negara Peminta, Menteri Kehakiman RI mengajukan 
kepada Presiden (Pasal 22 ayat 2). Tetapi jika sudah ada 
perjanjian, bila permintaan tersebut telah memenuhi 
persyaratan, Menteri Kehakiman RI mengirim surat 
permintaan tersebut kepada Kapolri atau Jaksa Agung 
untuk mengadakan pemeriksaaan (Pasal 24). Setelah 
selesai dilakukan pemeriksaan oleh Polri, berkas 
ekstradisi diajukan kepada Kejaksaan Negeri (Pasal 26).  
Dalam waktu selambat-labatnya tujuh hari, Kejaksaan 
Negeri harus sudah mengajukan kepada Pengadilan 
Negeri (Pasal 27). Selanjutnya Pengadilan Negeri 
mengadakan sidang (Pasal 32) dan mengeluarkan 
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Penetapan Pengadilan dapat tidaknya orang tersebut 
diekstradisikan (Pasal 33 ayat 1). Jika ada barang bukti 
yang diminta oleh Negara Peminta untuk disita (Pasal 42), 
dalam penetapan pengadilan harus dinyatakan dapat 
tidaknya diserahkan (Pasal 43). Penetapan pengadilan 
beserta semua surat yang terkait diserahkan kepada 
Menteri Kehakiman RI (Pasal 33 ayat 2). Kemudian 
Penetapan Pengadilan beserta pertimbangan dari Menteri 
Kehakiman kepada Presiden untuk memperoleh 
keputusan (Pasal 36 ayat 1). Atas dasar pertimbangan 
tersebut, Presiden memutusakn dapat tidaknya seseorang 
diekstradisikan (Pasal 36 ayat 2). Keputusan Presiden 
tersebut disampaikan kepada Negara Peminta oleh 
Menteri Kehakiman RI (Pasal 36 ayat 4) dan Menteri Luar 
Negeri RI, Jaksa Agung dan Kapolri (Pasal 38). 
c. Penyerahan Orang Yang Diekstradisikan. Menteri 
Kehakiman RI memberitahukan kepada Pejabat Negara 
Peminta mengenai tempat, tanggal dan waktu penyerahan 
dilaksanakan (Pasal 40) termasuk barang bukti yang 
disita, jika ada.  
2. Permintaan Ekstradisi Dari Pemerintah Indonesia menurut 
pasal 44, jika ada tersangka atau terpidana berada di negara 
lain, Kapolri atau Jaksa Agung dapat meminta kepada Menteri 
Kehakiman untuk mengajukan permintaan ekstradisi kepada 
negara lain atas nama Presiden melalui saluran diplomatik. 
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Jika Negara Diminta mengabulkan permintaan ekstradisi, 
orang tersebut dibawa ke Indonesia dan diserahkan kepada 
Instansi yang berwenang  (Pasal 45). Tatacara penyerahan 
dan penerimaan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 
46). 
Ekstradisi Terselubung, praktek ekstradisi dengan cara ini disebut 
juga “disguised extradition” merupakan cara yang digunakan untuk 
menunjukkan praktik negara-negara dalam pencegahan dan 
pemberantasan kejahatan lintas batas negara dengan cara-cara yang 
praktis ini, ada yang legal dan ada yang illegal.  
Cara-cara yang legal adalah: 
a. Deportasi (deportation); adalah tindakan sepihak suatu negara 
terhadap orang asing yang kedatangan dan atau 
keberadaannya di wilayah negara yang bersangkutan tidak 
dikehendaki. Dalam hubungan tidak dikehendakinya 
kedatangan orang asing tersebut salah satu alasan adalah, 
orang yang bersangkutan terlibat dalam kasus kejahatan di 
negara lain, dan kemungkinan jika dia tetap berada di negara 
tersebut dia akan dimintakan pengekstradisiannya oleh 
negara yang memiliki yurisdiksi kirminal untuk mengadilinya. 
b. Pengusiran (expulsion); Dalam hal pengusiran, tidak 
ditentukan negara yang harus dituju oleh orang yang diusir. 
Orang yang diusir itulah yang menentukan sendiri negara 
yang hendak ditujuinya setelah diusir oleh negara tempatnya 
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berada. Namun, alasan pengusiran itu sama seperti 
pendeportasian, ada beraneka macam, dari yang paling 
objektif hingga yang paling subjektif. Boleh jadi, seperti halnya 
pendeportasian, orang yang diusir itu terlibat dalam suatu 
kejahatan di negara atau negara-negara lain dan bermaksud 
untuk mengajukan permintaan untuk pengekstradisian ke 
negera tempatnya berada atau negara yang mengusirnya. 
c. Penyerahan secara langsung atas seorang pelaku kejahatan 
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dua negara di 
wilayah perbatasannya. 
d. Pengambilan secara paksa atas seorang pelaku kejahatan 
dari wilayah suatu negara dengan persetujuan dari pemerintah 
negara yang bersangkutan. 
Cara-cara yang illegal adalah: 
a. Penculikan (abduction); merupakan tindakan yang illegal, 
disebabkan karena orang yang bersangkutan daimbil dan 
dibawa keluar secara paksa oleh negara yang menculiknya, 
tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dari negara 
tempatnya berada.  
b. Pengambilan secara paksa atas seseorang di wilayah suatu 
negara dari negara yang bersangkutan27.  
                                                          
27 I Wayan Parthiana, 2015, Hukum Pidana Internasional, Yrama Widya, Bandung , hlm. 244. 
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 Daftar Kejahatan Yang Dapat Diekstradisikan berdasarkan UU. No. 
1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi terdapat 32 jenis kejahatan yang dapat 
diekstradisikan yaitu: 
1. Pembunuhan. 
2. Pembunuhan yang direncanakan. 
3. Penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya 
orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan 
berat. 
4. Perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan. 
5. Persetubuhan dengan seorang wanita diluar perkawinan atau 
perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa 
orang itu pingsan atau tak berdaya atau orang itu belum 
berumur 15 tahun atau belum mampu kawin. 
6. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur 
dengan orang lain sama kelamin yang belum cukup umur. 
7. Memberikan atau mempergunakan obat-obat dan atau alat-
alat dengan maksud menyebabkan gugur atau mati 
kandungan seorang wanita. 
8. Melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan 
atau tipu muslihat, dengan sengaja melarikan seseorang yang 
belum cukup umur. 
9. Perdagangan wanitan dan perdagangan anak laki-laki yang 
belum cukup umur. 
10. Penculikan dan penahanan melawan hukum. 
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11. Perbudakan. 
12. Pemerasan dan pengancaman. 
13. Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negeri 
atau uang kertas bank atau mengedarkan mata uang kertas 
negeri atau kertas bank yang ditiru atau dipalsukan. 
14. Menyimpan atau memasukkan mata uang ke Indonesia yang 
telah ditiru atau dipalsukan. 
15. Pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan 
pemalsuan. 
16. Sumpah palsu. 
17. Penipuan. 
18. Tindak pidana berhubungan dengan kebangkrutan. 
19. Penggelapan. 
20. Pencurian, perampokan. 
21. Pembakaran dengan sengaja. 
22. Pengrusakan bangunan atau bangunan dengan sengaja. 
23. Penyelundupan. 
24. Setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud 
membahayakan keselamatan kereta api, kapal laut atau kapal 
terbang dengan penumpang-penumpangnya. 
25. Menenggelamkan atau merusak kapal di tengah laut. 
26. Penganiayaan di atas kapal di tengah laut dengan maksud 
menghilangkan nyawa atau meyebabkan luka berat. 
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27. Pemberontakan atau permufakatan untuk memberontak oleh 
2 (dua) orang atau lebih di atas kapal di tengah laut 
menentang nahkoda, penghasutan untuk pemberontak. 
28. Pembajakan laut. 
29. Pembajakan udara kejahatan penerbangan dan kejahatan 
terhadap sarana/ prasarana penerbangan. 
30. Tindak pidana korupsi. 
31. Tindak pidana narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya. 
32. Perbuatan-perbuatan yang melanggar Undang-undang 
Senjata Api, bahan-bahan peledak dan bahan-bahan yang 
menimbulkan kebakaran28. 
 
3. Peranan NCB-INTERPOL Indonesia Dalam Proses Ekstradisi 
Gambar 7 
Peranan NCB – Interpol Indonesia 
       Sumber data : BAG JATINTER NCB – Interpol Indonesia 2016. 
                                                          
28 Iskandar Hassan dan Nina Naramurti ,Op.cit., hlm. 84-86. 
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a. Hakim/ Badan Peradilan yang bertugas menyelesaikan 
perkara meminta bantuan kepada NCB – Interpol Indonesia 
untuk mengedarkan perintah penangkapan secara 
internasional dengan maksud untuk dimintakan ekstradisi atas 
orang yang dicari. 
b. NCB – Interpol Indonesia meneruskan permintaan tersebut 
kepada Sekretariat Jenderal ICPO – INTERPOL  dengan 
mengisi formulir secara lengkap tentang identitas orang yang 
dicari (nama, tempat/ tanggal lahir, nomor paspor, pasfoto, 
alamat, nomor telepon, dll) serta keterangan lainnya. 
c. Sekretariat Jenderal ICPO – INTERPOL mengirimkan 
permintaan dalam bentuk dokumen yang disebut “Red Index 
Wanted Noticed” kepada seluruh negara anggota ICPO-
INTERPOL Notice tersebut dapat dianggap sebagai surat 
perintah penangkapan internasional. 
d. Kepolisian yang menerima notice tersebut membantu mencari 
orang tersebut dan bila diketemukan berada di negaranya 
segera memberitahukan kepada Sekretariat Jenderal NCB – 
Interpol dan NCB negara yang diminta. 
e. NCB – Interpol Indonesia segera memberitahukan kepada 
Kehakiman/ Badan Peradilan negaranya dan mengirimkan 
permintaan penahanan sementara sambil menunggu 
permintaan ekstradisi. 
f. Apabila orang yag dicari tersebut telah ditahan dan dalam 
proses ekstradisi, maka NCB – Interpol  Indonesia harus 
menyampaikan laporan ke Sekretariat Jenderal ICPO-
INTERPOL untuk mencabut Red Wanted Notice orang 
tersebut. 
 
 
C. Korupsi 
1. Pengertian Korupsi 
Korupsi telah menjadi masalah dunia, bukan semata-mata masalah 
negara berkembang seperti Indonesia. Majelis Umum Perserikatan 
Bangsa-bangsa, selanjutnya disingkat PBB, memandang perlu untuk 
mengadopsi “United Nations Convention Againts Corruption, selanjutnya 
disingkat UNCAC, melalui Resolusi 58/4, tanggal 31 Otober 2003, yang 
kemudian pada tanggal 10 Januari 2005 ditandatangani oleh 116 negara 
dan 15 negara telah meratifikasi. 
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Salah satu di antaranya Indonesia, yang telah meratifikasi konvensi 
tersebut melalui UU Nomor 7 Tahun 2006, tentang pengesahan United 
Nations Convention Againts Corruption, 2003. UU Nomor 7 Tahun 2006 
tersebut diundangan atau disahkan pada tanggal 18 April 2006. PBB 
menyebutkan berbagai alasan aas prakarsa yang akhirnya melahirkan 
UNCAC, termasuk tumbuhnya kesadaran dunia bahwa praktik-praktik 
korupsi membutuhkan seluruh bangsa kedalam kemiskinan da krisis 
sosial. Tidak berlebihan apabila PBB menyebutnya sebagai “multi-
dimensional challenge” atau tantangan multi-dimensi, baik hak asasi 
manusia, selanjutnya disingkat HAM, demokrasi, peraturan hukum atau 
rule of law, pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable 
development, pasar, keamanan,maupun kualitas kehidupan.  
Dalam konteks tersebut, UNCAC menawarkan bantuan kepada 
negara-negara penandatanganan untuk memberantas korupsi dalam 
perspektif mereka melalui kodifikasi kerjasama dan asistensi. Dalam 
Compendium of Inernational Legal Instruments on Corruption, ditegaskan 
bahwa UNCAC menawarkan seperangkat pendekatan yang komprehensif 
untuk menghadapi korupsi. Konvensi dapat dibagi ke dalam beberapa 
meta-provisi, di antaranya yaitu : 
a. Prevention policies such as reforming the public service and 
introducing transparency and good governance; 
b. The criminalization of corrupt conduct; 
c. International cooperation; and 
d. Asset recovery29.     
                                                          
29Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, Surabaya, 
Indonesia Lawyer Club, Cetakan Kedua, Agustus 2010, hlm. 2-3. 
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Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah 
dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 
20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke 
dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut 
menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan 
pidana penjara karena korupsi. 
 
2. UNCAC (United Nations Convention Againts Corruption) 
Pasal 44 Ekstradisi 
Ayat 11 
Apabila suatu Negara Peserta yang dalam wilayahnya ditemukan 
orang yang dipersangkakan sebagai pelaku kejahatan, tidak 
mengekstradisikan orang tersebut berkenaan dengan suatu 
kejahatan untuk hal mana berlaku pasal ini. Berdasarkan alasan 
bahwa orang tersebut warga negaranya, maka Negara Peserta 
tersebut, atas permintaan Negara Peserta yang meminta ekstradisi, 
berkewajiban untuk menyerahkan kasus kepada otoritas-otoritas 
yang kompeten untuk tujuan penuntutan ini, tanpa menunda-nunda. 
 
Pasal 46 Mutual Legal Assistance (Bantuan Hukum Timbal Balik) 
Ayat 13 
a. Setiap Negara Peserta wajib menunjuk suatu otoritas sentral 
yang (akan) mempunyai tanggung jawab dan kekuasaan 
untuk menerima permintaan untuk bantuan hukum timbal 
balik. 
b. Otoritas-otoritas sentral  wajib memastikan percepatan dan 
pelaksanaan yang baik dan benar atau pengiriman 
permohonan yang diterima. Otoritas sentral wajib mendorong 
pelaksanaan yang cepat serta baik dan benar dari 
permohonan itu oleh otoritas yang berkompeten. 
c. Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib diberitahu tentang 
otoritas sentral yang ditunjuk untuk tujuan ini pada saat 
Negara Peserta menyimpan (deposits) instrument ratifikasi, 
penerimaan atau persetujuan atau masuknya pada Konvensi 
ini. 
d. Setiap komunikasi yang berhubungan dengan itu harus 
dikirmkan kepada otoritas-otoritas sentral yang ditunjuk oleh 
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Negara Peserta. Persyaratan tidak boleh (meniadakan) 
(mengurangi) hak Negara Peserta untuk mensyaratkan 
permintaan-permintaan itu. 
e. Komunikasi-komunikasi dialamatkan padanya melalui jalur-
jalur diplomatic dan, dalam keadaan mendesak, bila Negara-
Negara Peserta setuju, melalui International Criminal Police 
Organization (ICPO-INTERPOL) (Organisasi Polisi Kriminal 
Internasional), jika mungkin30. 
 
3. Korupsi dalam Praktik  Negara-Negara 
Peran institusi badan anti-korupsi berbeda dengan institusi 
pemerintahan lainnya yang juga berurusan dengan pemberantasan 
korupsi semacam kepolisian, atau semacam tim khusus yang dibentuk 
pemerintahan. Usaha tersebut seringkali hanya bersifat sementara dan 
mempunyai sedikit personil. Badan anti-korupsi mempunyai ciri khas 
sebagai berikut: memiliki tujuan besar untuk memberantas korupsi; 
memiliki organisasi yang rapih terpisah dari departemen pemerintahan; 
dan melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap peluang korupsi31. 
Badan anti-korupsi pertama yang independen dari kepolisian 
setidaknya bisa dilihat dari Negara-negara bekas penjajahan kolonial 
Inggris setelah perang dunia kedua. Sebut saja Negara Singapura pada 
tahun 1952, badan anti-korupsi bernama CPIB (Corrupt Practices 
Investigation Bureau). Contohnya seperti CPIB di Singapura dan ICAC di 
Hong Kong.  perkembangan terakhir di akhir abad 20 ialah peran 
internasional yang menjadi semakin kuat untuk mendorong pembentukan 
suatu badan anti-korupsi di suatu Negara. Ada yang berdasarkan 
                                                          
30Jur  Andi Hamzah, 2007,Pemberantasan Korupsi Melalui HukumPidana Nasional dan 
Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 403. 
31 Rizki Febari, 2015,Politik Pemberantasan Korupsi Strategi ICAC Hong Kong dan KPK Indonesia, 
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 33. 
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konvensi regional dan internasional, ada juga sebagai salah satu paket 
bantuan rekonstruksi dan donor-donor internasional yang biasanya 
diberikan ke negara-negara paska konflik. Contohnya sebagai paket 
bantuan ialah pembentukan Anti-Corruption Comission di Negara Sierra 
Leone sebagai bantuan dari USAID dan pemerintah Inggris. 
Sejak berakhirnya Perang Dingin kemunculan badan anti-korupsi 
semakin banyak baik dari negara-negara yang berkembang ke negara-
negara maju, dan dari masyarakat yang baru mengalami transisi 
demokrasi hingga negara yang demokrasinya terkonsolidasi. 
Pemicunya bermacam-macam, seperti di negara bagian New 
South Wales, Australia, yang di tahun 1980-an diwarnai oleh skandal-
skandal. Sehingga pada tahun 1988 dibentuk Independent Comission 
Againts Corruption New South Wales. Negara-negara transisi menuju 
demokrasi di wilaha Eropa Timur juga diminta membentuk badan anti-
korupsi sebagai syarat masuk dalam kegiatan Uni Eropa. Di Afrika, 
negara-negaranya “diminta untuk membentuk badan anti-korupsi melalui 
konvensi bernama The African Union Convention on Combating 
Corruption. 
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BAB III 
 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang 
akan diteliti, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Jakarta. 
Penulis melakukan penelitian di Kota Jakarta dengan dasar 
pertimbangan bahwa MABES POLRI, NCB-Interpol Indonesia (Biro 
Pusat Nasional), yang berada di Jakarta. 
 
B. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 
dengan pihak yang terkait yakni pihak dari MABES POLRI, 
NCB-Interpol Indonesia. 
2. Data Sekunder, yaitu data iperoleh dari beberapa literatur, 
dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, 
dan sumber-sumber kepurtakaan lainnya yang mendukung. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Teknik wawancara (interview), yaitu dengan cara melakukan 
Tanya jawab kepada pihak terkait yakni pihak MABES POLRI, 
NCB-Interpol Indonesia. 
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2. Teknik kepustakaan, yaitu suatu teknik kajian normativ dari 
beberapa peraturan perundang-undangan atau sumber-
sumber kepustakaan lainya ,dan doktrin-doktrin berdasarkan 
data sekunder. 
 
D. Analisis Data 
Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan 
dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan 
secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami 
secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis 
teliti. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kedudukan Deportasi dan Ekstradisi dalam proses pemulangan 
Muhammad Nazaruddin Berdasarkan UNCAC (United Nations 
Conventions Againts Corruption) 
 
Kedudukan dari proses deportasi dan ekstradisi di dalam kasus 
Muhammad Nazaruddin sesuai UNCAC (United Nations Conventions 
Againts Corruption) untuk mendapatkan peluang mengekstradisi 
Muhammad Nazaruddin sangat kecil karena kasus korupsi dalam praktik 
di berbagai negara berbeda – beda. Didalam kasus Muhammad 
Nazaruddin pemerintah Indonesia untuk mengatasi kasus korupsi apabila 
tersangka melarikan diri ke luar negeri maka dilakukan suatu proses 
pengajuan perjanjian ekstradisi. Karena tidak adanya pengaturan didalam 
UNCAC tentang deportasi maka pelaksanaan mengenai ekstradisi yang 
dapat dilaksanakan. Tetapi didalam praktik untuk Kolombia sendiri dalam 
kasus tersangka korupsi Muhammad Nazaruddin tidak menganut proses 
ektradisi sesuai UNCAC melainkan proses deportasi.  
Dilain hal pemerintah Kolombia dalam kasus Muhammad 
Nazaruddin tidak menganut pengaturan ekstradisi didalam UNCAC 
melainkan lebih memilih proses deportasi dalam pemulangan oleh sebab 
dikarenakan Muhammad Nazaruddin menggunakan illegal travel 
document dalam penerbangannya maka pihak pemerintah Kolombia lebih 
mengedepankan opsi deportasi. Pihak KBRI pun diminta untuk 
mengirimkan nota diplomatik permintaan pendedeportasian dengan 
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alasan bahwa Muhammad Nazaruddin alias Syarifuddin menggunakan 
dokumen perjalanan illegal karena atas nama orang lain yang dipakainya. 
Antara   Indonesia dan Kolombia tidak memiliki perjanjian ektradisi 
sehingga sangat tidak mungkin pula terjadinya proses ekstradisi dalam 
pemulangan Muhammad Nazaruddin ke Indonesia. Oleh karena itu dalam 
kasus pemulangan Muhammad Nazaruddin kedua negara baik negara 
peminta maupun negara yang diminta lebih mengedepankan proses 
pendeportasian daripada ektradisi.  
Didalam posisi kasus Muhammad Nazarudidin pada waktu yang 
sama Kementerian Luar Negeri di Jakarta hampir saja mengirimkan nota 
diplomatik ektradisi terhadap Muhammad Nazaruddin alias Syarifuddin ke 
KBRI Bogota untuk disampaikan ke Menteri Luar Negeri Kolombia. Akan 
tetapi kecepatan informasi tim yang berada dilapangan memutuskan 
bahwa opsi deportasi yang harus ditempuh. Setelah tim menyampaikan 
opsi deportasi Kemenerian Luar Negeri Kolombia menanggapi bahwa 
pihak mereka setuju melakukan proses deportasi dan menyampaikan 
kepada Kejaksaan Agung Kolombia karena saat ini Muhammad 
Nazaruddin alias Syarifuddin dalam penahanan Kejaksaan Agung 
setempat. Adapun tenggat waktu masa penahanan berakhir pada tanggal 
10 Agusutus 2011 pukul 02.00 selanjutnya diserahkan ke Imigrasi 
Kolombia untuk proses deportasi. 
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B. Peran Interpol dalam melakukan proses pemulangan 
Muhammad Nazaruddin. 
 
Peran Interpol dalam memulangkan tersangka Muhammad 
Nazaruddin secara praktis menjalin komunikasi dengan pihak NCB – 
Interpol Bogota. Kemudian Interpol atas permintaan NCB (National 
Central Bureau) Indonesia menerbitkan red notice atas nama M. 
Nazaruddin dengan nomor kontrol A-3928/7-2011 pada tanggal 4 Juli 
2011. Sejak diterbitkannya red notice oleh Interpol Jakarta pada tanggal 4 
Juli 2011, maka M.Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai 
Demokrat, tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games 
di Palembang, Sumsel secara otomatis menjadi buronan Interpol di 
seluruh dunia32.  
Untuk mengintensifkan pencarian maka Kapolri membentuk suatu 
Tim Gabungan Interpol Indonesia yang dipimpin Brigjend. Pol. Anas Yusuf 
melalui surat perintah Kapolri no. Sprin/1159/VII/2011 yang terdiri atas 
penyidik Bareskrim  Polri,  Polda  Metro  Jaya,  dan  NCB  Indonesia.   
Dalam melakukan pencarian ini Tim Gabungan Interpol Indonesia yang 
dibentuk oleh Kapolri ini melakukan komunikasi secara intensif ke negara-
negara ASEAN karena dugaan awal Nazaruddin masih di Singapura dan 
kepada para SLO Polri yang berada di luar negeri, termasuk juga SLO 
negara asing yang berada di Jakarta.   
NCB – Interpol Bogota setuju memulangkan M. Nazaruddin 
melalui beberapa syarat: 
                                                          
32 AKBP Dadang Sutrasno, Wawancara, BAHARKAM-MABES POLRI, Jakarta , 24 Juni 2016 . 
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a. Jaminan Resiprositas dimana pemerintah Kolombia 
mendapatkan perlakuan yang sama; 
b. Personil dan operasional jemputan ditanggung pemerintah 
Indonesia; 
c. Deportasi; 
d. Police to Police; 
e. Governor to Governor adanya proses penetapan pengadilan 
sebagai tersangka terhadap buronan. 
Atas kesepakatan diatas tim NCB – Interpol Indonesia melakukan 
langkah taktis guna menghindari kesulitan secara teknis dilapangan yang 
menurut  AKBP Dadang Sutrasno (mantan tim pemburu M. Nazaruddin 
dari NCB-Interpol Indonesia) bahwasanya upaya yang dapat ditempuh 
dan memungkinkan terlaksananya pemulangan  tersangka M. Nazaruddin 
dilaksanakan sebagai berikut: 
M. Nazaruddin adalah tersangka kasus korupsi yang ditetapkan 
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus korupsi 
pembangunan wisma atlet di Palembang pada tanggal 24 Mei 2011. 
Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, M. Nazaruddin telah pergi ke 
Singapura pada tanggal 23 Mei 2011 menggunakan Paspor dengan 
nomor P887282.  Karena telah berada di luar negeri, maka KPK meminta 
bantuan kepada Interpol untuk mencari dan menangkap M. Nazaruddin 
melalui surat perintah penangkapan terhadap M. Nazaruddin dengan 
nomor Sprin.Kap-12/01/VII/2011 pada tanggal 4 Juli 2011. Pada  tanggal  
10  Agustus    2011 dilakukan cortessy call antara Brigjen Pol Anas Yusuf 
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dengan Brigjen Carlos Mena sebagai Head of Dirreccion Investigation 
Judicial e Interpol / Bareskrim Kepolisian Kolombia (DIJIN)  terkait 
pengamanan pemulangan M. Nazaruddin. Atas pertimbangan keamanan 
DIJIN mengizinkan dan bersedia meminjamkan hanggar pesawat carter 
yang akan membawa M. Nazaruddin ke Indonesia. Namun terjadi 
perubahan jadwal penyerahan dan keberangkatan M.Nazaruddin karena 
M. Nazaruddin mengajukan suaka kepada pemerintah Kolombia, 
sehingga Direccion Administrasion Seguridad (DAS) atau Imigrasi 
Kolombia memutuskan untuk melakukan ekspulsi (pengusiran) pada 
hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 dan meminta pesawat berangkat 
pada hari itu juga. Setelah berkoordinasi dengan pihak pesawat carter 
akhirnya pilot pesawat mau untuk terbang lebih cepat yaitu hari Kamis 
tanggal 11 Agustus 2011 namun harus bermalam di Barbados.  
Tim Gabungan Interpol Indonesia segera menghubungi NCB 
Kolombia untuk meminta bantuan agar membantu berkoordinasi dengan 
NCB Barbados  mengenai transit pesawat tersebut. Kepolisian Barbados 
melalui  NCB  Barbados mengijinkan untuk melakukan transit, namun 
atas alasan keamanan M. Nazaruddin tidak diperbolehkan meninggalkan 
pesawat. Akan tetapi pada detik-detik akhir pilot pesawat memutuskan 
tidak perlu transit di Barbados. Pada tanggal 11 Agustus 2011 pada pukul 
15.30 waktu setempat, Direccion Administrasion Seguridad (DAS) secara 
resmi menyerahkan M. Nazaruddin alias Syarifuddin kepada Tim 
Gabungan  Interpol  Indonesia. Selanjutnya pukul  17.00.  dengan 
menggunakan pesawat carter N913PH M. Nazaruddin diterbangkan ke 
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Jakarta dengan rute penerbangan Bogota – Barbados – Senegal – 
Nairobi – Malee – Jakarta. Sampai saat ini penerbitan Red Notice 
merupakan alat yang paling efektif untuk mendeteksi buronan 
internasional. Mengenai penangkapan dan pemulangan kembali pada 
hukum nasional suatu negara saat buronan tersebut terdeteksi. 
Keberhasilan pemulangan M.Nazaruddin  sangat ditentukan oleh 
beberapa hal berikut : 
1. Penyelidikan dengan menggunakan dukungan teknokogi 
informasi sehingga mampu melacak no HP yang digunakan 
Muhammad Nazaruddin. 
2. Akurasi data di lapangan (Dominika) mengidentifikasi keberadaan 
target. 
3. Kecepatan penyampaian informasi/pertukaran informasi dengan 
Fugitive Investigative Unit ICPO-INTERPOL dan INTERPOL 
Bogota mengenai penggunaan paspor a.n. Syarifuddin oleh 
Muhammad Nazaruddin sehingga memudahkan identifikasi 
Kepolisian Kolombia sebelum dilakukan penangkapan.  
4. Keputusan kritikal penyampaian opsi deportasi melalui nota 
diplomatik karena MUHAMMAD NAZARUDDIN menggunakan 
dokumen perjalanan ilegal a.n. Syarifuddin (mengesampingkan 
opsi ekstradisi). 
5. Penggunaan pesawat carter dengan tingkat pengamanan 
maksimum meskipun dengan biaya tinggi. 
6. Komitmen Penegak hukum untuk mencari dan menangkap 
MUHAMMAD NAZARUDDIN dengan memanfaatkan mekanisme 
kerjasama internasional kepolisian. 
 
Dari paparan diatas tampak jelas peran dan fungsi Interpol NCB - 
Indonesia bekerjasama dengan NCB Bogota dengan cara deportasi yang 
berbentuk pengusiran memainkan peranan penting dalam keberhasilan 
memulangkan tersangka korupsi  M. Nazaruddin tanpa adanya perjanjian 
ekstradisi. Praktik hukum internasional yang diterapkan oleh NCB – 
Interpol Indonesia dalam membantu KPK tidak bertentangan dengan 
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kaidah hukum internasional. Sehingga pada hari sabtu tanggal 13 
Agustus 2011 pukul 20.00.WIB M. Nazaruddin  tiba di Bandara Halim 
Perdana Kusuma. Berakhirnya pelarian tersangka korupsi M. Nazaruddin 
membuktikan perlunya koordinasi yang baik dari berbagai pihak penegak 
hukum agar kejadian serupa di masa depan dapat dicegah sedini 
mungkin. Dengan secara aktif melibatkan NCB – Interpol Indonesia 
menunjukkan kinerja NCB – Interpol Indonesia yang tidak dapat 
disaksikan peran dan fungsinya. 
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BAB V  
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Kedudukan Deportasi dan Ekstradisi dalam mekanisme proses 
pemulangan Muhammad Nazaruddin dalam hal pemulangan dan 
penangkapan M. Nazaruddin di Cartagena, Kolombia dilakukan 
dengan cara kedua negara lebih memilih praktek Deportasi dan 
Expulsion (Pengusiran). Dan keberhasilan pemulangan M. 
Nazaruddin juga merupakan praktek INTERPOL secara Police to 
Police yang diterima di mata hukum internasional. 
2. Peran NCB - Interpol Indonesia dalam melakukan proses 
pemulangan tersangka korupsi M. Nazaruddin yaitu dengan cara 
penerbitan  Red Index Wanted Notices oleh Interpol pusat di Lyon, 
Perancis untuk menyebar perintah penangkapan ke 190 negara 
anggota ICPO – Interpol untuk mempermudah proses pencarian 
buronan. Meskipun dalam kasus Muhammad Nazaruddin 
kenyataannya Indonesia diharuskan memenuhi syarat tertentu oleh 
pemerintah Kolombia karena tidak adanya perjanjian ekstradisi. 
B. Saran 
1. Mengingat sulitnya praktek ektradisi maka ditempuh dengan cara 
Deportasi dan Expulsion (Pengusiran) yang dilakukan terhadap 
tersangka korupsi. Perlu diingat bahwa kejahatan transnasional lainnya 
perlu diterbitkan MoU secara permanen dan bersifat khusus dalam 
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lembaga penegak hukum di Indonesia agar terjalin koordinasi yang 
bersifat permanen. 
2. NCB-INTERPOL perlu memperkuat jaringan dengan berbagai pihak 
baik penegak hukum maupun publik dalam mengejar para buronan. 
Melihat keberhasilan INTERPOL Bogota menangkap Nazaruddin, ke 
depan NCB-INTERPOL perlu diberi kewenangan lebih khususnya 
menyangkut pencarian buronan misalnya dengan memberi 
kewenangan penangkapan terhadap buronan internasional. 
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1979
TENTANG
EKSTRADISI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang : a. bahwa Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad
1883 -188) tentang "Uitlevering van Vreemdelingen" tidak sesuai
lagi dengan perkembangan tata hukum di dalam Negara Republik
Indoneisa;
b. bahwa berhubung dengan itu Koninkiijk Besluit van 8 Mei 1883
No. 26 (Staatsblad 1883 -188) tersebut perlu dicabut dan sebagai
gantinya perlu disusun suatu Undang-undang baru tentang
ekstradisi sesuai dengan tata hukum dan peraturan perundang-
undangan Republik Indonesia;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun
1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2298);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Tahun 1970 Nomo 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2951);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Dengan mencabut Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883-188)
tentang "Uitlevering van Vreemdelingen".
Menetapkan : …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG EKSTRADISI
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh
suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau
dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan
di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang
untuk mengadili dan memidananya.
BAB II
AZAS-AZAS EKSTRADISI
Pasal 2
(1) Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
(2) Dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat
dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik
Indonesia menghendakinya.
Pasal 3
(1) Yang dapat diekstradisikan ialah orang yang oleh pejabat yang berwenang dari
negara asing diminta karena disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani
pidana atau perintah penahanan.
(2) Ekstradisi dapat juga dilakukan terhadap orang yang disangka melakukan atau telah
dipidana karena melakukan pembantuan, percobaan dan permufakatan jahat untuk
melakukan kejahatan tersebut dalam ayat (1), sepanjang pembantuan, percobaan,
dan permufakatan jahat itu dapat dipidana menurut hukum Negara Republik
Indonesia dan menurut hukum negara yang meminta ekstradisi.
Pasal 4
(1) Ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan
terlampir sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(2) Ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan dari negara yang diminta
terhadap kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan.
(3) Dengan …
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(3) Dengan Peraturan Pemerintah, pada daftar kejahatan yang dimaksud dalam ayat (1)
dapat ditambahkan jenis perbuatan lain yang oleh Undang-undang telah dinyatakan
sebagai kejahatan.
Pasal 5
(1) Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik.
(2) Kejahatan yang pada hakekatnya lebih merupakan kejahatan biasa daripada
kejahatan politik, tidak dianggap sebagai kejahatan politik.
(3) Terhadap beberapa jenis kejahatan politik tertentu pelakunya dapat juga
diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antara negara Republik Indonesia dengan
negara yang bersangkutan.
(4) Pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau anggota-
keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik.
Pasal 6
Ekstradisi terhadap kejahatan menurut hukum pidana militer yang bukan kejahatan
menurut hukum pidana umum, tidak dilakukan kecuali apabila dalam suatu perjanjian
ditentukan lain.
Pasal 7
(1) Permintaan ekstradisi terhadap warganegara Republik Indonesia ditolak.
(2) Penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) tersebut di atas dapat dilakukan apabila
orang yang berasangkutan karena keadaan lebih baik diadili di tempat
dilakukannya kejahatan.
Pasal 8
Permintaan ekstradisi dapat ditolak jika kejahatan yang dituduhkan dilakukan seluruhnya
atau sebagiannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
Pasal 9
Permintaan ekstradisi dapat ditolak jika orang yang diminta sedang diproses di Negara
Republik Indonesia untuk kejahatan yang sama.
Pasal 10 …
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Pasal 10
Permintaan ekstradisi ditolak, jika putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Republik
Indonesia yang berwenang mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya telah
mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
Pasal 11
Permintaan ekstradisi ditolak, apabila orang yang dimintakan ekstradisinya telah diadili
dan dibebaskan atau telah selesai menjalani pidananya di negara lain mengenai kejahatan
yang dimintakan ekstradisinya.
Pasal 12
Permintaan ekstradisi ditolak, jika menurut hukum Negara Republik Indonesia hak untuk
menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa.
Pasal 13
Permintaan ekstradisi ditolak, jika kejahatan yang dimintakan ekstradisi, diancam dengan
pidana mati menurut hukum negara peminta sedangkan menurut hukum Negara Republik
Indonesia kejahatan itu tidak diancam dengan pidana mati atau pidana mati tidak selalu
dilaksanakan, kecuali jika negara peminta memberikan jaminan yang cukup meyakinkan,
bahwa pidana mati tidak akan dilaksanakan.
Pasal 14
Permintaan ekstradisi ditolak, jika menurut instansi yang berwenang terdapat sangkaan
yang cukup kuat, bahwa orang yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut, dipidana, atau
dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan
politiknya, atau kewarganegaraannya, ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau
golongan penduduk tertentu.
Pasal 15
Permintaan ekstradisi ditolak, jika orang yang dimintakan ekstradisi akan dituntut,
dipidana, atau ditahan karena melakukan kejahatan lain daripada kejahatan yang
karenanya ia dimintakan ekstradisinya, kecuali dengan izin Presiden.
Pasal 16
Permintaan ekstradisi ditolak, jika orang yang dimintakan ekstradisinya akan diserahkan
kepada negara ketiga untuk kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan sebelum ia
dimintakan ekstradisi itu.
Pasal 17 …
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Pasal 17
Permintaan ekstradisi yang telah memenuhi syarat ditunda apabila orang yang akan
diminta sedang diperiksa atau diadili atau sedang menjalani pidana untuk kejahatan lain
yang dilakukan di Indonesia.
BAB III
SYARAT-SYARAT PENAHANAN YANG DIAJUKAN
OLEH NEGARA PEMINTA
Pasal 18
(1) Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia dapat
memerintahkan penahanan yang dimintakan oleh Negara lain atas dasar alasan
yang mendesak jika penahanan itu tidak bertentangan dengan hukum Negara
Republik Indonesia.
(2) Dalam permintaan untuk penahanan itu, negara peminta harus menerangkan, bahwa
dokumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 sudah tersedia dan bahwa negara
tersebut segera dalam waktu tersebut dalam Pasal 21 akan menyampaikan
permintaan ekstradisi.
Pasal 19
(1) Permintaan untuk penahanan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari negara
peminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik
Indonesia melalui INTERPOL Indonesia atau melalui saluran diplomatik atau
langsung dengan pos atau telegram.
(2) Pengeluaran surat perintah untuk menangkap dan atau menahan orang yang
bersangkutan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara
Pidana Indonesia, kecuali ditentukan lain seperti yang diatur dalam ayat (3).
(3) Menyimpang dari ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia yang berlaku, maka
terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang dapat diekstradisikan berdasarkan
undang-undang ini dapat dilakukan penahanan.
Pasal 20
Keputusan atas permintaan penahanan diberitahukan kepada negara peminta oleh Kepala
Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia melalui INTERPOL
Indonesia atau saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram.
Pasal 21 …
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Pasal 21
Dalam hal terhadap orang yang bersangkutan dilakukan penahanan, maka orang tersebut
dibebaskan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik
Indonesia jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden
melalui Menteri Kehakiman Republik Indonesia tidak menerima permintaan ekstradisi
beserta dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dari negara peminta.
BAB IV
PERMINTAAN EKSTRADISI DAN SYARAT-SYARAT
YANG HARUS DIPENUHI OLEH NEGARA PEMINTA
Pasal 22
(1) Permintaan ekstradisi hanya akan dipertimbangkan, apabila memenuhi syarat-syarat
seperti tersebut dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
(2) Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran
diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan
kepada Presiden.
(3) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang dimintakan ekstradisinya untuk
menjalani pidana harus disertai :
a. Lembaran asli atau salinan otentik dari putusan Pengadilan yang berupa
pemindahan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
b. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarnegaraan
orang yang dimintakan ekstradisinya;
c. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta.
(4) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang disangka melakukan kejahatan harus
disertai :
a. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta;
b. Uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu
dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan;
c. Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau jika hal
demikian tidak mungkin, isi dari hukum yang diterapkan;
d. Keterangan- …
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d. Keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah mengenai pengetahuannya
tentang kejahatan yang dilakukan;
e. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan
kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;
f. Permohonan pensitaan barang-barang bukti, bila ada dan diperlukan.
Pasal 23
Jika menurut pertimbangan Menteri Kehakiman Republik Indonesia surat yang diserahkan
itu tidak memenuhi syarat dalam Pasal 22 atau syarat lain yang ditetapkan dalam
perjanjian, maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi
surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang cukup oleh Menteri Kehakiman
Republik Indonesia.
Pasal 24
Setelah syarat-syarat dan surat-surat dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 dipenuhi, Menteri
Kehakiman Republik Indonesia mengirimkan surat permintaan ekstradisi berserta surat-
surat lampirannya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung
Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan.
BAB V
PEMERIKSAAN TERHADAP ORANG YANG
DIMINTAKAN EKSTRADISI
Pasal 25
Apabila kejahatan merupakan kejahatan yang dapat dikenakan penahanan menurut
Hukum Acara Pidana Indonesia dan ketentuan-ketentuan yang disebut dalam Pasal 19 ayat
(2), dan (3) dan diajukan permintaan penahanan oleh negara peminta, orang tersebut
dikenakan penahanan.
Pasal 26
(1) Apabila yang melakukan penahanan tersebut Kepolisian Republik Indonesia, maka
setelah menerima surat permintaan ekstradisi, Kepolisian Republik Indonesia
mengadakan pemeriksaan tentang orang tersebut atas dasar keterangan atau bukti
dari negara peminta.
(2) Hasil pemeriksaan dicatat dalam berita acara dan segera diserahkan kepada
Kejaksaan Republik Indonesia setempat.
Pasal 27 …
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Pasal 27
Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara tersebut, Kejaksaan
dengan mengemukakan alasannya secara tertulis, meminta kepada Pengadilan Negeri di
daerah tempat ditahannya orang itu untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat
atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan.
Pasal 28
Perkara-perkara ekstradisi termasuk perkara-perkara yang didahulukan.
Pasal 29
Kejaksaan menyampaikan surat penggilan kepada orang yang bersangkutan untuk
menghadap Pengadilan pada hari sidang dan surat penggilan tersebut harus sudah diterima
oleh orang yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang.
Pasal 30
Pada hari sidang orang yang bersangkutan harus menghadap ke muka Pengadilan Negeri.
Pasal 31
(1) Pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri dilakukan dalam sidang terbuka, kecuali
apabila Ketua Sidang menganggap perlu sidang dilakukan tertutup.
(2) Jaksa menghadiri sidang dan memberikan pendapatnya.
Pasal 32
Dalam sidang terbuka Pengadilan Negeri memeriksa apakah :
a. identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisi itu sesuai dengan
keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh negara peminta;
b. kejahatan yang dimaksud merupakan kejahatan yang dapat di ekstradisikan
menurut Pasal 4 dan bukan merupakan kejahatan politik atau kejahatan militer;
c. hak penuntutan atau hak melaksanakan putusan Pengadilan sudah atau belum
kedaluwarsa;
d. terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan telah atau belum
dijatuhkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
e. kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati di negara peminta sedangkan di
Indonesia tidak;
f. orang tersebut sedang diperiksa di Indonesia atas kejahatan yang sama.
Pasal 33 …
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Pasal 33
(1) Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Pasal 32 Pengadilan menetapkan dapat atau
tidaknya orang tersebut diekstradisikan.
(2) Penetapan tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu
segera diserahkan kepada Menteri Kehakiman untuk dipakai sebagai bahan
pertimbangan penyelesaian lebih lanjut.
BAB VI
PENCABUTAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN
Pasal 34
Penahanan yang diperintahkan berdasarkan Pasal 25 dicabut, jika :
a. diperintahkan oleh Pengadilan;
b. sudah berjalan selama 30 (tiga puluh) hari, kecuali jika diperpanjang oleh
Pengadilan atas permintaan Jaksa;
c. permintaan ekstradisi ditolak oleh Presiden.
Pasal 35
(1) Jangka waktu penahanan yang dimaksud dalam Pasal 34 huruf b setiapkali dapat
diperpanjang dengan 30 (tiga puluh) hari.
(2) Perpanjangan hanya dapat dilakukan dalam hal :
a. belum adanya penetapan Pengadilan mengenai permintaan ekstradisi;
b. diperlukan keterangan oleh Menteri Kehakiman seperti dimaksud dalam Pasal
36 ayat (3);
c. ekstradisi diminta pula oleh negara lain dan Presiden belum memberikan
keputusannya;
d. permintaan ekstradisi sudah dikabulkan, tetapi belum dapat dilaksanakan.
BAB VII
KEPUTUSAN MENGENAI PERMINTAAN EKSTRADISI
Pasal 36
(1) Sesudah menerima penetapan Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 33, Menteri
Kehakiman segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden dengan
disertai pertimbangan-pertimbangan Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri,
Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, untuk memperoleh
keputusan.
(2) Setelah menerima penetapan Pengadilan beserta pertimbangan-pertimbangan yang
dimaksud dalam ayat (1), maka Presiden memutuskan dapat tidaknya seseorang
diekstradisikan.
(3) Jika …
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(3) Jika menurut penetapan Pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan tetapi
Menteri Kehakiman Republik Indonesia memerlukan tambahan keterangan, maka
Menteri Kehakiman Republik Indonesia meminta keterangan dimaksud kepada
negara peminta dalam waktu yang dianggap cukup.
(4) Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi diberitahukan oleh Menteri
Kehakiman Republik Indonesia kepada negara peminta melalui saluran diplomatik.
Pasal 37
Jika 2 (dua) negara atau lebih meminta ekstradisi seseorang, berkenaan dengan kejahatan
yang sama atau yang berlainan dalam waktu yang bersamaan, maka dalam menolak atau
mengabulkan permintaan ekstradisi Presiden dengan mempertimbangkan demi
kepentingan keadilan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. berat ringannya kejahatan;
b. tempat dilakukannya kejahatan;
c. waktu mengajukan permintaan ekstradisi;
d. kewarganegaraan orang yang diminta;
e. kemungkinan diekstradisikannya orang yang diminta oleh negara peminta kepada
negara lainnya.
Pasal 38
Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi yang dimaksud dalam Pasal 36 oleh
Menteri Kehakiman segera diberitahukan kepada Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan
Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Pasal 39
(1) Dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara
Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran
diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia disampaikan
kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia disertai pertimbangan-
pertimbangannya.
(2) Menteri Kehakiman Republik Indonesia setelah menerima permintaan dari negara
peminta dan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud
ayat (1)
(3) Setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia mengenai permintaan ekstradisi termaksud dalam
ayat (1), Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut.
(4) Dalam …
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(4) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetujui,
maka Presiden memerintahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia memproses
lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan
Negara Republik Indonesia.
(5) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Menteri Kehakiman, untuk
diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan hal itu kepada
negara peminta.
BAB VIII
PENYERAHAN ORANG YANG DIMINTAKAN EKSTRADISI
Pasal 40
(1) Jika permintaan ekstradisi disetujui, orang yang dimintakan ekstradisi segera
diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta, di tempat dan
pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
(2) Jika orang yang dimintakan ekstradisinya tidak diambil pada tanggal yang
ditentukan, maka ia dapat dilepaskan sesudah lampau 15 (lima belas) hari dan
bagaimanapun juga ia wajib dilepaskan sesudah lampau 30 (tiga puluh) hari.
(3) Permintaan ekstradisi berikutnya terhadap kejahatan yang sama, setelah
dilampauinya waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, dapat ditolak oleh Presiden.
Pasal 41
Jika keadaan di luar kemampuan kedua negara baik negara peminta untuk mengambil
maupun negara yang diminta untuk menyerahkan orang yang bersangkutan, negara
dimaksud wajib memberitahukan kepada negara lainnya dan kedua negara akan
memutuskan bersama tanggal yang lain untuk pengambilan atau menyerahkan yang
dimaksud.
Dalam hal demikian berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3) yang waktunya
dihitung sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat tersebut.
BAB IX
BARANG-BARANG BUKTI
Pasal 42
(1) Barang-barang yang diperlukan sebagai bukti yang terdapat pada orang yang
dimintakan ekstradisinya dapat disita atas permintaan pejabat yang berwenang dari
negara peminta.
(2) Dalam …
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(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku ketentuan-ketentuan
dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Acara Pidana Indonesia mengenai
penyitaan barang-barang bukti.
Pasal 43
(1) Dalam penetapannya mengenai permintaan ekstradisi Pengadilan Negeri
menetapkan pula barang-barang yang diserahkan kepada negara peminta dan yang
dikembalikan kepada orang yang bersangkutan.
(2) Pengadilan Negeri dapat menetapkan bahwa barang-barang tertentu hanya
diserahkan kepada negara peminta dengan syarat bahwa barang-barang tersebut
segera akan dikembalikan sesudah selesai digunakan.
BAB X
PERMINTAAN EKSTRADISI OLEH PEMERINTAH INDONESIA
Pasal 44
Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana
karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi
Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan
Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri
Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang
tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik.
Pasal 45
Apabila orang yang dimintakan ekstradisinya tersebut dalam Pasal 44 telah diserahkan
oleh negara asing, orang tersebut dibawa ke Indonesia dan diserahkan kepada instansi
yang berwenang.
Pasal 46
Tatacara permintaan penyerahan dan penerimaan orang yang diserahkan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua perjanjian ekstradisi yang telah
disahkan sebelumnya adalah perjanjian ekstradisi sebagaimana yang dimaksud dalam
Undang-undang ini.
BAB XII …
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 1979
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 2
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1979
TENTANG
EKSTRADISI
A. UMUM
Peraturan perundang-undangan tentang ekstradisi yang sekarang ada, ialah
Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883-188) tentang
"Uitlevering van Vreemdelingen", dianggap masih berlaku berdasarkan Pasal 11
Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.
Mengingat Peraturan itu adalah hak legislatif dari Pemerintah Belanda pada
waktu yang lampau dan ditetapkan lebih dari 90 (sembilan puluh) tahun yang lalu,
sudah barang tentu peraturan tersebut tidak sesuai lagi dengan tata hukum dan
dengan perkembangan Negara Republik Indonesia yang merdeka.
Oleh sebab itu peraturan tersebut perlu dicabut dan disusun suatu Undang-
undang Nasional yang mengatur tentang Ekstradisi orang-orang yang disangka telah
melakukan kejahatan di luar negeri melarikan diri ke Indonesia, ataupun untuk
menjalani pidana yang telah dijatuhkan dengan putusan Pengadilan.
Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi
pembuatan perjanjian dengan negara-negara asing maupun untuk menyerahkan
seseorang tanpa adanya perjanjian.
Selain dari itu dalam Undang-undang ini perlu diatur tatacara permintaan
ekstradisi oleh Pemerintah Indonesia kepada negara asing.
Di dalam Undang-undang ini diatur azas umum yang dikenal dalam bidang
ekstradisi, antara lain :
a. Azas kejahatan rangkap (double Criminality), yaitu bahwa perbuatan yang
dilakukan baik oleh negara peminta maupun oleh negara yang diminta
dianggap sebagai kejahatan.
Azas ini tercantum di dalam daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan
sebagai lampiran dari Undang-undang ini. (pasal 4);
b. Azas jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap
sebagai kejahatan politik maka permintaan ekstradisi ditolak (pasal 5);
C. Azas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan
warganegaranya sendiri. (Pasal 7);
d. Azas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagian
di wilayah yang termasuk atau tidak dianggap termasuk dalam jurisdiksi
negara yang diminta, maka negara ini dapat menolak permintaan ekstradisi.
(Pasal 8);
e. Azas …
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e. Azas bahwa suatu permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang
berwenang dari negara yang diminta sedang mengadakan pemeriksaan
terhadap orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan
penyerahannya. (Pasal 9);
f. Azas bahwa apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, suatu keputusan yang
telah mempunyai kekuatan pasti telah dijatuhkan oleh Pengadilan yang
berwenang dari negara yang diminta, permintaan ekstradisi ditolak (non bis in
idem). (Pasal 10);
g. Azas bahwa seseorang tidak diserahkan karena hak untuk menuntut atau hak
untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa.(Pasal 12);
h. Azas bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana atau
ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan
diekstradisikan selain dari pada untuk kejahatan untuk mana ia diserahkan,
kecuali bila negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujuinya.
(Pasal 15).
Keputusan tentang permintaan ekstradisi adalah bukan keputusan badan
judikatif tapi merupakan keputusan badan eksekutif, oleh sebab itu pada taraf
terakhir terletak dalam tangan Presiden, setelah mendapat nasehat juridis dari
Menteri Kehakiman berdasarkan penetapan Pengadilan.
Permintaan ekstradisi diajukan kepada Presiden melalui Menteri Kehakiman
oleh Pejabat yang berwenang di negara asing dengan melalui saluran diplomatik.
Permintaan ekstradisi tersebut harus disertai dengan dokumen yang diperlukan
antara lain mengenai identitas, kewarganegaraan, uraian tentang tindak pidana yang
dituduhkan, surat permintaan penahanan. Bagi orang yang dicari karena harus
menjalani pidananya disertai lembaran asli atau salinan otentik dari putusan
Pengadilan dan surat permintaan penahanan. Dokumen tersebut disertai dengan
bukti-bukti tertulis yang sah yang diperlukan.
Apabila ada alasan-alasan yang mendesak, sebelum permintaan ekstradisi
diajukan, pejabat yang berwenang di Indonesia dapat menahan sementara orang yang
dicari tersebut atas permintaan negara peminta.
Mengenai penahanan itu berlaku ketentuan dalam Hukum Acara Pidana
Indonesia. Apabila dalam waktu yang cukup pantas permintaan ekstradisi tidak
diajukan, maka orang tersebut dibebaskan.
Seperti telah diterangkan di atas untuk menentukan dapat tidaknya orang itu
diserahkan Presiden mendapat nasehat yuridis dari Menteri Kehakiman yang
didasarkan pada penetapan Pengadilan.
Cara pemeriksaan di Pengadilan ini tidak merupakan pemeriksaan peradilan
seperti peradilan biasa, tetapi Pengadilan mendasarkan pemeriksaannya kepada
keterangan tertulis beserta bukti-buktinya dari negara peminta yang diajukan oleh
Jaksa dengan disertai pendapatnya.
Setelah …
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Setelah memeriksa keterangan-keterangan serta syarat-syarat yuridis yang
diperlukan untuk ekstradisi maka Pengadilan menetapkan apakah orang yang
bersangkutan dapat diekstradisikan atau tidak.
B. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Yang dimaksud dengan wilayah dalam pasal ini termasuk juga tempat-
tempat yang dianggap sebagai wilayah berdasar peraturan perundang-undangan
misalnya gedung-gedung kedutaan/perwakilan.
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perjanjian dalam ayat ini, ialah perjanjian
("treaty") yang diadakan oleh Negara Republik Indonesia dengan negara
lain dan yang ratifikasinya dilakukan dengan Undang-undang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan melakukan kejahatan termasuk juga orang
yang ikut serta melakukan kejahatan, orang yang menyuruh melakukan
kejahatan, dan orang yang menganjurkan untuk melakukan kejahatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Pada umumnya kejahatan yang dapat diekstradisikan itu adalah
kejahatan-kejahatan berat. Jadi tidak semua kejahatan dapat
diekstradisikan, tapi terbatas pada kejahatan yang daftarnya terlampir
dalam Undang-undang ini.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Mengingat perkembangan keadaan maka daftar kejahatan tersebut
tidak selalu mencukupi kebutuhan, maka diadakan kemungkinan
penambahan. Karena yang ditambahkan itu adalah perbuatan-perbuatan
yang telah dinyatakan sebagai kejahatan oleh Undang-undang maka
penambahan ini cukup dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 5 …
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Pasal 5
Tidak diserahkannya seseorang pelaku kejahatan politik adalah berhubung
dengan hak negara untuk memberi suaka politik kepada pelarian politik.
Karena pengertian kejahatan politik itu adalah terlalu luas, maka diadakan
pembatasan seperti yang dimaksudkan dalam ayat (2).
Kejahatan yang diatur dalam ayat(4) itu sebetulnya merupakan suatu kejahatan
politik yang murni, tetapi karena kejahatan tersebut dianggap sangat dapat
menggoyahkan masyarakat dan negara, maka untuk kepentingan ekstradisi
dianggap tidak merupakan kejahatan politik.
Hal ini merupakan "Attentat-clause" yang dianut pula oleh Indonesia.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Demi kepentingan perlindungan warganegara sendiri maka dianggap lebih
baik, apabila yang bersangkutan diadili dinegaranya sendiri. Walaupun
demikian ada kemungkinan bahwa orang tersebut akan lebih baik diadili di
Negara lain (di negara peminta) mengingat pertimbangan-pertimbangan demi
kepentingan negara, hukum dan keadilan.
Pelaksanaan penyerahan tersebut didasarkan pada azas timbal balik
(resiprositas).
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Yang dimaksud dengan diproses dalam pasal ini ialah dimulai dari tingkat
pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan.
Pasal 10
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa seseorang tidak akan
diadili untuk kedua kalinya untuk kejahatan yang sama (non bis in idem).
Pasal 11
Yang dimaksud dengan negara lain adalah negara ketiga.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Meskipun hukum di negara Republik Indonesia masih mengenal pidana mati
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidananya namun pelaksanaannya jarang
sekali dilakukan.
Oleh …
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Oleh karena itu apabila kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati di
negara peminta, sedangkan di Indonesia tidak, dirasakan lebih adil apabila
orang yang diminta tidak diekstradisikan.
Pasal 14
Azas ini menjamin hak-hak kebebasan manusia untuk menganutagama dan
politik, selain itu juga menghapus perbedaan kewarganegaraan, suku bangsa,
dan golongan penduduk.
Pasal 15
Pasal ini menganut azas kekhususan (rule of speciality) bahwa orang yang
diminta hanya akan diadili atas kejahatan yang diminta ekstradisinya, kecuali
ditentukan lain oleh negara yang diminta.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan alasan mendesak ialah misalnya orang yang dicari
tersebut dikhawatirkan akan melarikan diri.
Ayat (2)
Cukup jelas,
Pasal 19
Ayat (1)
INTERPOL Indonesia adalah Badan Kerjasama Kepolisian Internasional
untuk Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Perdana Menteri
Republik Indonesia Nomor 245/PM/1954, tanggal 5 Oktober 1954.
Sedang yang dimaksud dengan telegram khusus adalah telegram yang jelas
diketahui identitas dari pengirim telegram.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21 …
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Pasal 21
Waktu yang dianggap cukup akan ditentukan dalam perjanjian dengan sesuatu
negara.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Surat-surat dan keterangan yang dimaksudkan oleh ayat-ayat ini adalah
untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan bukti tertulis ialah dokumen-dokumen yang erat
hubungannya dengan kejahatan tersebut, misalnya surat hak milik, atau
apabila bukti-bukti tersebut berupa alat, benda atau senjata, cukup dengan
foto-foto dari barang-barang tersebut atau apa yang dinamakan "copie
collatione". Hal ini mengingat bahwa pemeriksaan oleh Pengadilan dalam
hal ekstradisi ini hanya untuk menetapkan apakah orang-orang tersebut
berdasarkan bukti-bukti yang ada, dapat diajukan ke Pengadilan, tidak
memutuskan salah atau tidaknya orang tersebut.
Pasal 23
Kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut yang diminta oleh Menteri
Kehakiman Republik Indonesia diberikan dalam waktu yang dipandang cukup
mengingat jarak dan luasnya negara yang minta ekstradisi. Maka untuk
pembatasan waktu dapat ditentukan dalam perjanjian yang diadakan antara
Republik Indonesia dengan negara yang meminta ekstradisi.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 27 …
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Pasal 27
Jangka waktu 7 (tujuh) hari dianggap cukup untuk pemeriksaan yang
diperlukan oleh Kejaksaan.
Pasal 28
Perkara ekstradisi didahulukan mengingat bahwa pemeriksaan di Pengadilan
tidak dilakukan seperti Pengadilan biasa.
Pasal 29
Penentuan minimum jangka waktu 3 (tiga) hari adalah dimaksudkan untuk
memberi kesempatan kepada orang yang bersangkutan untuk mengadakan
persiapan-persiapan seperlunya.
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Maksud dari ayat ini adalah untuk menunjukkan adanya azas peradilan
yang bebas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 32
Sub a, 6, c, d, e, dan f adalah untuk melindungi hak azasi manusia dalam
masalah ekstradisi.
Yang dimaksud dengan kejahatan militer dalam pasal ini adalah kejahatan
menurut hukum pidana tentara (KUHPT) tetapi bukan kejahatan yang diatur di
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Umum (KUHP).
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penetapan yang dimaksud di sini adalah merupakan bentuk dari apa yang
dinyatakan oleh Pengadilan, sedang isinya adalah merupakan pernyataan
dan atau pendapat.
Yang dimaksud dengan perkara dalam pasal ini adalah masalah-masalah
yang berhubungan dengan permintaan ekstradisi.
Pasal 34
Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari yang dimaksud dalam sub b meliputi
penahanan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan penahanan oleh Kejaksaan
sesuai dengan Hukum Acara Pidana Indonesia.
Apabila …
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Apabila diperlukan, Jaksa dapat meminta perpanjangan kepada Pengadilan.
Hal ini merupakan pengecualian dari Hukum Acara Pidana (lex specialis),
mengingat bahwa masalah ekstradisi harus diselesaikan dengan cepat.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Dalam memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan,
Presiden mendapat pertimbangan-pertimbangan dari pejabat-pejabat yang
tersebut dalam ayat ini, satu dan lain menurut kepentingannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Mengenai waktu yang dianggap cukup penjelasannya sama dengan
penjelasan Pasal 23.
Ayat (4)
Mengingat batas waktu yang sangat ketat dalam permintaan suatu
ekstradisi, maka Keputusan Presiden tersebut diambil dalam waktu yang
singkat.
Pasal 37
Demi kepentingan keadilan maka untuk penyerahan seseorang yang diminta
perlu diperhatikan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal ini sub a
sampai dengan e.
Pasal 38
Mengingat hubungan diplomatik dengan negara peminta, maka Menteri Luar
Negeri Republik Indonesia diberitahukan mengenai Keputusan Presiden
tersebut.
Demikian juga Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
diberitahukan mengenai Keputusan Presiden dimaksud, mengingat instansi
Kejaksaan dan Kepolisian sejak semula telah terlibat dalam masalah tersebut,
yaitu dalam proses penahanan dan pemeriksaan selanjutnya atas orang yang
diminta untuk diekstrasikan.
Pasal 39 …
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Pasal 39
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia perlu diminta pertimbangannya dalam
hal tidak ada perjanjian ekstradisi, karena masalah ekstradisi tanpa adanya
perjanjian terlebih dahulu perlu didasarkan atas hubungan timbal balik antara
negara-negara yang bersangkutan.
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak azasi orang
yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kejahatan yang sama dalam
ayat ini adalah kejahatan yang dimintakan ekstradisinya dalam ayat-ayat
sebelumnya. Waktu 30 (tiga puluh) hari dalam ayat ini adalah waktu yang
dimaksud dalam ayat (2).
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 44
Pasal ini mengatur permintaan penyerahan kepada negara asing atas seorang
yang disangka melakukan kejahatan yang terhadapnya Negara Republik
Indonesia mempunyai wewenang mengadili menurut ketentuan berlakunya
Hukum Pidana Indonesia atau untuk menjalani pidana yang dijatuhkan
kepadanya oleh Pengadilan di Indonesia.
Yang dimaksud dengan negara asing dalam pasal ini termasuk juga tempat-
tempat yang dianggap sebagai wilayah negara asing tersebut (lihat selanjutnya
penjelasan Pasal 1).
Pasal 45 …
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Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Perjanjian-perjanjian ekstradisi yang dimaksud dalam pasal ini ialah perjanjian-
perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan
Pemerintah Malaysia, antara Pemerintah Republik Indonesia dengan
Pemerintah Republik Philippina, dan antara Pemerintah Republik Indonesia
dengan pemerintah Kerajaan Thailand.
Pasal 48
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3130
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
1945,  maka  pemerintah  bersama-sama  masyarakat  mengambil  langkah-
Iangkah  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  secara 
sistematis dan berkesinarnbungan;
bahwa tindak pidana korupsi  tidak lagi  merupakan masalah lokal,  akan tetapi 
merupakan  fenomena  transnasional  yang  mempengaruhi  seluruh 
masyarakat  dan  perekonomian  sehingga  penting  adanya  kerja  sama 
internasional  untuk  pencegahan  dan  pemberantasannya  termasuk 
pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi;
bahwa kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana korupsi perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajemen 
pemerintahan yang baik;
bahwa bangsa Indonesia telah ikut aktif dalam upaya masyarakat internasional 
untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan telah 
menandatangani  United  Nations  Convention  Against  Corruption,  2003 
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
b,  huruf  c,  dan  huruf  d,  perlu  membentuk  Undang-Undang  tentang 
Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat  (1),  Pasal 11,  dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar  Negeri 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian  Internasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG  TENTANG  PENGESAHAN  UNITED  NATIONS 
CONVENTION AGAINST CORRUPTION,  2003  (KONVENSI PERSERIKATAN 
BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003).
Pasal 1
 (1) Mengesahkan  United  Nations  Convention  Against  Corruption,  2003  (Konvensi  Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat 
(2) tentang Penyelesaian Sengketa.
 (2) Salinan naskah asli United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat 
(2)  tentang Penyelesaian  Sengketa  dalam bahasa Inggris  dan terjemahannya  dalam bahasa 
Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-
Undang ini.
Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Undang-Undang  ini  dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 18 April 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 32
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI 
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003)
I. UMUM
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  ancaman  terhadap  prinsip-prinsip  demokrasi,  yang 
menjunjung  tinggi  transparansi,  akuntabilitas,  dan  integritas,  serta  keamanan  dan  stabilitas 
bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan 
merugikan  pembangunan  berkelanjutan  sehingga  memerlukan  langkah-Iangkah  pencegahan 
dan pemberantasan yang bersifat  menyeluruh,  sistematis,  dan berkesinambungan baik  pada 
tingkat  nasional  maupun  tingkat  internasional.  Dalam  melaksanakan  pencegahan  dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen 
tala pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset 
yang berasal dari tindak pidana korupsi.
Selama  ini  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  sudah 
dilaksanakan  berdasarkan  peraturan  perundangundangan  khusus  yang  berlaku  sejak  tahun 
1957  dan  telah  diubah  sebanyak  5  (lima)  kali,  akan  tetapi  peraturan  perundang-undangan 
dimaksud belum memadai,  antara lain karena belum adanya kerja sama internasional dalam 
masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi.
Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan 
Bangsa-Bangsa telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti 
Korupsi  yang diadopsi  oleh Sidang ke-58 Majelis  Umum melalui  Resolusi  Nomor 58/4  pada 
tanggal 31 Oktober 2003.
A. POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MENDORONG LAHIRNYA KONVENSI
Penyusunan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa diawali sejak tahun 2000 di mana Majelis 
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya ke-55 melalui Resolusi Nomor 55/61 pada 
tanggal  6  Desember  2000  memandang perlu  dirumuskannya  instrumen hukum internasional 
antikorupsi  secara  global.  Instrumen  hukum  internasional  tersebut  amat  diperlukan  untuk 
menjembatani  sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan 
tindak pidana korupsi secara efektif.
Untuk  tujuan  tersebut,  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  membentuk  Ad  Hoc 
Committee (Komite Ad Hoc) yang bertugas merundingkan draft Konvensi. Komite Ad Hoc yang 
beranggotakan  mayoritas  negara-negara  anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  memerlukan 
waktu hampir 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan pembahasan sebelum akhirnya menyepakati 
naskah  akhir  Konvensi  untuk  disampaikan  dan  diterima  sidang  Majelis  Umum  Perserikatan 
Bangsa-Bangsa.
ARTI PENTING KONVENSI BALI INDONESIA
Ratifikasi Konvensi ini merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia 
dalam  percaturan  politik  internasional.  Arti  penting  lainnya  dari  ratifikasi  Konvensi  tersebut 
adalah:
untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, 
dan mengembalikan aset-aset basil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum 
timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan 
hukum;
mendorong  terjalinnya  kerja  sama  teknik  dan  pertukaran  informasi  dalam  pencegahan  dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi 
dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; dan
harmonisasi  peraturan perundang-undangan nasional  dalam pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi ini.
POKOK-POKOK ISI KONVENSI
Lingkup Konvensi pembukaan dan batang tubuh yang terdiri atas 8 (delapan) bab dan 71 (tujuh 
puluh satu) pasal dengan sistematika sebagai berikut:
- Bab I : Ketentuan  Umum,  memuat  Pernyataan  Tujuan;  Penggunaan  Istilah-istilah; 
Ruang lingkup Pemberlakuan; dan Perlindungan Kedaulatan.
- Bab II : Tindakan-tindakan  Pencegahan,  memuat  Kebijakan  dan  Praktek  Pencegahan 
Korupsi; Badan atau Badan-badan Pencegahan Korupsi; Sektor Publik; Aturan 
Perilaku  Bagi  Pejabat  Publik;  Pengadaan Umum dan Pengelolaan  Keuangan 
Publik;  Pelaporan Publik;  Tindakan-tindakan yang Berhubungan dengan Jasa-
jasa  Peradilan  dan  Penuntutan;  Sektor  Swasta;  Partisipasi  Masyarakat;  dan 
Tindakan-tindakan untuk Mencegah Pencucian Uang.
- Bab III : Kriminalitas dan Penegakan Hukum, memuat Penyuapan Pejabat-pejabat Publik 
Nasional,  Penyuapan  Pejabatpejabat  Publik  Asing  dan  Pejabat-pejabat 
Organisasi-Organisasi Internasional Publik; Penggelapan, Penyalahgunaan atau 
Penyimpangan  lain  Kekayaan  oleh  Pejabat  Publik;  Memperdagangkan 
Pengaruh;  Penyalahgunaan  Fungsi;  Memperkaya  Din  Secara  Tidak  Sah; 
Penyuapan  di  Sektor  Swasta;  Penggelapan  Kekayaan  di  Sektor  Swasta; 
Pencucian  Hasil-Hasil  Kejahatan;  Penyembunyian;  Penghalangan  Jalannya 
Proses Pengadilan; Tanggung Jawab Badan-badan Hukum; Keikutsertaan dan 
Percobaan; Pengetahuan, Maksud dan Tujuan Sebagai Unsur Kejahatan; Aturan 
Pembatasan;  Penuntutan  dan  Pengadilan,  dan  Saksi-saksi;  Pembekuan, 
Penyitaan  dan  Perampasan;  Perlindungan  para  Saksi,  Ahli  dan  Korban; 
Perlindungan  bagi  Orang-orang  yang  Melaporkan;  Akibat-akibat  Tindakan 
Korupsi;  Kompensasi  atas  Kerugian;  Badan-badan Berwenang Khusus;  Kerja 
Sama dengan Badan-badan Penegak Hukum; Kerja Sama antar Badan-badan 
Berwenang Nasional; Kerja Sama antara Badan-badan Berwenang Nasional dan 
Sektor Swasta; Kerahasian Bank; Catatan Kejahatan; dan Yurisdiksi.
- Bab IV : Kerja  Sama  Internasional.  memuat  Ekstradisi;  Transfer  Narapidana;  Bantuan 
Hukum Timbal Balik; Transfer Proses Pidana; Kerja Sama Penegakan Hukum; 
Penyidikan Bersama; dan Teknik-teknik Penyidikan Khusus.
- Bab V : Pengembalian  Aset,  memuat  Pencegahan  dan  Deteksi  Transfer  Hasil-hasil 
Kejahatan;  Tindakan-tindakan  untuk  Pengembalian  Langsung atas  Kekayaan; 
Mekanisme  untuk  Pengembalian  Kekayaan  melalui  Kerja  Sama Internasional 
dalam Perampasan; Kerja Sama Internasional untuk Tujuan Perampasan; Kerja 
Sama Khusus; Pengembalian dan Penyerahan Aset;  Unit  Intelejen Keuangan; 
dan Perjanjian-perjanjian dan Pengaturan-pengaturan Bilateral dan Multilateral.
- BAB VI : Bantuan  Teknis  dan  Pertukaran  Informasi,  memuat  Pelatihan  dan  Bantuan 
Teknis; Pengumpulan, Pertukaran, dan Analisis Informasi tentang Korupsi; dan 
Tindakantindakan lain;  Pelaksanaan Konvensi  melalui  Pembangunan Ekonomi 
dan Bantuan Teknis.
- BAB VII : Mekanisme-mekanisme Pelaksanaan, memuat Konferensi Negara-negara Pihak 
pada Konvensi; dan Sekretariat.
- BAB VIII : Ketentuan-ketentuan  Akhir,  memuat  Pelaksanaan  Konvensi;  Penyelesaian 
Sengketa;  Penandatanganan,  Pengesahan,  Penerimaan,  Persetujuan,  dan 
Aksesi; Pemberlakuan; Amandemen; Penarikan Diri; Penyimpanan dan Bahasa-
bahasa.
Sesuai dengan ketentuan Konvensi, Indonesia juga menyatakan  reservation  (pensyaratan) 
terhadap  Pasal  66  ayat  (2)  Konvensi  yang  mengatur  upaya  penyelesaian  sengketa, 
seandainya  terjadi,  mengenai  penafsiran  dan  pelaksanaan  Konvensi  melalui  Mahkamah 
Internasional.  Sikap  ini  diambil  antara-lain  atas  pertimbangan  bahwa  Indonesia  tidak 
mengakui jurisdiksi yang mengikat secara clematis (compulsory jurisdiction) dari Mahkamah 
Internasional.  Pensyaratan  tersebut  bersifat  prosedural  sesuai  dengan  ketentuan 
internasional yang berlaku.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Yang disahkan dalam Undang-Undang ini  adalah  United Nations Convention Against 
Corruption, 2003 (Konvensi PBB anti Korupsi, 2003).
Untuk kepentingan pemasyarakatannya, dipergunakan salinan naskah asli dalam bahasa 
Inggris dan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Apabila terjadi perbedaan pengertian 
terhadap  terjemahan  dalam  bahasa  Indonesia,  maka  dipergunakan  salinan  naskah 
aslinya dalam bahasa Inggris.
Diajukannya  Reservation  (pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat 2 adalah berdasarkan 
pada  prinsip  untuk  tidak  menerima  kewajiban  dalam pengajuan  perselisihan  kepada 
Mahkamah Internasional kecuali dengan kesepakatan Para Pihak.
Pasal 2
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4620
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003)
RESERVATION TO ARTICLE 66 PARAGRAPH 2
UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
CORRUPTION, 2003
Reservation:
The Government of the Republic of Indonesia does not consider itself  bound by the provision of  
article  66  paragraph  2  and  takes  the  position  that  disputes  relating  to  the  interpretation  and 
application of the Convention which can not be settled through the channel provided for in paragraph 
2 of the said article may be referred to the International Court of Justice only with the consent of the  
parties to the disputes.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003)
PENSYARATAN TERHADAP PASAL 66 AYAT (2)
KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
ANTI KORUPSI, 2003
Pensyaratan:
Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat ketentuan Pasal 66 ayat (2) Konvensi dan 
berpendirian bahwa apabila terjadi  perselisihan akibat  perbedaan penafsiran atau penerapan isi 
Konvensi, yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal tersebut, 
dapat  menunjuk  Mahkamah  Internasional  hanya  berdasarkan  kesepakatan  para  Pihak  yang 
berselisih.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
 
 
 
 
 
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
 
NOMOR    5   TAHUN  2011 
 
TENTANG 
 
PENGGUNAAN JARINGAN INTERPOL (I-24/7) 
 DAN JARINGAN ASEANAPOL (e-ADS) DI INDONESIA 
 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Menimbang : a. bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era 
globalisasi disamping sangat berpengaruh terhadap kecepatan 
arus informasi yang menjadikan dunia seolah tanpa batas 
(borderless), juga sangat berpengaruh secara negatif terhadap 
perkembangan kejahatan secara nasional, regional dan 
internasional; 
b. bahwa perkembangan kejahatan secara nasional, regional dan 
internasional yang begitu cepat telah mendorong negara-negara 
dan lembaga untuk meningkatkan kerja sama di bidang 
pertukaran informasi dan data melalui jaringan komunikasi I-24/7 
dan e-ADS; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penggunaan 
Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan Aseanapol (e-ADS)           
di Indonesia; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);    
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4843);  
3. Resolusi Sidang Umum ICPO-Interpol Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Interpol Global Communication System 24/7; 
4. Memorandum of Understanding of the Aseanapol Database 
System, tanggal 27 Mei 1998. 
 
MEMUTUSKAN….. 
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MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN JARINGAN INTERPOL     
(I-24/7) DAN JARINGAN ASEANAPOL (e-ADS) DI INDONESIA. 
 
 
BAB I  
 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
 
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah 
alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman 
dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan 
dalam negeri. 
2. I-24/7 adalah jaringan komunikasi global INTERPOL (Interpol Global Police 
Communications System) yang bekerja selama 24 (dua puluh empat) jam sehari 
dan 7 (tujuh) hari seminggu, yang digunakan sebagai sarana pertukaran 
informasi antara negara anggota ICPO-Interpol yang cepat, tepat, akurat dan 
aman.  
3. Electronic ASEANAPOL Database System yang selanjutnya disingkat e-ADS 
adalah sistem database yang dibangun atas kesepakatan para Kepala 
Kepolisian ASEAN sebagai sarana pertukaran informasi/ intelijen kriminal antar 
negara anggota ASEANAPOL dalam rangka kerja sama menanggulangi 
kejahatan Internasional/transnasional, khususnya di kawasan ASEAN. 
4. User adalah pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk mengakses jaringan 
I-24/7 dan jaringan e-ADS, meliputi National Central Bereau (NCB-Interpol) 
Indonesia, Satker di lingkungan Mabes Polri, Satuan kewilayahan Polri dan 
lembaga penegak hukum lainnya yang tergabung dalam Tim Koordinasi Interpol. 
5. User Account yang selanjutnya disingkat UA adalah nama pengguna dan 
password yang diberikan kepada pengguna yang mempunyai hak akses untuk 
menggunakan jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS. 
6. User Profile adalah profil pengguna yang memuat tentang UA dan hak akses 
pengguna ke jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS. 
7. Access Rights adalah hak yang diberikan kepada pengguna untuk akses dan 
melakukan proses data pada jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS sesuai dengan 
ketentuan Internasional Criminal Police Organitation (ICPO-Interpol) dan 
ASEANAPOL, yang dibatasi oleh kewenangan dan peran yang diberikan. 
8. National Security Officer yang selanjutnya disingkat NSO adalah pejabat NCB 
yang ditunjuk sebagai Administrator I-24/7 yang diberikan kewenangan untuk 
mengelola jaringan I-24/7 di NCB-Interpol Indonesia.  
 
9. Supervisor….. 
3 
 
 
9. Supervisor adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh NSO untuk melakukan 
monitoring, evaluasi sistem dan membuat audit trail serta mendistribusikannya 
kepada pengguna. 
10. System Administrator adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan 
pengaturan operasional sistem jaringan dan database serta peralatan teknologi 
Informasi (TI) lainnya. 
11. Site Manager adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap operasional 
jaringan I-24/7 dan e-ADS di wilayahnya. 
12. Audit Trail adalah proses monitoring penggunaan jaringan I-24/7 atau e-ADS 
yang memuat statistik login, data entry record dan searching database yang 
dilakukan oleh pengguna. 
13. E-mail Account Interpol adalah alamat e-mail dengan domain interpol.go.id yang 
diberikan kepada pengguna dan site manager. 
14. Notices adalah notifikasi internasional yang dikeluarkan oleh ICPO-Interpol yang 
memuat catatan informasi sesuai dengan jenis Notice yang tersedia dalam 
jaringan I-24/7. 
15. E-mail adalah transmisi informasi elektronik melalui mail protocol.  
16. Demilitary Zone yang selanjutnya disingkat DMZ adalah firewall untuk 
pengamanan konfigurasi local area network yang selanjutnya disingkat LAN.  
17. Diffusion adalah pengiriman informasi permintaan bantuan pencarian tersangka 
kriminal, seseorang terkait dengan kriminal, korban, saksi, orang hilang maupun 
orang meninggal dunia ke seluruh negara anggota ICPO-Interpol. 
18. Digital Subscriber Line yang selanjutnya disingkat DSL adalah salah satu bentuk 
dari teknologi internet, dimana data ditransferkan dalam kecepatan yang berbeda 
dari satu sisi ke sisi yang lain. 
19. Virtual Private Network yang selanjutnya disingkat VPN layanan telekomunikasi 
akses closed user group untuk mendukung layanan suara, data dan/atau video. 
20. Dashboard adalah laman muka untuk mengakses data atau informasi dari 
jaringan I-24/7 dan e-ADS. 
21. Interpol Secretariat General yang selanjutnya disingkat IPSG adalah kantor pusat 
ICPO Interpol yang berkedudukan di Lyon, Perancis. 
 
Pasal 2 
 
Tujuan peraturan ini: 
a. sebagai pedoman dan petunjuk dalam penggunaan jaringan I-24/7 dan e-ADS 
untuk memperoleh layanan informasi; 
b. terwujudnya keseragaman tentang prosedur pemasangan, penggunaan, 
pengamanan, dan pemeliharan sistem jaringan I-24/7 dan e-ADS serta 
menjelaskan Informasi secara lebih mendetil; dan 
c. terselenggaranya penggunaan jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS secara 
konsisten dan terkontrol sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. 
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Pasal 3 
 
Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:  
a. akuntabilitas, yaitu penggunaan sistem, data, dan jaringan I-24/7 dan jaringan e-
ADS dapat dipertanggungjawabkan; 
b. utilitas, yaitu mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan sistem, data, dan 
jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS; 
c. kejelasan tujuan, yaitu penggunaan data yang tersedia pada jaringan I-24/7 dan 
jaringan e-ADS harus jelas dan terbatas untuk kepentingan penegakan hukum;  
d. aplikabel, yaitu penggunaan sistem, informasi, dan data jaringan I-24/7 dan 
jaringan e-ADS dapat membantu dalam penegakan hukum bagi pengguna; dan 
e. efektivitas dan efisiensi, yaitu penggunaan jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS 
lebih aman, cepat, akurat, dan murah. 
 
BAB II 
 
JARINGAN INTERPOL I-24/7 
 
Bagian Kesatu 
Arsitektur Teknologi I-24/7 
 
Pasal 4 
 
(1) Dalam pertukaran informasi dan data, Interpol menggunakan arsitektur sistem 
jaringan tertutup yang menghubungkan seluruh negara anggota Interpol melalui 
database yang berpusat di Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol, Lyon Perancis. 
 
(2) Arsitektur sistem jaringan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis 
teknologi internet yang dienkripsi dan dilengkapi dengan sistem pengamanan 
user. 
 
Bagian Kedua 
Perangkat Jaringan I-24/7 
 
Pasal 5 
 
(1) Perangkat Jaringan Interpol I-24/7 terdiri dari: 
a.  hardware; 
b. software; dan 
c. sistem jaringan. 
 
(2) Hardware sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. Internet-capable computer; 
b. satu….. 
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b. satu printer terkoneksi ke satu komputer atau lebih;  
c. satu scanner terkoneksi ke satu komputer; 
d. VPN devices; dan 
e. server. 
 
(3) Software sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. operating system menggunakan operating system versi terbaru yang 
direkomendasikan; 
b. browser menggunakan browser versi terbaru yang direkomendasikan;  
c. office software tools menggunakan office software tools versi terbaru yang 
direkomendasikan; 
d. antivirus; dan  
e. remote maintenance disediakan melalui remote management dari IPSG, 
melalui VPN.  
 
(4) Sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. koneksi jaringan I-24/7 di Indonesia menggunakan jaringan intranet Polri; 
b. akses jaringan menggunakan DSL atau leased line untuk local Internet 
provider;  
c. peralatan VPN menggunakan opsi DMZ; dan 
d. sistem jaringan untuk koneksi di luar Polri menggunakan Secure Online 
Network (SON). 
Pasal 6 
 
(1) Server sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e merupakan 
peralatan teknologi yang direkomendasikan. 
 
(2) Untuk alasan keamanan, koneksi NCB-Interpol Indonesia dengan lembaga 
penegak hukum lainnya harus melalui arsitektur DMZ pada VPN.  
 
Bagian Ketiga 
Aplikasi I-24/7 
 
Pasal 7 
 
Jenis aplikasi yang tersedia dalam jaringan I-24/7 meliputi: 
a. aplikasi database; 
b. dashboard; 
c. interpol Notice; dan 
d. webmail. 
 
 
Pasal..... 
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Pasal 8 
 
Aplikasi Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: 
a. nominal information (photographs, fingerprints, Notices, dll); 
b. fraudulent payment cards; 
c. stolen motor vehicles (SMV), dengan opsi update dan cancel; 
d. stolen administrative documents; 
e. stolen or lost travel and identity documents (SLTD); 
f. stolen and recovered works of art; 
g. automatic fingerprint identification system (AFIS); dan 
h. DNA Gateway, Interpol’s database of DNA profiles. 
 
Pasal 9 
 
(1)  Dashboard sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, antara lain memuat 
informasi tentang profil Interpol, kejahatan internasional, berita, database, 
kegiatan regional dan internasional Interpol. 
 
(2)  Dashboard dapat diakses dalam 4 bahasa yaitu bahasa Arab, Inggris, Perancis, 
dan Spanyol.  
 
(3) Dashboard dapat digunakan untuk memperoleh: 
a. informasi dan data yang tersedia dalam dashboard untuk dibaca, diunggah, 
dan diunduh oleh pengguna; dan 
b. informasi yang relevan dengan kebutuhan pengguna, yang akan muncul 
pada layar monitor secara otomatis sesuai dengan permintaan. 
 
(4) Data/informasi dashboard digunakan sesuai dengan ketentuan ICPO-Interpol. 
 
(5) Manajemen dashboard merupakan pengaturan hak akses oleh National Security 
Officer (NSO) kepada pengguna. 
 
Pasal 10 
 
Interpol Notice sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi: 
a. red Notice, merupakan Notice yang digunakan Interpol sebagai pemberitahuan 
kepada seluruh negara anggota Interpol tentang upaya pencarian dan 
penangkapan tersangka/terdakwa atau terpidana untuk diekstradisikan; 
b. blue Notice, merupakan Notice yang digunakan Interpol sebagai pemberitahuan 
kepada seluruh negara anggota Interpol tentang pengumpulan dan 
penyebarluasan informasi terkait dengan identitas seseorang yang telah 
melakukan tindak pidana; 
 
c. green..... 
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c. green Notice, merupakan Notice yang digunakan Interpol sebagai peringatan 
kepada seluruh negara anggota Interpol tentang para pelaku kejahatan yang 
kemungkinan akan melakukan kejahatan serupa di negara lain; 
d.  yellow Notice, merupakan Notice yang digunakan Interpol sebagai 
pemberitahuan kepada seluruh negara anggota Interpol tentang orang hilang 
atau mengidentifikasi orang yang tidak mengetahui dirinya sendiri (hilang 
ingatan); 
e.  black Notice, merupakan Notice yang digunakan Interpol sebagai pemberitahuan 
kepada seluruh negara anggota Interpol tentang informasi penemuan mayat yang 
tidak diketahui identitasnya/tidak teridentifikasi; 
f. orange Notice, merupakan Notice yang digunakan Interpol sebagai 
pemberitahuan kepada seluruh negara anggota Interpol tentang peringatan 
kepada kepolisian, lembaga publik dan organisasi internasional lainnya terkait 
kemungkinan ancaman senjata rahasia, paket bom dan benda berbahaya 
lainnya; 
g.  stolen works of art Notice, merupakan Notice yang digunakan Interpol sebagai 
pemberitahuan kepada seluruh negara anggota Interpol tentang upaya pencarian 
benda seni atau benda budaya yang bernilai yang dicuri atau untuk 
mengidentifikasi benda-benda yang ditemukan dalam keadaan yang 
mencurigakan; dan 
h. UN Special Notice, merupakan Notice yang digunakan Interpol sebagai 
pemberitahuan kepada seluruh negara anggota Interpol tentang keterlibatan 
terorisme jaringan AL-Qaeda atas permintaan PBB.  
 
Pasal 11 
 
(1) Webmail I-24/7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terkoneksi antara 
Setjen ICPO-Interpol dengan NCB-Interpol Indonesia, dan antara NCB-Interpol 
Indonesia dengan NCB-Interpol negara lain. 
 
(2) Webmail I-24/7 bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pertukaran 
informasi secara aman, tepat dan akurat dalam penanganan masalah yang 
berkaitan dengan kejahatan, penegakan hukum dan pelayanan kepolisian. 
 
(3) Email jaringan I-24/7 menggunakan jaringan privat I-24/7 dengan domain igcs.int. 
  
BAB III 
 
JARINGAN ASEANAPOL e-ADS  
 
Bagian Kesatu 
Arsitektur Teknologi e-ADS 
 
Pasal 12 
 
(1) Sistem informasi jaringan e-ADS yang berbasis internet dibangun berdasarkan 
kesepakatan negara anggota Aseanapol dengan menggunakan jaringan I-24/7, 
dengan database berpusat di kepolisian Singapura. 
 
(2) Database..... 
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(2) Database yang disimpan di e-ADS dapat di-share ke I-24/7 atas persetujuan 
pemilik data. 
 
(3) Pengisian database I-24/7 Interpol dapat dilakukan melalui sistem e-ADS 
meliputi: 
a. dokumen perjalanan yang dicuri atau dilaporkan hilang/stolen and lost 
travel document (SLTD); 
b. kendaraan yang dicuri/stolen motor vehicle (SMV); dan 
c. data kejahatan seseorang/nominal data. 
 
Bagian Kedua 
Perangkat Jaringan e-ADS 
 
Pasal 13 
 
(1) Perangkat e-ADS sama dengan perangkat pada I-24/7 sesuai perjanjian Setjen 
ICPO-Interpol dengan ASEANAPOL. 
 
(2) Jaringan e-ADS menggunakan fasilitas jaringan I-24/7. 
 
 
Bagian Ketiga 
Aplikasi e-ADS 
 
Pasal 14 
 
Modul aplikasi yang tersedia dalam jaringan e-ADS meliputi: 
a. Aseanapol database; 
b. forum; 
c. document dan image; 
d. report; 
e. other; 
f. publication; dan 
g. member’s sites. 
Pasal 15 
 
Aseanapol database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi: 
a. person, memuat tentang biodata orang yang terlibat dalam kejahatan lintas 
negara (transnational crime); 
 
 
b. offence….. 
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b. offence, memuat tentang jenis kejahatan yang meliputi: Murder/culpable 
homicide, Kidnapping for ransom, Arms & explosive offences, Drug trafficking, 
Commercial and financial offences, Maritime offences, Rape, Robbery, 
Housebreaking and theft, Motor vehicle theft, Smuggling, Crimes involving 
syndicates/gangs/secret societies, Terrorism, Pedophilia, Corruption, Illegal 
Logging, Environmental crimes, Trafficking in persons, dan kejahatan lain yang 
disepakati oleh ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes (AMMTC); 
c. syndicate, memuat informasi intelijen tentang sindikat yang menjadi kepentingan 
Aseanapol dan Interpol; 
d. modus operandi, memuat informasi tentang cara melakukan kejahatan yang 
berimplikasi lintas negara dan menjadi kepentingan Aseanapol dan Interpol; 
e. stolen property, memuat informasi tentang pencurian benda seni bersejarah 
(works of art), kekayaan negara (national treasures), peninggalan budaya 
(cultural artifacts) dan properti lain; 
f. maritime offence, memuat informasi intelijen tentang kejahatan di laut, antara lain 
perompakan, penyelundupan dan maritime fraud; 
g. stolen motor vehicle (SMV), memuat informasi tentang pencurian dan 
penyelundupan kendaraan bermotor; 
h. Stolen and Lost Travel Document (SLTD), memuat informasi tentang data 
dokumen perjalanan yang dilaporkan hilang atau dicuri.; 
i. nominal data, memuat informasi tentang data pribadi (biodata) dari orang yang 
dicari yang dipublikasikan pada “red Notice” Interpol. 
 
Pasal 16 
 
(1) Biodata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sekurang-kurangnya 
meliputi nama, jenis kelamin, umur, kewarganegaraan, alamat, identitas fisik 
seperti warna kulit, bentuk wajah, bentuk mata, warna mata. 
 
(2) Data person dapat diasosiasikan dengan data lain, seperti: 
a. Wanted Person, apabila orang tersebut menjadi objek yang dicari karena 
terlibat dalam kejahatan serius; 
b. Arrested Person, apabila pelaku kejahatan yang dicari sudah ditangkap; 
dan 
c. Missing Person, apabila orang tersebut dilaporkan hilang. 
 
(3) Pengisian data sindikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, 
dilakukan oleh user memuat tentang nama sindikat pelaku kejahatan baik 
sindikat internasional maupun nasional. 
 
Pasal 17 
 
(1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b digunakan sebagai 
diskusi dan sharing informasi antar user yang mengoperasikan e-ADS.  
 
 
(2) Forum….. 
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(2) Forum digunakan dalam kaitan dengan pengoperasian e-ADS dan tugas 
kepolisian/penegakan hukum, tidak digunakan untuk informasi yang bersifat 
pribadi. 
 
Pasal 18 
 
(1) Document dan Image sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c memuat 
dokumen dan gambar untuk berbagi informasi dengan negara anggota 
Aseanapol.  
 
(2)  Dokumen dapat berupa peraturan atau ketentuan, training manual, dokumen 
sistem yang berhubungan dengan e-ADS, dan lain-lain.  
 
(3) Ukuran dokumen atau gambar yang dimuat tidak lebih dari 300 kilobytes. 
 
Pasal 19 
 
(1) Report sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d memuat informasi 
mengenai data yang sudah dibuat semua user, yang dapat dilihat oleh semua 
tingkatan user. 
 
(2) Data mengenai biodata tersangka atau orang-orang yang terlibat dalam kasus 
yang sudah terekam di database e-ADS dapat dilihat dan diupdate sesuai 
dengan perkembangan kasus.  
 
(3) Informasi Report dipublikasikan dalam audit trail guna monitoring dan evaluasi 
penggunaan e-ADS. 
 
Pasal 20 
 
(1) Other sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e memuat informasi tentang 
profil, tingkatan dan hak akses user pada e-ADS. 
 
(2) Profil user sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat 
username, negara asal, tingkatan user, dan hak akses. 
 
Pasal 21 
 
(1) Publication sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f memuat informasi 
antara lain: 
a. peristiwa-peristiwa penting; 
b. berita media cetak dan elektronik yang aktual; dan 
c. kisah keberhasilan dalam penanganan kasus (success story). 
 
(2)  Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat paling lama 6 (enam) 
bulan dan secara otomatis akan terhapus setelah batas waktu pemuatan 
terlewati. 
 
(3) Ukuran….. 
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(3) Ukuran file publication tidak lebih dari 1000 kilobytes. 
 
(4) Pengisian data untuk publication dilakukan oleh system administrator. 
 
Pasal 22 
 
(1) Member’s sites sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g memuat profil 
website setiap negara anggota ASEANAPOL. 
 
(2) Bentuk tampilan dan isi site, diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing 
negara anggota ASEANAPOL dan untuk pemuatan pada e-ADS dilakukan oleh 
System Security Administrator (SSA). 
 
 
BAB IV 
 
JARINGAN INTRANET POLRI 
 
Bagian Kesatu 
Perangkat Jaringan 
  
Pasal 23 
 
(1) Satuan kerja di lingkungan Polri dan satuan kewilayahan yang akan mengakses 
jaringan I-24/7 dan e-ADS, menggunakan jaringan intranet Polri. 
 
(2) Koneksi workstation dari satker/satwil menggunakan jaringan intranet Polri untuk 
mengakses I-24/7 dan/atau e-ADS melalui gateway NCB-Interpol Indonesia. 
 
(3) Pengelolaan gateway NCB-Interpol Indonesia dan koneksi ke database I-24/7 
Lyon Perancis dan e-ADS Singapura dilaksanakan oleh NCB-Interpol Indonesia. 
 
(4) Pengelolaan jaringan intranet Polri dilaksanakan oleh Div TI Polri dan Bid TI 
Polda. 
 
(5) Untuk akses ke jaringan I-24/7 dan e-ADS, user harus melakukan VPN tunneling 
ke NCB-Interpol Indonesia. 
 
Bagian Kedua 
Webmail Interpol 
 
Pasal 24 
 
(1) Webmail Interpol Indonesia menggunakan nama domain interpol.go.id. 
 
(2) Webmail Interpol Indonesia dapat diakses melalui jaringan internet publik atau 
jaringan VPN I-24/7.  
 
 
 
(3) Tujuan..... 
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(3) Tujuan dibangunnya webmail Interpol Indonesia untuk mempercepat dan 
mempermudah pertukaran informasi secara aman dan fleksibel dalam 
menangani masalah-masalah kepolisian dan penegakan hukum antar user I-24/7 
dan e-ADS Indonesia. 
 
(4) User I-24/7 dan e-ADS wajib menggunakan email interpol.go.id untuk menerima 
dan mengirim informasi dari dan ke NCB-Interpol Indonesia. 
 
(5) Webmail Interpol Indonesia digunakan untuk pengiriman dan penerimaan 
informasi terkait dengan penggunaan jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS serta 
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama kepolisian internasional 
dan penegakan hukum. 
 
(6) Webmail Interpol Indonesia dapat diakses dari website www.interpol.go.id 
dengan menggunakan software yang direkomendasikan.  
 
 
BAB V 
 
USER JARINGAN I-24/7 DAN JARINGAN E-ADS 
 
Bagian Kesatu 
Klasifikasi 
 
Pasal 25 
 
User jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS diklasifikasikan sebagai berikut: 
a. NSO; 
b. system administrator; 
c. NCB Contact Officer; 
d. supervisor; 
e. site manager; dan 
f. operator. 
 
Pasal 26 
 
(1) NSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berperan: 
a. sebagai contact officer NCB-Interpol Indonesia dalam pengelolaan jaringan 
I-24/7 di Indonesia; 
b. sebagai security administrator jaringan I-24/7; dan 
c. sebagai system administrator jaringan I-24/7. 
 
(2) NSO dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas dan wewenang: 
a. menginformasikan kepada Sekjen ICPO Interpol yang berkaitan dengan 
pengelolaan jaringan I-24/7; 
 
b. memberikan….. 
13 
 
 
b. memberikan pelatihan kepada user dalam penggunaan jaringan I-24/7 dan 
e-ADS; 
c. memonitor dan mengevaluasi penggunaan jaringan I-24/7 dan e-ADS; 
d. menegakkan peraturan dan standar Interpol dalam penggunaan jaringan    
I-24/7 dan e-ADS; 
e. membuat dan menghapus user account jaringan I-24/7 dan e-ADS; 
f. memberikan hak akses kepada user jaringan I-24/7 dan e-ADS; dan 
g. menjamin dan menjaga keamanan sistem jaringan I-24/7 dan e-ADS. 
 
(3) NSO NCB-Interpol Indonesia dijabat oleh Kepada Bagian Komunikasi 
Internasional (Kabagkominter) Divhubinter Polri yang ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Kapolri. 
 
Pasal 27 
 
(1) System Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b 
mempunyai tugas dan wewenang: 
a. mengelola user; 
b. memelihara dan mengoperasionalkan system IT; 
c. menjaga keamanan jaringan I-24/7 dan e-ADS; 
d. mengembangkan jaringan akses I-24/7 dan e-ADS; 
e. memberikan hak akses ke jaringan e-ADS kepada user dengan 
mengkonfirmasikan ke Direktur Aplikasi di Singapura; dan 
f. memberikan usulan untuk pengembangan sistem dan meng-upgrade 
hardware dan software. 
 
(2) System Administrator ditetapkan dengan Surat Perintah Kapolri. 
 
Pasal 28 
 
(1) NCB Contact Officer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c mempunyai 
tugas dan wewenang: 
a. menerima dan memberi pelayanan terhadap informasi yang dikirimkan oleh 
user dari Satker/Satwil dan instansi penegak hukum lainnya; dan 
b. menerima dan memberi pelayanan terhadap informasi yang dikirimkan oleh 
NCB-Interpol negara lain. 
 
(2) Media komunikasi NCB Contact Officer I-24/7 beroperasi 24 jam sehari dan 7 
(tujuh) hari dalam seminggu melalui: 
a. email: ncb-jakarta@interpol.go.id; 
b. fax: 021-7201402 dan 021-7269203; 
c. telepon: 021-7218467, 021- 72798261 dan 021-7218609; 
d. alamat..... 
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d. alamat kantor (pengiriman melalui pos):  
Divisi Hubungan Internasional Polri,  
Gedung TNCC Lantai 11,  
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta,12110 
e. website NCB-Interpol Indonesia: http://www.interpol.go.id. 
 
Pasal 29 
 
(1) Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d mempunyai tugas 
dan wewenang: 
a. membuat dokumen, membaca, modifikasi dan menghapus data; 
b. mengimplementasikan kebijakan dan prosedur administrasi data sesuai 
kesepakatan dalam ADSTC; 
c. mengajukan permintaan pelayanan ke ADSTC; 
d. mengajukan permintaan untuk membuat dan mencabut user account 
kepada NSO NCB-Interpol Indonesia dan melakukan update user profile; 
e. mengajukan permintaan pembuatan/modifikasi/penghapusan code table 
kepada SSA di Singapura; 
f. melaksanakan audit trail mingguan penggunaan jaringan e-ADS dan 
mendistribusikan melalui email Interpol kepada user, site manager, NSO 
dan Administrator; 
g. membuat laporan kuartal kepada NSO dan SA tentang data dan statistik 
penggunaan e-ADS; 
h. mengusulkan pembuatan user account kepada NSO dan SA; dan 
i. mengusulkan kepada NSO NCB-Interpol Indonesia untuk menghentikan 
dan mencabut hak akses user yang tidak menggunakan user account-nya 
lebih dari 3 bulan, menyalahgunakan e-ADS atau alasan lain yang 
disepakati Kepala Kepolisian Aseanapol. 
 
(2) Supervisor ditetapkan dengan Surat Perintah Kapolri. 
 
Pasal 30 
 
(1) Site Manager sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e bertugas: 
a. melakukan pengawasan terhadap operasionalisasi jaringan I-24/7 dan       
e-ADS, khususnya mengenai aktivitas user (antara lain login, pengisian 
data dan pemanfaatan system (searching database)); 
b. menelaah audit trail yang disampaikan supervisor melalui e-mail guna 
meningkatkan aktivitas user; dan 
 
c. membuat….. 
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c. membuat laporan bulanan tentang aktivitas penggunaan sistem I-24/7 dan 
e-ADS kepada Kasatker/ Kasatwil tembusan Kadivhubinter Polri u.p. 
Sekretaris NCB-Interpol Indonesia melalui email Interpol.go.id               
(ncb-jakarta@interpol.go.id). 
 
(2) Site Manager diemban secara ex officio oleh:  
a. tingkat Mabes Polri: 
1. Bareskrim Polri oleh Direktur II Ekonomi Khusus; 
2.  Baintelkam Polri oleh Direktur Keamanan Dalam Negeri; 
3. Baharkam Polri oleh Direktur Polair; dan 
4. Korlantas Polri oleh Kabidregident; 
b. tingkat kewilayahan: 
1. Direktur Reskrim Umum; 
2. Direktur Reskrim Khusus; 
3. Direktur Narkoba;  
4. Direktur Intelkam;  
5. Direktur Polair; dan 
6. Direktur Lantas.  
 
(3)  Site Manager pada instansi penegak hukum di luar Polri ditunjuk oleh instansi 
yang bersangkutan. 
 
(4) Site Manager pada instansi penegak hukum di luar Polri bertugas: 
a. melakukan pengawasan terhadap operasionalisasi jaringan I-24/7 dan e-
ADS, khususnya mengenai aktifitas user (antara lain login, pengisian data 
dan pemanfaatan system (searching database)); 
b. menelaah audit trail yang disampaikan supervisor melalui e-mail guna 
meningkatkan aktivitas user; dan 
c. membuat laporan bulanan tentang aktivitas penggunaan I-24/7 dan e-ADS 
kepada pimpinan lembaganya dengan tembusan Kadivhubinter Polri. 
 
(5) Hak akses Site Manager: 
a. memperoleh layanan informasi tentang database I-24/7 dan e-ADS melalui 
user I-24/7 dan e-ADS; dan 
b. koordinasi dengan supervisor perihal permintaan pergantian user I-24/7 dan 
e-ADS dan hal-hal terkait penggunaan kedua sistem tersebut. 
 
 
 
 
Pasal….. 
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Pasal 31 
 
Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f mempunyai tugas dan 
wewenang: 
a. melakukan input data terhadap database yang ada pada jaringan I-24/7 dan      
e-ADS terkait kasus kejahatan internasional/transnasional; 
b. memberikan hasil searching data kepada pejabat/pimpinan satker/satwil/ instansi 
masing-masing; 
c. menyampaikan informasi dari NCB-Interpol Indonesia yang dikirim melalui e-mail 
kepada pejabat/pimpinan satker/satwil/ instansi masing-masing terkait dengan 
penggunaan jaringan I-24/7 dan e-ADS serta dalam rangka penegakan hukum 
dan tugas-tugas kepolisian; dan 
d. menyampaikan permintaan penerbitan Notice dari penyidik kepada NCB-Interpol 
Indonesia menggunakan e-mail. 
 
Bagian Kedua 
Hak dan Kewajiban 
 
Paragraf 1 
Hak Akses User Pada Jaringan I-24/7 dan e-ADS 
 
Pasal 32 
 
(1) Hak akses User pada Jaringan I-24/7 meliputi: 
a. mengakses database Integrated Automatic Fingerprint Identification System 
(IAFIS), DNA, Wanted Person, Notice, Disaster Victim Identification (DVI), 
SMV, SLTD, Travel Document Associated With Notice (TDAWN), stolen 
administrative documents, stolen and recovered works of art, fraudulent 
payment cards, nominal information (photographs, fingerprints, Notices, dll); 
dan 
b. mengakses dashboard I-24/7. 
 
(2) Hak akses User pada Jaringan e-ADS meliputi: 
a. Basic Access Rights, yaitu user hanya dapat membaca Homepage, Forum, 
Documents, Images dan Publication, dan tidak dapat akses ke modul 
database dan System Administration; 
b. Screening Local, yaitu user hanya dapat melakukan searching ke data lokal 
dan tidak dapat melakukan modifikasi dan menghapus data pada data user 
lainnya;  
c. Screening Overseas, yaitu user dapat searching ke data negara 
ASEANAPOL lainnya dan tidak diberikan hak untuk melakukan modifikasi 
dan menghapus data pada data negara Aseanapol lainnya; 
 
 
d. Data..... 
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d. Data Entry Owner, yaitu user hanya dapat membuat, membaca, modifikasi 
data sendiri pada database lokal; dan 
e. Data Entry Others, yaitu user mempunyai hak akses untuk membuat, 
membaca, dan modifikasi data sendiri, serta membaca dan memodifikasi 
data yang dibuat user lain pada database lokal. 
 
Pasal 33 
 
(1) User mengakses jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS melalui jaringan intranet 
Polri dengan diberikan login identifier dan password VPN pada workstation. 
 
(2) Password VPN dibuat oleh NSO NCB-Interpol Indonesia dan akan didistribusikan 
serta diganti setiap 3 (tiga) bulan. 
 
(2) Login Identifier dan password mempunyai ketentuan sebagai berikut: 
a. user mempunyai hak akses ke jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS setelah 
diberikan user account dan password; 
b. password dibuat paling sedikit 8 (delapan) karakter, yang merupakan 
campuran dari huruf dan angka (alphanumeric); 
c. masa berlaku password selama 90 (sembilan puluh) hari dengan masa 
tenggang untuk memperbaharui password selama 180 hari; 
d. apabila melewati batas waktu masa tenggang, maka secara otomatis portal 
INSYST akan menghapus user account; 
e. user login identifier dibuat oleh NSO NCB-Interpol Indonesia dengan format: 
xx.yyyyyy.zz dan format xx dan yyyyyy digunakan untuk nama user, 
sedangkan zz merupakan kode negara (contoh: ncb.ind.id atau 
feroz.ncb.id); 
f. user dilarang memberikan/membagi accountnya kepada orang lain; 
g. user wajib merubah password-nya, setelah pertama kali login ke I-24/7 dan 
e-ADS dan menggantinya setiap 90 (sembilan puluh) hari; 
h. apabila user lupa dengan passwordnya, maka dapat melaporkan kepada 
NCB-Interpol Indonesia (ncb-jakarta@interpol.go.id) dan NSO akan 
memberikan password baru; dan 
i.  jika user melanggar peraturan yang berkaitan dengan akses langsung, 
download atau interkoneksi, maka NSO akan mencabut hak akses user. 
 
Paragraf 2 
Kewajiban 
 
Pasal 34 
 
(1) Dalam menggunakan jaringan I-24/7,  user berkewajiban: 
a. mengubah/mengganti password setiap 90 (sembilan puluh) hari; 
 
b. mengunci….. 
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b. mengunci akses (log off) sebelum meninggalkan komputer; 
c. melakukan back-up secara rutin; 
d. melakukan pengecekan/scanning anti virus pada hard disk, flash disk dan 
media lainnya sebelum digunakan; 
e. menginformasikan ke NSO atau teknisi IT jika dideteksi ada virus pada 
workstation; dan 
f. menjaga keamanan dan kerahasiaan data/informasi. 
 
(2) Dalam menggunakan jaringan e-ADS, user berkewajiban: 
a. melakukan akses ke jaringan e-ADS setiap hari. 
b. melakukan searching ke database e-ADS, baik melalui fasilitas enquiry 
maupun B2B search (Bussiness to Bussiness Search);  
c. melakukan entry data ke dalam sistem e-ADS apabila ada kasus yang 
ditemui/ditangani terkait dengan kejahatan lintas Negara; 
d. melakukan review audit trail yang dikirim via email oleh Supervisor e-ADS 
atau NCB-Interpol Indonesia secara mingguan; 
e. melaporkan aktivitas penggunaan e-ADS kepada Site Manager secara 
bulanan sebagai bahan evaluasi; 
f. melaksanakan transfer knowledge kepada calon pengganti user/operator  
e-ADS; dan 
g. melaporkan kepada Supervisor e-ADS/Tim Teknis NCB-Interpol Indonesia 
apabila terjadi masalah teknis atau operasional e-ADS dalam kesempatan 
pertama melalui email. 
 
Bagian Ketiga 
Larangan 
 
Pasal 35 
 
Dalam menggunakan jaringan I-24/7 dan e-ADS, user dilarang: 
a. mencatat password; 
b. membagi atau memperlihatkan password; 
c. membuka kesempatan orang lain untuk melihat ketika sedang mengerjakan hal 
yang penting/rahasia; 
d. menggunakan shareware atau freeware (software yang di-download dari Internet 
atau majalah PC), tanpa persetujuan dari NSO; 
e. menggandakan atau meng-copy software; 
f. meng-instal software pada mesin atau mengkonfigurasinya, pekerjaan ini hanya 
dapat dilakukan oleh staf yang berwenang; dan 
g. menggunakan workstation untuk kepentingan selain I-24/7 dan e-ADS. 
 
BAB….. 
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BAB VI 
 
PENGGUNAAN JARINGAN I-24/7 DAN E-ADS 
 
Bagian Kesatu 
Layanan Informasi I-24/7 
 
Pasal 36 
 
Layanan informasi I-24/7 meliputi: 
a. layanan database; 
b. layanan dashboard; 
c. layanan Interpol Notices; dan 
d. layanan email I-24/7 Interpol. 
 
Pasal 37 
 
Layanan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, digunakan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. database digunakan oleh user yang telah diberikan hak akses; 
b. hak akses user ke dalam database diberikan oleh NSO NCB-Interpol Indonesia; 
c. database hanya digunakan untuk keperluan kerja sama kepolisian dan 
penegakan hukum; dan 
d. manajemen database diatur oleh NSO NCB-Interpol Indonesia sesuai dengan 
ketentuan dari ICPO-Interpol melalui Rule of Processing Information (RPI). 
 
Pasal 38 
 
Layanan dashboard sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, digunakan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. informasi yang tersedia dalam menu dashboard dapat diakses melalui portal 
INSYST; 
b. user hanya dapat mengakses informasi pada dashboard sesuai dengan hak 
akses yang diberikan oleh NSO; 
c. user dapat melakukan pengaturan tampilan menu pada dashboard sesuai 
kebutuhan; dan 
d. berita terbaru dan hasil-hasil pertemuan regional dan internasional terkait kerja 
sama dalam rangka penanganan kejahatan lintas negara. 
 
 
 
 
Pasal….. 
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Pasal 39 
 
Layanan Interpol Notices sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, digunakan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. permintaan penerbitan, perpanjangan dan pencabutan Notice ke ICPO-Interpol 
hanya dapat dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia atas persetujuan Kepala 
Divisi Hubungan Internasional Polri; 
b. Penyidik Polri, lembaga penegak hukum, dan PPNS melalui penyidik Polri selaku 
Korwas PPNS dapat mengajukan penerbitan Notice yang ditandatangani 
Direktur/Kepala kepada Kadivhubinter Polri; 
c. untuk keperluan kecepatan dalam penerbitan Notice maka dokumen permintaan 
dapat dikirim melalui email ncb-jakarta@interpol.go.id dan ditindaklanjuti dengan 
mengirim surat resmi sesuai prosedur penerbitan Notice; 
d. Penyidik Polri, lembaga penegak hukum, dan PPNS dapat melihat secara 
langsung penerbitan Notice tersebut pada jaringan I-24/7 melalui user yang 
ditunjuk atau melalui website Interpol publik (www.interpol.int); dan 
e. Notice yang dapat diakses oleh user hanya Notice yang telah dipublikasikan oleh 
ICPO-Interpol dan dapat dicetak untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan 
hukum. 
 
Pasal 40 
 
Layanan email I-24/7 Interpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, 
digunakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. email I-24/7 Interpol hanya digunakan oleh komunitas NCB-Interpol dan IPSG; 
b. akses ke email I-24/7 Interpol dibatasi sesuai dengan hak akses yang diberikan 
oleh NSO NCB-Interpol Indonesia; dan 
c. IPSG memonitor penggunaan sistem email untuk menjamin keamanan baik 
sistem maupun informasi/datanya. 
 
Bagian Kedua 
Layanan Informasi e-ADS 
 
Pasal 41 
 
(1) Informasi yang tersedia dalam e-ADS dapat diakses melalui portal e-ADS dan 
jaringan I-24/7, khususnya database SLTD, SMV dan Nominal. 
 
(2) User yang dapat mengakses e-ADS merupakan user yang telah diberikan hak 
akses oleh SSA. 
 
Bagian Ketiga 
Layanan Informasi Interpol Indonesia 
 
Pasal 42 
 
(1) Layanan informasi Interpol Indonesia dapat diakses melalui situs 
www.interpol.go.id. 
 
(2) Layanan….. 
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(2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fitur antara lain 
beranda, berita, kejahatan transnasional, perundang-undangan dan hukum, 
pertemuan dan event, media release, dan DPO. 
 
Bagian Keempat 
Layanan Informasi Khusus 
 
Pasal 43 
 
(1) Penyidik Polri, lembaga penegak hukum dan PPNS dapat mengajukan 
permintaan informasi mengenai: perjalanan seseorang (exit/entry), alamat/posisi 
seseorang, pencocokan identitas, nomor telepon, nomor rekening, profil 
perusahaan, catatan kriminal, alamat email, medical record, melalui email      
ncb-jakarta@interpol.go.id atau surat kepada Kepala Divisi Hubungan 
Internasional Polri. 
 
(2) Permintaan Penyidik Polri, lembaga penegak hukum dan PPNS akan 
ditindaklanjuti oleh NCB-Interpol Indonesia ke NCB-Interpol negara yang dituju, 
dan hasilnya akan diteruskan kepada penyidik Polri, lembaga penegak hukum 
dan PPNS melalui email/surat. 
 
(3) Permintaan pencocokan identitas seseorang melalui sidik jari pada database I-
24/7 dapat dikirim ke NCB-Interpol Indonesia melalui surat atau email             
ncb-jakarta@interpol.go.id , dengan ketentuan: 
a. resolusi gambar sidik jari paling sedikit berukuran 500 pixel/inch; dan 
b. format gambar dalam bentuk JPEG. 
 
Bagian Kelima 
Instalasi Jaringan 
 
Paragraf 1 
Pemasangan Instalasi di Lingkungan Polri 
 
Pasal 44 
 
(1) Instalasi dan penggelaran jaringan intranet Polri dilaksanakan oleh Divisi TI 
Polri/Bid TI Polda. 
 
(2) Komputer dan peralatan pendukung disiapkan oleh Satker pengguna dengan 
spesifikasi teknis sesuai standar yang direkomendasikan oleh NCB-Interpol 
Indonesia. 
 
Paragraf 2 
Pemasangan Instalasi di Luar Polri 
 
Pasal 45 
 
(1) Lembaga penegak hukum yang akan menggunakan jaringan I-24/7 dan jaringan 
e-ADS harus mengirimkan permintaan tertulis kepada Kapolri u.p. Kepala Divisi 
Hubungan Internasional Polri. 
 
(2) Sebelum….. 
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(2) Sebelum pemasangan dilaksanakan, perlu dilengkapi dengan payung hukum 
dengan membuat kerja sama (Nota Kesepahaman) antara Polri dengan lembaga 
penegak hukum tersebut. 
 
Bagian Keenam 
Sistem Keamanan 
 
Paragraf 1 
Keamanan Data/Informasi I-24/7 
 
Pasal 46 
 
(1) Ketentuan dan persyaratan penggunaan informasi INTERPOL sebagai berikut : 
a.  data hanya digunakan untuk kepentingan kepolisian dan penegakan hukum; 
b.  data harus diproteksi dari penggunaan, akses, perubahan dan 
pendistribusian yang tidak benar dan tidak sah; dan 
c.  data harus dijaga dalam sistem keamanan dengan akses terbatas yang 
hanya digunakan untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum. 
 
(2) Tingkat kerahasiaan informasi yang dapat berisiko jika digunakan oleh orang 
yang tidak berhak, terdiri dari: 
a. “INTERPOL FOR OFFICIAL USE ONLY” jika yang tidak berhak 
menggunakan informasi ini akan merugikan tindakan penegakan hukum 
atau merugikan/mendiskreditkan organisasi, stafnya, anggotanya, pribadi 
atau pihak penegak hukum lainnya yang berkepentingan dengan informasi; 
b. "INTERPOL RESTRICTED" jika orang yang tidak berhak menggunakan 
informasi ini, dapat membahayakan tindakan penegakan hukum atau 
menyebabkan kerugian pada organisasi atau stafnya, anggotanya, pribadi 
atau pihak penegak hukum lainnya yang berkepentingan dengan informasi; 
dan 
c. "INTERPOL CONFIDENTIAL" jika orang yang tidak berhak menggunakan 
informasi ini, secara serius membahayakan tindakan penegakan hukum 
atau menyebabkan kerugian yang serius pada organisasi atau stafnya, 
anggotanya, pribadi atau pihak penegak hukum lainnya yang 
berkepentingan dengan informasi. 
 
(3)  Ketiga tingkat kerahasiaan informasi ini digunakan untuk tujuan mengklasifikasi 
informasi yang diproses melalui jaringan I-24/7.  
 
(4) Jika NCB-Interpol mempunyai keperluan khusus untuk mengklasifikasi beberapa 
item informasi dengan tingkat kerahasiaan lebih tinggi, maka IPSG menilai 
kesungguhan dari sumber informasi. 
 
(5) Saluran dan fasilitas yang digunakan untuk memproses informasi, tergantung 
dari tingkat kerahasiaan, harus dilengkapi dengan security control untuk 
mencegah resiko penggunaan oleh pihak yang tidak berhak. 
 
 
Paragraf….. 
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Paragraf 2 
Keamanan Data/Informasi e-ADS  
 
Pasal 47 
 
(1) Data hanya digunakan untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum. 
 
(2) Data harus diproteksi dari penggunaan, akses, perubahan dan pendistribusian 
yang tidak benar dan tidak sah. 
 
(3) Data harus dijaga dalam sistem keamanan dengan akses terbatas yang hanya 
digunakan untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum. 
 
(4) User harus mengetahui dan memahami keamanan dokumen, serta klasifikasi 
informasi dan memastikan informasi/dokumen e-ADS yang salah cetak  untuk 
dimusnahkan. 
 
Paragraf 3 
Keamanan Sistem Jaringan I-24/7 
 
Pasal 48 
 
(1) Tanggung jawab IPSG dalam keamanan sistem, sebagai berikut: 
a.  IPSG bertanggung jawab atas seluruh system jaringan I-24/7, termasuk 
sistem khusus, jaringan dan/atau database, yang diperlukan untuk: 
1. membuat suatu kebijakan keamanan, berdasarkan standar 
internasional dan kolaborasi dengan NCB, yang bertujuan guna 
melaksanakan security control secara procedural, teknis dan 
administratif, serta menetapkan tingkat kerahasiaan yang tepat, 
integritas dan ketersediaan sistem, jaringan dan/atau database; 
2. melakukan penilaian resiko; dan 
3. mengembangkan mekanisme kontrol yang tepat bagi keamanan 
informasi; 
b. IPSG dan NCB-Interpol Indonesia melakukan pengawasan  kerahasiaan 
dan keamanan informasi melalui:  
1. audit login dan memonitor penggunaan I-24/7; dan 
2. hardware, software dan jaringan I-24/7. 
 
(2) Tanggung jawab NCB-Interpol Indonesia dalam menjaga keamanan sistem 
sebagai berikut: 
a.  NCB-Interpol Indonesia melalui NSO harus menginformasikan kepada user 
bahwa kewenangan tersebut hanya digunakan untuk tujuan kerja sama 
kepolisian internasional, sebelum memberikan otorisasi kepada user untuk 
akses ke jaringan I-24/7;  
 
b. memerintahkan..... 
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b.  memerintahkan user untuk mengkomunikasikan informasi dengan 
menggunakan jaringan I-24/7;  
c.  memerintahkan user I-24/7 dalam mengoperasionalkan jaringan I-24/7 
harus mematuhi ketentuan ICPO-Interpol;   
d.  mengadopsi tingkat keamanan yang sudah dibuat oleh IPSG untuk 
diimplementasikan dalam penggunaan jaringan I-24/7 oleh user; 
e. menunjuk satu atau lebih NSO untuk melaksanakan operasi keamanan dan 
berkoordinasi dengan IPSG berkaitan dengan keamanan sistem; dan 
f.  NCB-Interpol Indonesia harus menginformasikan ke IPSG tentang masalah 
koneksi penggunaan dan atau implementasi sistem I-24/7, sesuai dengan 
peraturan yang berlaku.  
 
(3) Tanggung jawab user dalam keamanan sistem I-24/7, sebagai berikut: 
a.  menyediakan informasi tambahan yang diminta IPSG untuk mengevaluasi 
kemungkinan memproses informasi dalam INTERPOL's files atau 
memprosesnya sesuai dengan peraturan yang berlaku; 
b.  menggunakan jaringan I-24/7 untuk melakukan komunikasi dengan ICPO-
Interpol; dan 
c.  menginformasikan ke NCB-Interpol Indonesia melalui email: ncb-
jakarta@interpol.go.id sesegera mungkin, pada saat terjadi “positive hit” 
untuk suatu permintaan disertai dengan alasan mendasar mengenai 
permintaan tersebut. 
 
(4) Proteksi antivirus dalam penyelenggaraan jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Setjen ICPO-Interpol menyediakan, mengelola dan meng-update antivirus 
secara regular workstation yang terkoneksi secara langsung dengan 
jaringan I-24/7; dan 
b. NCB-Interpol Indonesia memastikan bahwa sistem pada server dan 
workstation diproteksi dengan software antivirus kualitas tinggi yang di-
update secara regular dan dirawat dengan tepat.  
 
Paragraf 4 
Keamanan Sistem Jaringan e-ADS  
 
Pasal 49 
 
(1) Pengawasan dan keamanan akses jaringan e-ADS dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. prosedur keamanan sistem jaringan e-ADS pada prinsipnya sama dengan 
jaringan I-24/7; 
b. setiap user e-ADS diberikan password login oleh NCB-Interpol Indonesia;  
 
c. sistem.....  
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c. sistem di-set 10 menit untuk time out dan apabila tidak ada aktivitas maka 
sistem secara otomatis akan log off; dan 
d. user harus melakukan log off dari e-ADS ketika tidak digunakan untuk 
mencegah akses oleh orang yang tidak berhak. 
 
(2) System Audit dalam pelaksanaan keamanan sistem jaringan e-ADS dilakukan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. NSO NCB-Interpol Indonesia melakukan audit untuk mengecek account     
e-ADS dan akan menghapus user account yang sudah tidak aktif selama 6 
bulan;   
b. System Administrator e-ADS NCB-Interpol Indonesia melakukan evaluasi 
Audit Trail secara mingguan, meliputi evaluasi aktifitas User dalam 
penggunaan e-ADS maupun validasi User (masih valid atau sudah 
pindah/mutasi); dan 
c. dalam hal tidak ada aktifitas User dalam mengakses e-ADS selama kurun 
waktu 1 bulan, maka Kabagkominter Divhubinter Polri dapat mengusulkan 
kepada Kadivhubinter Polri untuk melaksanakan Site Visit dan Coaching 
Clinic. 
 
(3) Tanggung jawab user dalam keamanan sistem e-ADS sebagai berikut: 
a. penggunaan workstation e-ADS hanya untuk keperluan terkait e-ADS; 
b. melakukan koordinasi/komunikasi email dengan NCB-Interpol Indonesia 
menggunakan domain email interpol.go.id; 
c. pengamanan password akses ke sistem e-ADS sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku, dan tidak berbagi/share password dengan user lain; 
d. apabila akan ada penggantian User/Operator maka wajib melaporkan ke 
NCB-Interpol Indonesia melalui email ncb-jakarta@interpol.go.id atau 
melalui surat resmi, dan melaksanakan transfer knowledge kepada calon 
pengganti user/operator; dan 
e. melaporkan ke NCB-Interpol Indonesia apabila terjadi masalah teknis atau 
operasional e-ADS. 
 
BAB VII 
 
PEMELIHARAAN JARINGAN I-24/7 DAN JARINGAN e-ADS 
 
Bagian Kesatu 
Pemeliharaan Hardware  
 
Pasal 50 
 
(1) User harus menjaga, merawat dan memelihara workstation yang terhubung 
dengan jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS, serta perangkat pendukung lainnya.  
 
 
(2) Apabila….. 
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(2) Apabila terjadi kerusakan pada workstation yang menyebabkan tidak terkoneksi 
ke jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS, maka user mengkonsultasikan kepada 
NCB-Interpol Indonesia untuk perbaikannya. 
 
(3) Pemeliharaan workstation dan perangkat pendukung lainnya menjadi tanggung 
jawab masing-masing user. 
 
Bagian Kedua 
Pemeliharaan Software 
 
Pasal 51 
 
(1) User harus menjaga, merawat dan meng-upgrade software yang mendukung 
penggunaan jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS.  
 
(2) Apabila software yang mendukung jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS tidak ada 
atau kurang, maka user dapat mengkonsultasikan ke NCB-Interpol Indonesia 
untuk penambahannya. 
 
Bagian Ketiga 
Pemeliharaan Sistem Jaringan 
 
Pasal 52 
 
(1) Untuk di lingkungan Polri, apabila terjadi gangguan, kerusakan atau penambahan 
jaringan intranet baru, dikoordinasikan dengan Div TI Polri/Bid TI Polda. 
 
(2) Untuk lembaga penegak hukum lainnya yang terkoneksi dengan jaringan I-24/7 
dan jaringan e-ADS, maka pemeliharaan jaringannya menjadi tanggung jawab 
lembaga bersangkutan. 
 
Bagian Keempat 
Biaya Pemeliharaan  
 
Pasal 53 
 
(1) Biaya pemeliharaan hardware dan software menjadi tanggung jawab user. 
 
(2) Penggantian perangkat jaringan I-24/7 dan e-ADS apabila terjadi kehilangan 
yang disebabkan oleh kelalaian/kerusakan menjadi tanggung jawab user. 
 
(3) Biaya pemeliharaan dan sewa jaringan intranet Polri yang digunakan untuk 
mengkases jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS di lingkungan Polri menjadi 
tanggung jawab Div TI Polri/Bid TI Polda. 
 
(4) Untuk lembaga penegak hukum lainnya yang terkoneksi dengan jaringan I-24/7 
dan jaringan e-ADS, maka biaya sewa jaringannya menjadi tanggung jawab 
lembaga bersangkutan. 
 
 
BAB….. 
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BAB VIII 
  
KETENTUAN LAIN-LAIN 
 
Pasal 54 
 
Dalam hal terdapat perubahan ketentuan dan prosedur penggunaan jaringan I-24/7 
dan jaringan e-ADS dari Sekretaris Jenderal ICPO-Interpol atau dari Consortium 
Leader e-ADS maka ketentuan penggunaan jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS dalam 
peraturan ini disesuaikan dengan perubahan tersebut. 
 
 
BAB IX 
 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 55 
 
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
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